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TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayvanan dan menjamin konsistensi serta
kepastian prosedur kerja pada Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang tersusun secara sistematis,
terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan
instrumen penting untuk menjamin kepastian
proses kerja, keseragaman tindakan, serta
pengendalian kinerja aparatur pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman




Mengingat

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka  Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4263);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 292, dengan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);




Menetapkan

Kesatu

Kedua

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2019 Nomor 28),

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Menectapkan Standar Operasional Prosedur pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat
Keluar (Manual);
2. Standar Operasional Prosedur Pengirnman Naskah
Dinas Korespondensi Melalui Srikandi;
3. Standar Operasional Prosedur Penerimaan
Naskah Dinas Masuk Melalui Srikandi;

4. Standar Operasional Prosedur Penerimaan

Naskah Dinas Masuk Melalui Caraka/Jasa

Pengiriman,;




10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Standar Operasional Prosedur Registrasi Naskah
Dinas Masuk (Manual) Ke Srikandi;

Standar Operasional Prosedur Pemberkasan Surat
Melalui Srikandi;

Standar Operasional Prosedur Pengarsipan;
Standar Operasional Prosedur Pemindahan Arsip
Inaktif;

Standar Operasional Prosedur Penempatan
Pertama Pegawai;

Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai;
Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja
Pegawai;

Standar Operasional Prosedur Rotasi Pegawai;
Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti
Melalui Aplikasi Kepegawaian;

Standar Operasional Prosedur Melaksanakan
Presensi Kehadiran Terintegrasi Berbasis Face
Recognition;

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
Kebersihan:

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang
dan Jasa;

Standar Operasional Prosedur Pencatatan Barang
Milik Daerah;

Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan
Barang Milik Daerah;

Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan
Pengembalian Barang Milik Daerah;

Standar Operasional Prosedur Mutasi Internal
Barang Milik Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penanganan
Pengaduan Pelayanan Publik;




22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

34,

35.

36.

Standar Operasional Prosedur Penanganan
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
Standar  Operasional Prosedur Pengajuan
Anggaran Kas;

Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP -
SPM LS;

Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP -
SPM GU;

Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP -
SPM Uang Persediaan (UP);

Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP —
SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP);

Standar Operasional Prosedur Pelaporan Surat
Pertanggungjawaban Belanja Fungsional;

Standar  Operasional Prosedur  Pelaporan
Keuangan;

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Draf
Rencana Strategis (RENSTRA);

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Drafl
Rencana Kerja (RENJA);

Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA);
Standar  Operasional Prosedur Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Rencana
Kinerja/Indikator Kinerja Utama (IKU);

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data
Kinerja;

Standar Operasional Prosedur Pengukuran Data
Kinerja;

Standar Operasional Prosedur Penyusunan

Dokumen Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Daerah Urusan Penanaman Modal;




Ketiga

Keempat

Kelima

37. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

38. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

39. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK);

40. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Dokumen dan Pengelolaan Manajemen Risiko;

41. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Rutin
Berusaha Perizinan dan Non Perizinan;

42, Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Insidental Berusaha Perizinan dan Non Perizinan;

43. Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif
dan Kemudahan Berinvestasi;

44, Standar Operasional Prosedur Promosi
Penanaman Modal (Pameran Investasi);

45. Standar Operasional Prosedur Promosi
Penanaman Modal Untuk Berbagai Media;

46. Standar Operasional Prosedur Klinik LKPM.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua digunakan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan

penyelenggaraan pada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung

Timur.

Seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung

Timur wajib melaksanakan SOP secara konsisten,

tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur dapat dilakukan

monitoring dan evaluasi dalam rangka peninjauan

dan/atau penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan



organisasi, perubahan peraturan perundang-
undangan, dan dinamika penyelenggaraan pelayanan
publik.

Keenam . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 28 Januari 2026
a.n. Bupati Belitung Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
W Belitung Timur

HARLI AGUSTA, ST
NIP. 197508212002121005



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat
disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan SOP ini merupakan
wujud komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,
serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh pegawai agar
setiap proses kerja dilaksanakan secara terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui SOP ini, diharapkan tercipta
kejelasan alur kerja, pembagian peran dan langgung jawab, serta standar waktu dan
mutu layanan yang terukur. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan,
ketidaksesuaian prosedur, dan tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.
Selain itu, SOP ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam
rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan pelaku usaha.

Kami menyadari bahwa dokumen SOP ini masih memerlukan penyempurnaan
seiring dengan perkembangan kebijakan, dinamika regulasi, dan kebutuhan
organisasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Standar Operasional Prosedur ini dapat
dipahami, dipatuhi, dan diterapkan secara optimal oleh seluruh pegawai, sehingga
mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kinerja
organisasi serta terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
n Belitung Timur

H!P 197508212002121005
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[— BAB |

l PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu
indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks
birokrasi modem, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan
pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel serta berorientasi pada
kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperiukan standar kerja
yang baku dan terdokumentasi secara sistematis melalul penyusunan dan
penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesual dengan peraturan
yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur berfungsi sebagai instrumen pengendalian
proses kera yang memastikan setiap kegiatan pelayanan dan administrasi
dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Standar Operasicnal Prosedur memberikan kejelasan
mengenal alur kerja, pembagian peran dan tanggung jawab, wakiu penyelesaian,
serta output layanan, sehingga mampu meminimalkan terjadinya ketidakteraturan,
duplikasi pekerjaan, dan potensi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretanat, pelayanan
penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu, dinamika kebijakan
nasional serta perkembangan teknologi informas! menuntut adanya penyesualan
proses kerja secara berkelanjutan. Perubahan regulasi di bidang sekretariat,
perizinan dan pelayanan publik serta penanaman modal mengharuskan instansi
penyelenggara untuk memiliki Standar Operasional Prosedur yang mutakhir,
adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha Tanpa
Standar Operasional Prosedur yang jelas dan diperbarui, proses pelayanan
berpotensi berjalan tidak seragam dan sulit dikendalikan secara optimal.

Selain itu, penetapan Standar Operasional Prosedur merupakan bentuk
komitmen organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan kepastian
pelayanan. Standar Operasional Prosedur tidak hanya menjadi pedoman bagi
aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi, tetapi jJuga menjadi sarana bagi
masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan l
jangka waktu pelayanan. Dengan demikian, Standar Operasional Prnsedur-

1




berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan dan penetapan dokumen
Standar Operasional Prosedur menjadi kebutuhan strategis bagi Dinas
Fenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
sebagal upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat
tata kelola organisasi, serta mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur
1. Maksud Standar Operasional Prosedur
Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOF)

dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja operasional yang terstandar

sebagai instrumen pengendall proses penyelenggaraan tugas dan pelayanan.

Standar Operasional Prosedur dirancang sebagai referensi utama dalam

pelaksanaan aktivitas organisasi agar setiap tahapan kera dilaksanakan

secara terstruktur, dapat ditelusuri, dan selaras dengan ketentuan regulasi

serta kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Tujuan Standar Operasional Prosedur

Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan

untuk:

a. Menetapkan batasan proses kera yang jelas dan terukur guna memastikan
keterpaduan antar fungsi dan unit kerja;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi melalul pengaturan
alur kerja yang rasional dan berorientasi pada hasil;

c. Menjamin kesinambungan mutu pelayanan melalui penerapan prosedur
yang konsisten dan dapat direplikasi;

d. Meningkatkan kejelasan tanggung jawab pelaksana pada setiap tahapan
proses sebagai dasar penguatan akuntabilitas kinerja;

e. Memperkuat mekanisme pengendalian internal melalui prosedur kerna yang
terdokumentasi dan mudah dievaluasi;

f Menjadi ruyukan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan l

penyempurnaan proses pelayanan secara berkelanjutan;




- g. Mendukung ftransformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pelayanan
l publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) mencakup seluruh
rangkaian proses kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jJawab organisasi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Standar Operasional Prosedur ini
mengatur secara komprehensif tahapan kegiatan, mekanisme pelaksanaan, serta
keterlibatan unit kerja dan aparatur dalam setiap proses pelayanan dan
administrasi, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan dan Kkepastian
prosedural.

Standar Operasional Prosedur meliputi proses pelayanan utama,
khususnya pelayanan perzinan dan nonpernzinan, yang diselenggarakan melalui
mekanisme pelayanan terpadu. Pengaturan ini mencakup penenmaan
permochonan, verifikasi persyaratan, pemrosesan layanan, penetapan hasil
pelayanan, hingga penyampaian output kepada masyarakat atau pemangku
kepentingan terkait. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk menjamin
keterpaduan proses, kejelasan tanggung jawab, seria kepastian wakiu
penyelesaian layanan.

Selain pelayanan utama, ruang lingkup Standar Operasional Prosedur juga
mencakup proses pendukung yang berkaitan dengan administrasi internal. Proses
pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
pelayanan dan berfungsi untuk memastikan peningkatan mutu layanan secara
berkelanjutan. Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi
seluruh aparatur tanpa pengecualian, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari. SOP juga berfungsi sebagal dasar penilaian kinerja proses,
pengendalian internal, dan penyempurnaan prosedur kera seiring dengan

perubahan kebijakan, regulasi. dan kebutuhan pelayanan publik.

D. Manfaat
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan manfaat
strategis sebagai landasan pengendalian proses kera dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan. Manfaat tersebut tercermin dalam beberapa aspek l
berikut:




. Menjadi acuan baku dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan agar berjalan
konsisten, terukur, dan sesuai ketentuan.

. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kena melalui pengaturan alur
kegiatan yang jelas dan terdokumentasi.

. Memperkuat akuntabilitas kinerna aparatur dengan kejelasan peran dan
tanggung jawab pada setiap tahapan proses.

. Menjamin kepastian prosedural dan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan
pemangku kepentingan.

. Mendukung pengendalian internal serta mempermudah monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas dan pelayanan.

_ Menjadi dasar penyempurnaan proses kerja secara berkelanjutan seiring

perubahan kebijakan dan kebutuhan pelayanan.




— BAB II

l DEFINISI DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. Definisi Standar Operasional Prosedur

Menurut Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagail proses
penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, yang berisi cara melakukan pekerjaan,
wakiu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, serta aktor yang berperan dalam
kegiatan tersebut.

SOP berfungsi sebagai instrumen pengendalian proses yang memberikan
kepastian prosedural dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan Melalui SOP,
organisasi menetapkan batasan kewenangan, mekanisme kerja, serta standar
hasil yang harus dicapai pada setiap tahapan proses, sehingga pelaksanaan
pekenaan dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, SOP merupakan acuan
resmi yang menjamin keseragaman perlakuan, transparansi proses, serta
akuntabilitas pelaksanaan pelayanan. SOFP juga menjadi sarana komunikasi
kebijakan internal yang memudahkan aparatur dan pemangku kepentingan dalam
memahami alur pelayanan, persyaratan, serta waktu penyelesaian layanan.

Dengan demikian, SOP tidak hanya dipahami sebagal petunjuk teknis
pelaksanaan pekerjaan, tetapl sebagai kerangka operasional strategis yang
mendukung efektivitas organisasi, peningkatan mutu pelayanan, dan penguatan

tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Peranan Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peranan strategis sebagai
instrumen pengendali dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan organisasi.
SOP berfungsi memastikan bahwa setiap proses kerja dilaksanakan secara

terstruktur, konsisten, dan sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
sehingga mendukung terciptanya kepastian prosedural dan Kketeraturan

operasional.



SOP berperan sebagai pedoman kerja bagi aparatur dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, sekaligus sebagal alat penyelarasan antarunit kerna agar
seluruh proses berlangsung secara terpadu. Dengan adanya SOP, pelaksanaan
pekenaan tidak bergantung pada interpretasi individu, melainkan berlandaskan
pada standar yang sama, sehingga potensi perbedaan perlakuan dan
ketidaksesuaian prosedur dapat diminimalkan.

Selain itu, SOP berperan sebagai sarana penguatan akuntabilitas dan
transparansi. Setiap tahapan proses yang tertuang dalam SOP dapat ditelusun
dan dievaluasi, sehingga memudahkan pengawasan intemnal, pengendalian risiko,
serta penilaian kinerja pelayanan. SOP juga menjadi rujukan dalam penanganan
pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan secara objektif

Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, SOP berperan
sebagal dasar penyempurnaan berkelanjutan terhadap proses kerja. Melalui
penerapan SOP, organisasi memiliki kerangka operasional yang adaptif untuk
menyesuaikan pelayanan dengan perubahan kebijakan, perkembangan teknologi,
dan kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan secara

berkesinambungan.

. Fungsi Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagai landasan
operasional dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan organisasi. SOP
menerjemahkan kebijakan dan ketentuan normatif ke dalam langkah-langkah kerja
yang konkret, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga setiap aparatur memiliki
acuan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan sesual dengan tugas dan
kewenangannya. Dengan demikian, SOP berperan penting dalam menjaga
keteraturan dan kesinambungan proses kerja organisasi.

S0P juga berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu pelayanan. Melalui
penetapan prosedur yang terstandar, organisasi dapat memastikan bahwa setiap
proses pelayanan dilaksanakan secara konsisten, baik dan segi alur, wakiu,
maupun hasil layanan. Konsistensi tersebut menjadi prasyarat utama dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik serta dalam mewujudkan perlakuan yang
adil dan setara kepada seluruh pengguna layanan.

Selain itu, SOP berfungsi sebagal alat pengendalian dan pengawasan
internal. Setiap tahapan kerja yang tertuang dalam SOP dapat ditelusun dan
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dievaluasi, sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring,
pengendalian risiko, serta penilaian kinerja aparatur Kejelasan prosedur juga
meminimalkan potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
tugas, karena setiap kegiatan memiliki  standar yang  dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks akuntabilitas, SOP berfungsi sebagai dasar pembuktian
pelaksanaan tugas dan pelayanan. Dokumen SOP memberikan kejelasan
mengenal siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, serta
bagaimana suatu proses dilaksanakan. Hal ini mendukung transparansi
penyelenggaraan pelayanan dan memudahkan penyelesaian pengaduan maupun
evaluasi Kinerja secara objektif dan terukur

Lebih lanmut, SOP berfungsi sebagal sarana pembelajaran dan
pengembangan Kkapasitas aparatur SOP membantu aparatur baru dalam
memahami proses Kerja secara cepat dan tepat, sekaligus menjadi referensi
berkelanjutan bagi aparatur yang telah berpengalaman. Dengan demikian, SOP
berkontribusi dalam menjaga kesinambungan organisasi serta mendukung
peningkatan profesionalisme aparatur.

Pada akhimya, SOP berfungsi sebagal instrumen strategis dalam
peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Melalui evaluasi dan
penyempurnaan SOP secara berkala, organisasi dapat menyesuaikan proses
kerja dengan perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan tuntutan
masyarakat, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan

secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.




BAB lil
GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

. Visi dan Misi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Adapun visi dan misi Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut.
1. Misi
Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur:
“Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Belitung Timur melalui pelayanan
penanaman modal dan perizinan yang prima serta peningkatan daya saing dan
pemberdayaan pelaku usaha”
2. Misi
Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Belitung Timur:
a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima
kepada masyarakat.
b. Melakukan penataan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang
bersih, efisien dan transparan serta menumbuh kembangkan iklim investasi

daerah guna peningkatan invesiasi.

. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
terdin dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas;

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, dan

4  Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.




DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BELITUNG TIMUR




E'. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
l membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi:
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
3. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
4_ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;
5. Penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
6. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

Secara lebih ninci, berikut diuraikan tugas dan fungsi Sekretanat, Kelompok
Jabatan Fungsional Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional
Felayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyal tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,

perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan.

Sekretanat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas;

b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembenan dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

¢. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi tugas administrasi Dinas;

d. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi penghimpunan
bahan pengumpulan data usul rencana keuangan dan aset, penyusunan
kebutuhan perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor, l
pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan penyusunan Iapﬂran




pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, penyusunan petunjuk
teknis pengelola keuangan dan aset;

e Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program tahunan rumah
tangga Dinas;

f. Pengoordinasian  penyusunan  perumusan  kebijakan, dokumen
perencanaan, program, kegiatan dan anggaran Dinas;

g. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan meliputi
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan, kaji ulang
setiap dokumen bukti pengeluaran uang, pencatatan dan pengarsipan
dokumen bukti pengeluaran uang, pengurusan gaji, uang lembur, insentif,
uang makan, uang tambahan beban kera lainnya, serta venfikasi dan
adminisirasi pengelolaan keuangan dan aset;

h. Penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan,
inventans, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan
lainnya;

I. Pengoordinasian evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan Dinas;

J. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan baik secara periodik dan
tahunan pada Dinas;

k. Penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana Dinas;

|. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian;

m. Pengeoordinasian pengelolaan data dan informasi (data base) bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

n. Rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
tindakan yang perlu diambil; dan

0. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretanat didukung oleh Subbagian Umum dan

Kepegawaian yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, serta dukungan administrasi lainnya. Berikut

diuraikan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan

pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut ketatausahaan, l

kepegawaian, kerumah tanggaan, kera sama, hubungan masyarakat
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ketatalaksanaan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan barang

milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

mempunyail fungst

a.

b
C.
d

Penyusunan rencana kerja tahunan subbagian;

. Pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi peralanan Dinas;

. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai

melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional serta
kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan;
Pelaksanaan urusan manajemen dan administrasi kepegawalian meliputi
bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian, pengusulan
pengadaan pegawal, pengusulan dalam jabatan, peninjauan masa kerja,
pengusulan kenalkan pangkat, kenaikan gaj berkala, mutasi dan
pemberhentian pegawai_ penilaian kinerja, penghargaan, disiplin pegawai,
sasaran kerja pegawai, daftar urut kepangkatan, pembuatan kartu pegawait,
keikutsertaan badan penyelenggara perlindungan jaminan sosial, jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, kartu istri/suami;

Pelaksanaan dan pengoordinasian sistem informasi manajemen
kepegawaian;

Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;

Pelaksanaan penyiapan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah,
bendahara dan bendahara pembantu;

Pelaksanaan fasilitas rapat, pertemuan, kunjungan tamu serta melakukan
kegiatan keprotokolan;

Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban kantor,

Penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan
barang millkk Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;




. Pelaksanaan pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kantor dan

bangunan;

Pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan sesual bidang ifugas pokok
Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai

bahan dasar pemecahan masalah;

p. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian; dan

q. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan bidang tugasnya.

_ Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan

fungsi:

a.

Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah
berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman
maodal lingkup daerah;

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah
dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara
lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup
daerah;

FPenyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman
madal lingkup daerah;

Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar neger;
Fenyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal
Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan wilayah:

Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman
modal, dan pendampingan hukum;

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan

perundang-undangan;




- |. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modal,
k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat Daerah

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan Iklim
penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;

|. Penyusunan [aporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi,
pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan
penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik)
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

m. Rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
tindakan yang perlu diambil; dan

n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan ocleh atasan terkait
dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu  Pintu,

menyelenggarakan fungst:

a Pelaksanaan pelayanan pernzinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan, pemeriksaan, verifikasi/validasi identifikasi, dan pengolahan
data perizinan berusaha dan nonperizinan;

c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadminisirasian
pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan
perizinan berusaha dan nonperizinan;

e Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat Daerah
teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

h. Pelaporan pelaksanaan pengaduan masyarakat, pelayanan, pengelolaan
pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan
konsultasi perizinan berusaha dan nonpenzinan sesual dengan ketentuan l

peraturan perundang-undangan: -
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Rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan

tindakan yang perlu diambil; dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan bidang tugasnya.




[— BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. Standar Operasional Prosedur Pada Sekretariat
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekretariat ditetapkan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kelancaran
administrasi dan manajerial, sebagaimana tercantum dalam tabel bernkut:
Tabel 1
Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur Pada Sekretariat
NO NAMA SOP NOMOR SOP

1. | Standar Operasional Prosedur
Pembuatan Surat Keluar (Manual)

2 | Standar Operasional Prosedur
Pengiriman Naskah Dinas | 000.8.3.3/02/SOP/DPMPTSP/2026
Korespondensi Melalul Srikandi
‘Standar  Operasional  Prosedur
Penerimaan Naskah Dinas Masuk | 000.8.3.3/03/SOP/DPMPTSP/2026
Melalui Srikandi

4 | Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Naskah Dinas Masuk | 000.8.3.3/04/SOP/DPMPTSP/2026
Melalui Caraka/Jasa Pengiriman

5. | Standar Operasional Prosedur
Registrasi Naskah Dinas Masuk | 000.8.3.3/05/S0P/DPMPTSP/2026
(Manual) Ke Srikandi

6. | Standar Operasional Prosedur
Pemberkasan Surat Melalui Srikandi
7. | Standar Operasional Prosedur
Pengarsipan

8 | Standar Operasional Prosedur
Pemindahan Arsip Inaktif

9. | Standar Operasional FProsedur
Penempatan Pertama Pegawai

10. | Standar Operasional Prosedur
Perencanaan dan  Pelaksanaan | 000.8.3.3/10/SOP/DPMPTSP/2026
Peningkatan Kompetensi Pegawal

11. | Standar Operasional Prosedur
Penilaian Kinerja Pegawali

12 | Standar Operasional Prosedur Rotasi
Pegawal

000.8.3.3/01/SOP/DPMPTSP/2026

wal

000.8.3.3/06/SOP/DPMPTSP2026

000.8.3.3/07/SOF/DPMPTSF/2026

000.8.3.3/08/SOP/DPMPTSPI2026

000.8.3.3/09/SOP/DPMPTSF/2026

000.8.3.3/11/SOF/DPMPTSPf2026

000.8.3.3M2/SOP/DPMPTSP2026
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13. | Standar Operasional Prosedur
Pengajuan Cuti Melalui Aplikasi | 000.8.3.3/13/SOP/DPMPTSP/2026
Kepegawaian
14 | Melaksanakan Presensi Kehadiran
Terintegrasi Berbasis Face | 000.8.3.314/SOP/DPMPTSP/2026
Recognition
15. | Standar  Operasional - Prosedur | ., 4 5 545/50p/DPMPTSPI2026
Pengelolaan Kebersihan
16. | Standar  Operasional — Prosedur | ., o 4 546/50p/DPMPTSP2026
Pengadaan Barang dan Jasa
17. | Standar Operasional Prosedur
Pencatatan Barang Milik Daerah 000.8.3.3MT7/S0P/DPMPTSP/2026
18. | Standar Operasional Prosedur
Pomelihaiaan Barang Milik Daerah 0D00.8.3.3/M18/50P/DPMPTSP/2026
19. | Standar Operasional Prosedur
Peminjaman dan Pengembalian | 00083 3/19/SOP/DPMPTSP/2026
Barang Milik Daerah
20 ﬁ_:ﬂ:g:lr Saiz;?gs;?'lﬁil E;E;Srzgur Mt 000.8 3.320/50P/DPMPT5P/2026
21 | Standar  Operasional  Prosedur
Penanganan Pengaduan Pelayanan | 000.8.3.3/21/SOP/DPMPTSP/2026
Publik
' 22 | Standar  Operasional  Prosedur
Penanganan Pengaduan Dugaan | 000.8.3.3/22/S0P/DPMPTSP/2026
Tindak Pidana Korupsi
23: Standgr Operasional Prosedur 000.8.3 3/23/SOP/DPMPTSP/2028
Pengajuan Anggaran Kas
24 | Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SPP - SPM LS 000.8.3.3/24/SOP/DPMPTSP/2026
25, | Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SPP - SPM GU 000.8.3.3/25/50P/DPMPTSP/2026
26. | Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SPP — SPM Uang | 000.8.3.3/26/SOP/DPMPTSP/2026
Persediaan (UP)
27. | Standar Operasional Prosedur
Pengajuan SPP — SPM Tambahan | 000.8.3.3/27/SOP/DPMPTSP/2026
Uang Persediaan (TUP)
28 | Standar Operasional Prosedur
& Sural | 004 6 3 3128/SOPIDPMPTSP/2026
Pertanggungjawaban Belanja
Fungsional
29 | Standar  Operasional  Prosedur

Pelaporan Keuangan

000.8.3.3/29/SOF/DPMPTSF/2026
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30. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Draf Rencana Strategis | 000.8.3.3/30/SOP/DPMPTSP/2026
(RENSTRA)

31. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Draf Rencana Kera | 000.8.3.3/31/SOP/DPMPTSP/2026
(RENJA)

32 | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen Perubahan | 000.8.3.3/32/SOP/DPMPTSP/2026
Rencana Kerja (RENJA)

33. | Standar Operasional Prosedur
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
Rencana Kinerja/Indikator  Kinerja 000.8.3.3/33/50P/DPMPTSP/2026
Utama (IKU)

34. | Standar  Operasional — Prosedur | 5 ¢ 5 5134/50p/DPMPTSP/2026
Pengumpulan Data Kinerja

3. | Standar  Operasional — Prosedur |, ¢ 4 5/35/50PDPMPTSPI2026
Pengukuran Data Kinernja

36. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen Data Capaian | ., ¢ 4 350/copDPMPTSPI2026
Kinerja Penyelenggaraan Daerah
Urusan Penanaman Modal

37. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen Rencana Kernja | 000.8.3.3/37/SOP/DPMPTSP/2026
dan Anggaran (RKA)

38. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | 000.8.3.3/38/SOP/DPMPTSP/2026
Pemerintah

39 | Standar  Operasional  Prosedur
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik | 000.8.3 3/39/SOP/DPMPTSP/2026
dan Keuangan (LRFK)

40. | Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Dokumen dan | 000.8.3 3/40/SOP/DPMPTSP/2026
Pengelolaan Manajemen Risiko

B. Standar Operasional Prosedur Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman

Modal

Dalam rangka memberikan kejelasan prosedural atas pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang penanaman modal,

Kelompok Jabatan Fungsional

Fenanaman Modal berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

dirumuskan dan disajikan dalam tabel benkut




Tabel 2
Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur Pada Kelompok Jabatan
Fungsional Penanaman Modal

NO NAMA SOP NOMOR SOP

1. | Standar Operasional Prosedur
Pengawasan Rutin Berusaha | 000.8.3.2/41/SOP/DPMPTSP/2026
Penzinan dan Non Penzinan

2. | Standar Operasional Prosedur
Pengawasan |Insidental Berusaha | 000.8.3.2/42/SOP/DPMPTSP/2026
Penzinan dan Non Penzinan

3. | Standar Operasional Prosedur
Pemberian Insentif dan Kemudahan | 000.8.3.23/43/SOP/DPMPTSP/2026
Berinvestasi

4 |Standar  Operasional  Prosedur
Promosi Penanaman Modal (Pameran | 000.8.3.3/44/SOP/DPMPTSP/2026
Investasi)

5. | Standar Operasional Prosedur
Promosi Penanaman Modal Untuk | 000.8.3.3/45/SOP/DPMPTSP/2026
Berbagai Media

6. | Standar Operasional Prosedur Klinik
LKPM

000.8.3.3/46/SOP/DPMPTSP/2026

C. Standar Operasional Prosedur Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan secara terpadu, konsisten, dan sesuai standar, Kelompok Jabatan
Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dirangkum
dalam tabel berikut:
Tabel 3
Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur Pada Kelompok Jabatan
Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NO NAMA SOP NOMOR SOP
1. |Standar  Operasional  Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Rendah melalui | HK.00.04/78/SKIDPMPTSP/2025

Aplikasi Online Single Submission
(OSS)




Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risike Menengah Rendah
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (O55)

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (05S5) Sektor Kelautan
dan Perikanan

HK.00.04/78/SK/DPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risike Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (O55) Sektor Pertanian

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan  Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (0SS) Sektor
Penndustnian

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (0SS) Sektor
Perdagangan

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (05S) Sektor Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (OS5) Sektor
Transporiasi

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025




melalul  Aplikasi  Online  Single
Submission (055) Sektor Kesehatan

10.

4. |

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (0SS) Sektor
ﬁetenagakeﬁaan

‘Standar  Operasional  Prosedur

Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui  Aplikasi  Online  Single
Submission (O55) Sekior Lingkungan
Hidup

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

HK.00.04/78/SK/DPMPTSP/2025

12

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi
Online Single Submission  (0SS)
Sektor Pertanian

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

13

Standar Operasional FProsedur
Pelayanan  Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tingagi melalui Aplikasi
Online Single Submission (0S5S5)
Sektor Kehutanan

HK.00.04/78/SK/DPMPTSP/2025

14.

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi
Online Single Submission (055)
Sektor Perindustrian

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

135.

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi
Online Single Submission (0SS)
Sektor Transportasi

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025

16.

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tingagi melalui Aplikasi
Online Single Submission (0S5S5)
Sektor Kesehatan

HK.00.04/78/SK/DPMPTSP/2025

17

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi

HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025




Online  Single Submission (0SS)
Sektor Perkoperasian

18. | Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi | HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025
Online Single Submission  (0SS)
Sektor Lingkungan Hidup

19. | Standar 'Dpérasinnal FProsedur
Pelayanan Perizinan Tenaga
Kesehatan dan Tenaga Medis melalui | HK.00.04/78/SK/IDPMPTSF/2025
Aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital
(MPPD) Masional

20. | Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Persetujuan Bangunan
Gedung melalui  Aplikasi  Sistem | HK.00.04/78/SK/IDPMPTSP/2025
Informasi  Manajemen  Bangunan
Gedung

21 | Standar  Operasional  Prosedur
Pelayanan Perizinan Melalui Aplikasi | HK.00.04/7&8/SKIDPMPTSP/2025
siCantik

Dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
tercantum dalam tabel tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada
Sekretanat, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, dan Kelompok
Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu di ingkungan Dinas Penanaman
Moda!, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilaksanakan
secara tertib, konsisten, dan terukur, serta menjadi pedoman dalam meningkatkan
efektivitas kerja, akuntabilitas, dan Kualitas pelayanan kepada masyarakat secara
berkelanjutan.




[— BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Fenyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung
Timur merupakan langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas
dan pelayanan yang tertib, terukur, dan akuntabel.  SOP disusun sebagai pedoman
operasional yang memberikan kejelasan alur kerja, pembagian peran, seria
standar pelaksanaan bagi setiap unit kerja dan aparatur dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

Melalui penerapan SOP, seluruh proses pelayanan dan administras
diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi, sehingga mampu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. SOP juga berfungsi
sebagal instrumen pengendalian dan evaluasi kinerna yang mendukung
terwujudnya transparansi, kepastian prosedural, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Dengan demikian, SOP menjadi landasan penting dalam penguatan tata
kelola organisasi dan peningkatan profesionalisme aparatur. Penerapan SOP
secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong peningkatan kinena Dinas
Fenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur serta
memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan yang responsif dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. Saran

Sebagal tindak lanjut dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP),
disarankan agar seluruh unit kerna di lingkungan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur secara konsisten
menjadikan SOP sebagail acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan pemberian
layanan kepada masyarakat Implementasi SOP perlu didukung dengan upaya
sosialisasi dan internalisasi yang berkelanjutan kepada seluruh pegawail, termasuk
melalui bimbingan teknis, pelatinan, dan penyediaan media informasi yang mudah

diakses. l
Untuk menjaga efektivitas dan relevansi SOP, perlu  dilaksanakan
monitoring dan evaluasi secara terstruktur dan berkesinambungan, baik melalui -
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penilaian internal maupun umpan balik dari pengguna layanan. Kegiatan ini dapat
mencakup pengukuran tingkat kepatuhan pelaksana terhadap prosedur,
identifikasi kendala atau hambatan di lapangan, serta evaluasi terhadap
kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan yang dihasilkan. Hasil monitoring dan
evaluasi tersebut hendaknya didokumentasikan secara sistematis dan dijadikan
sabagai bahan analisis untuk perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyempurnaan
dan pembaruan SOP secara periodik agar tetap selaras dengan perkembangan
regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan SOP tidak
hanya menjadi dokumen administralif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai
instrumen pengendalian kinerja yang efektif dalam mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Manggar, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Terpadu Satu Pintu

1 Belitung Timur
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SEKRETARIAT

Nama SOP PEMBUATAN SURAT KELUAR (MANUAL)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NMomor 28 Tahun 2012 tentang
Palaksanaan Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Mentari Dalam Negeri Momor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan
Alas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penerapan Tata Maskah Dinas

1. Memahami tentang pembuatan tata naskah dinas
2 Mampu mengoperasikan komputer dan internet

3. Mampu dan memahami tentang pengelolsan arsip
4. Memiliki sikap ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengarsipan 1. ATK 8. Aplikasi Pengolah Data
2 SOP Pemberkasan Surat Melalui Srikandi 2. Komputer

3. Jaringan Intermet

4. Printer

5. Mesin Scan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka surat keluar tidak diagendakan dan
tidak sampal ke tujuan

1. Buku Ekspedisi
2. Disposisi
3. Arsip Sural Keluar




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR: PEMBUATAN SLURAT KELUAR [MANLAL]

Pelaksana Mutu Baku / Capaian Kinerja
Varitikator |
Mo, Uraian Kegiatan Koftsepior {Kasubbag Umum | Verifikator | Kok
( i) dan Kepegawaian/ (Sokrotaris | Kepala Dinas | Pancatat Surat Caraka Kelengkapan Waktu Cutput
o JF Ahli Madya/JF ARll|  Dinas)
Muscha)
1 F] 3 il 5 il 7 B E] 10 11 12
4 |Mengkonsap sural sesusl dengan arahan dan ;: - Instruksi konsap surat kalsar 30 Mesril Konsap sural keluar yang
membubuhkan paral — deparal
Memisrieaaimelpiukan veril kasi Xonsegp : _
2. [Naskah Dinas untuk disstujui atau direvis: | Tigak N ¥s Kemep “;:';;?”“”’“”9 15Menit| OMSER “;:f:::"”” yang
dengan dikembalikan ke Konsaptol NS
hemerkeamelakilan venfiuasi Konsep Tidak e ¥Ya
3. |Waskah Dines unbub, disstujui stay direvisi N Ronsap ‘;““ ":'“'" ¥AME | 45 ppanip| FONSEP Ul "'?'”" yang
dengan dikembalikan ke Konespbar TpArE depara
L., /J Fian sural kelar yan Eonsep Surdl keluarn yang
4  [Memvenilkasi sural beluar B d ¥eng 10 Benit T
™~ 4 diparaf diparaf
| 1 Kaneep sural Tind s 8
; " fr sural keduar yang il T Bk Lanput matruks: Surat
B A it diparal i keluard yang diandatangan
- - Buku Agands Sural Keluar
& [Msiagisted din mendokumentasian surst | L-ll Honeap it ‘j‘*"“”“"ﬂ 15 Manit - Ekspedisl
Ipard -Arsip Surat Keluar
7. |Mengantarcan surat D
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | -2~
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU %
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
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PENGIRIMAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI
SEKRETARIAT Mama SOP MELALUI SRIKANDI

[DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomar 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menterl Calam MNeger Momor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinlah Daerah

5. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi
Republik Indonesia Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Paraturan Bupati Belitung Timur Momor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupall Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2025 lentang Pedoman

1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan dalam pembuatan tata naskah dinas

4 Memiliki kemampuan menggunakan Aplikasi Srikand|

5. Memiliki sikap ketelitian

Penerapan Tata Naskah Dinas
|[KETERKAITAN

PERALATANIPERLENGKAPAN

1. SOP Pengarsipan
2. S0P Pemberkasan Surat Melalui Srikandi

&, Buku Agenda Sural Keluar
7. Aplikasi Srikandi

1. Konsap Maskah Dinas Keluar
2. Komputer

3. Jaringan Internet

4. Printer

5, Scanner

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi surat tidak tersampaikan kepada
|penerima

1. Didokumentasikan dan dipubiikasikan agar dapat dipedomani cleh seluruh
pegawai
2. Surat Keluar disimpan dajam bentuk elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGIRIMAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI MELALUI SRIKANDI

Felaksana Mutu Baku | Capalan Kinerja

No. Uraian Keglatan Pagawal Varlfikator Naskah ?:ﬂll:"h“ Ket

DPMPTSPR (Kasubbag Umpeg, JF (Sakrotaris Kepala Dinas Keleangkapan Wakiu Chutput

{Konseplor) Ahll Muda/Madya) #
Rinag|
1 2 3 4 5 i 7 3 '] 10
i Regist Maskah
1 |Persiapen Reglstres| Heskeh Keluar FeTyApar R st

a. Mambuat konsep’ draft Naskah Dinas yang
akan dikifimian sudah dibual sesusi Sengan
ngmlur:n Tala Maskah Chnas

b, Mamastikan lampiran {ereedia jika terdagal lEmpiran peda
Maskah Dinas yang akan dikifim

o Memastian ketentugn [Bin yang pertu dpehatiaen seperl
ekatension fiie { docf doc | meupun ukuran Ha

-

Aplikasi SRMANDI akun SRIKAMNDI
[usemamsa dan password), e Konsap
Neskah [inas Kotmar aloktronk

10 Manit

e luar

Koneep Maskah Dinas sudah
dibual smsum dengan pesyiuien
Tala Maskah Dinas

Lampiran

Meskan dings kaluar akekimni
wang ekslension Nie eleh sesua

|Maminuke apiikas] SRIKAMDI dan fogin menggunakan
LSEITIEME dan pREswWOr

Aplikasl SRMCANDY, anun SRISANDI
[uzemams dan passward), file Konsap
Nagkah Dines Kaiuaralektronik

1 Menit

Aplikas| dan akun SRIKANDI

|teiah terbukas

. |Fegestresl Naskah Dines Keluar

a. Menekan tambol menu Regletrasl Meskah Kaluar

|b. Melengkapi meladats Maskah Dinas Keuar dianteranye .
Tanggal MNaskah Penendaiangan hMasksh nama pameriksa
naskah, kolom *aken dilerimian malalul unil perseratan®, Sifal
Maskah, Kissifkas), fenis Maskah, Nomor Maskah, Momor
Agenda, Tujuan Meskah, Tembusan Neskan Hal Tingkat
Urgengl, lsi Ringkes

. Manakan jombl chooss files [ docs dan doe ) untyk
mengunagal Fie slekinomk Konsep Maskah Doas Keluar

Anbicaal SRIKANDI. skun SRIKANDH
[usermame dan password), file Konseg
Neskah Dinas Keluar slekironik

Meskah Dinas siap dilakuan
regisiras

1 Menit

Menu Registras: Maskah

Feluar telah terbuka

3 Menit

|niatadata Maskah Dinas

Kieiuar felah diangkap|

1 Menkt

File elakironik Maskah Keluar

|parhasil diunggak




. Menexan tombol chooss fies (hdak ferbatas pres filerya dapat

dikanm

banups pol, word | jpeg, oucal, oil) gk margunggah Filo clokinmk 1 Merm Lampran sermas| dounggan
Lamgiran
pe. Mengial kokom Name Refemniis ke Naskah Dings berksan Apihas SRAANDI, atur SRIKANDI
diengan Haseah Dings 8itrye yang pernah dilbkubken régaitan (usmmEme can password), e Korsep 1 Mt
kedelam eolbasi SRIKANDI, Jike fioak erdapal relerens) epa Naskah Diran Kahjar sissironis Nomor Reforess inlah lens
fdikoaangan
3 Mankaih Olings Sefisl
I Manehan tormbo! Senpen selsiah nEniua kolom olengsps 1iunit |disirmpen dén dnegiatres!
d Manstcan {ombo! simpan Gan melskukan grdew pada Log Naskih mﬁmﬁﬁl' “H;JS:LF"::::IIEIB 2 Marst Matagals rogsis naskash boluar
: i s aafeld 1, ; ;
Kakimr Kamucinn mengrim konoesh noskah dinas ke Verfiaio T icink Titlak Tidak Maskah O Wllint mhshira e passan Ko Ll annym
beatkas SRIKANDI, akun SRIKANDI
M mien st imslakussn welikas: Konsep Maskah Dnss oriuk gisalsul f : " . N
'4 [yaemame dan password), e Korsap 10 Mend  [Maskabh Dines diperitss
atau iy i dengan cikembeatken ke Konsepior va ‘rigshirefindeg ot
Aplkas) SHIKANDI akun SHIKAHDI
3] oot e omer <> bt nilll [FRPEV) S,
¥ e - Maskan Dings Kefuar plesion s
aaimalik ; Il SRIKENDI, akun SRIKANDI
T M:m;m d L:a;hﬂu:'m&:;:rm PRI N o Chame w3 h"\‘:> [iEanarnme Jan password], Se Konsap 19 Mann  [Maskah Onas dipesikse
ot st 4 Meskan Dinas Ketuar sleidonis
Veaal SREKANDH, shun SRIKANDI
. ) | | (username dan password], Nesahtinas |, " b di TancaTangan
8 [Mengambl Accnod ausl Sea menandelsnosnl Naskals Diras: Kasluar alsktrorek yang sudsh deands Maskah [hnas Sudab di mnga
Latgan
Aplhas SHIKANDI, akun SRIKANDI
i |menginmien Massah Dinss dengas cars menskan fombal ks sust | § QUSRS OB PRARSOIT), L DA ) e [uoreens Rinidal T Rollar ilah

Wt alpstronk yang sudoh desnda

|a@are
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PENERIMAAN MASUK MELALUI
SEKRETARIAT Narma S0F SRIKANDI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Dasrah

4, Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas
Peraturan Menteri Dalam Meger MNomor 78 Tahun 2012 tertang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementeran Dalam Negerl dan Pemerintah Daerah

5, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedorman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Bupat Belitung Timur Nomaor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2025 lentang Fedoman
Penerapan Tata Naskah Dinas

1, Memahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan dalam pembuatan tata naskah dinas

4, Memiliki kemampuan menggunakan Aplikasi Srikandi

5. Memiliki sikap ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAFPAN

1. SOF Registrasi Naskah Dinas Masuk Elekironik Melalui Snkandi
2. SOP Pengarsipan

1. Aplikasi Srikandi
2. Komputer
3. Jaringan Intermet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakzanakan, maka menyebabkan keterlambatan penyampaian
informas: surat

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapal dipedomani olah seluruh

pegawal,
2. Surat Masuk disimpan dalam bentuk elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENERIMAAN NASKAH DINAS MASUK MELALUI SRIKANDI

Mutu Baku | Capalan Kinerja
Mo, Uraian Kegiatan JF Ahll MadyalJF | JF Ahli Pertama Kat
Kepala Dinas Sedretarts Dinas Ahli Muda/ dan Jabatan Kelengkapan Waktu Duiput
Kasubbag Umpeg Laimmya
1 2 4 5 & Fi B 4 10 11
Membuka naskah masuk di Srkandi dan
mamarikea & surat serla membarikan disposisl I Irl" Akun Srikandi, Naskah Sural 5 Menit Maskah Surat Masuk di
pckl Sekrelans Dinas den/atau lengsung |Masuk & Shkandi Srikandi dan Deposiai
epada pegawai lerkait sesuai substansi surat
Meneiaah malern sural dan dsposisi Kepala Dinns
2 |aerta meneruskan disposisl kepada JF Ahl| INaskah Surat Masuk al Snkandl 5 Menit Maskah Surat Masuk di
MadyaidF Ahli Muda'Kssubbag Umpeg alau dan Dispos:s) n Srikandi dan Desposisi
pegawal yang berwenang untuk difindaklanguti
¥
3 Menincaklamjut disposts) den mesmberikan arahan l INeskeh Sural Masuk di Snkand 5 Manit Maskseh Sura Masulk di
tinddak lanfut melale aplikas: Srakandi | I— dan Disposal Seikand dan Desposasi
Melaksanakan pavintah disposisi dan melaporkan |Maskah Surat Masuk di Srikandi Maskah Surat Masuk 8
hasil Kondsona

dan Disposisi

Srikandi dan Deepoga)




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENAMNAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Momor SOP: 000.8.3.3/04/SOF/DPMPTSP/2026
_'Ir"ﬂggal Pem t:rilal:an: 28 Januari 2026 —

anggal mevist: X ~ o M
Tanggal Efektif. 28 Januar 2026

Disahkan oleh, Kepala DPMPTSP

HARL] AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

e

PENERIMAAN NASKAH DINAS MASUK MELALUI

B

di Lingkungan Pemerintah Daerah

. Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 135 Tahun 2017 tenlang Perubahan Adas

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan Pemerintah Daarah
Peraturan Menteri Peandayagunaan Aparalur Megara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Momar 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerniniahan

Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Cperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

SENREVAMIAT N SOF CARAKA/JASA PENGIRIMAN
[DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2002 tentang Kearsipan 1, Mermahami tugas dan fungsi unit kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang £, ASariRY pengelaien dert emErmpuan Tengaperasiken kKompuis!
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 43 Tahun 2008 Tentang Kearsipan 3, M'Em_"!k! kemampuan dalam pﬁmtuamn.m. naskah !ﬂ'"“
3. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tatla Maskah Dinas 4. Memillki ketsarnpuan menggunaian Aglissk Srikend!

5. Memiliki sikap ketalitian

7, Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 12 Tahun 2025 tenlang Pedoman
Penerapan Tata Naskah Dinas
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Registrasi Naskah Dinas Masuk Elektronik Melalul Srikandi 1. Konszep Naskah Dinas Keluar 6. Buku Agenda Suratl Masuk
2. S0P Pangarsipan 2. Komputer 7. Aplikasi Srikandi
3. Jaringan |nternet
4. Printer
5. Scanner
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penerimaan naskah dinas masuk lidak
dikalola dengan optimal.

seluruh pegawai
2. Surat Masuk disimpan dalam bentuk elektronik dan manual

1. Didokumentasikan dan dipublikast agar dapat dikelanui dan dipedoman clen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENERIMAAN NASKAH DINAS MASUK MELALUI CARAKANIASA PENGIRIMAN

Palaksana Mutu Baku / Capaian Kinarja
W Vi R, FTHPE:::TI'II;T:T :g?::;::umﬂ Kelengkapan Waktu OCutput Kot
(Pancatat Surat)
1 2 3 4 5 6 7 B
Menerima Maskah Dinas dalam bentuk fisik yano
1 dikirimkan olah Caraka/Jasa pengiriman baik yang ( } Alat Tulis den Fisik Maskah Dinas 5 Menit |Fisik Naskah Dinas Masuk

langsung dikinmkan ke pencatat surat maupun yang
dititipkan pada pegaws

Masuk

Mencatat Maskah Dinas masuk pada buku agenda
Maskah Dinas (untuk Naskah Dinas yang bersifat

Alat Tulis | Buku Agenda Surat Masulk,

Fisik Naskah Dinas Masuk telah
dikelompokkan berdasarkan

2 :

Rahasa/Personal hanya dicatat nama pengirim/asal dan Fisik Naskah Dinas Masuk ek janisnya dan telah dicatat pada

surat dan tujuan sural fanpa mambuka amplop surat) Buku Agenda

Jr I

5 [Menerima fisik Naskan Dinas yang tidak memerlukan ( ) Alat Tulls , Buku Agenda Surat Masuk, | 4o\ ::;: :‘Zi:‘:zui'::?":';:iumirgg

tindak lanjut. isi k i

nju dan Fisik Naskah Dinas Masuk taiah dikirimikan ke-unit berkatt

Melakukan alih media terhadap Naskah Dinas yang - |Fisik surat dinas, perangkal kampuler, - .
4 |memerlukan tindak lanjut sesual dengan ketentuan peratatan alin media (alat 4 Menit F.'Slk Naskah Dinas Masuk telah

S0P AP 1entang Alh Media Arsip Dinamis Tekstual pindal/scanner) Al media

4 Aplikas) SRIKANDI, akun SRIKANDI SOP AP Registrasi

Melakukan Registrasi Maskah Dinas Masuk ke dalam i

5 8 i I u (username dan passward), Nomor 16 Menit Maskah Dinas Masuk ieiah Naskah Dinas Masuk

Aplikasi SRIKANDI

Agenda Surat Masuk, file Naskah
Dinas Elektronik, fisik Maskah Dinas

diregistrasi di Aplikasi SRIKANDI

lmelalm SRIKANDI




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Momor SOP: 000.8.3 3/05/S0OP/DPMPTSP/2026

Tangaal Pembuatan: |28 Januari 2026
anggal Revisi, -
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 ST

Disabkan oleh:

\ uapﬂ--nﬁ_u?‘fap

4

; Hﬁ.FILI AGUSTA, 5.T.
NIP: 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

REGISTRASI HASNA_FI DIH#E HABUK (MANUAL) KE

mnkuu

i SRIKANDI =
KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang NMomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

3 Peraturan Menteri Dalam Neger Nomaor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Maskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momeor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam MNeger Momor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Neger dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi
Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Beliturg Timur Nomor 28 Tahun 2019 fentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman

1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
3, Memiliki kemampuan dalam pembuatan tata naskah dinas

4, Memiliki kemampuan menggunakan Aplikasi Srikandi

8. Memiliki sikap kstelitian

FPenerapan Tata Naskah Dinas
qm%m

PERALATAN/FERLENGKAPAN

1. 50P Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui Srikandi
2. S0P Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui CarakalJasa Pengiriman

& Buku Agenda Surat Keluar
7. Aplikasi Srikandi

1. Konsep Maskah Dinas Keluar
2. Komputer

3. Jaringan Internet

4. Printer

& Scanner

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan regisirasi naskah dinas masuk
lidak dikelola dengan optimal.

1. Surat Masuk disimpan dalam bentuk elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: REGISTRASI NASKAH DINAS MASUK ELEKTRONIK KE DALAM APLIKAS| SRIKANDI

Polaksana Mutu Baku [ Capaian Kinarfa
Uralam Kaglatan Pengadminlstras|
Perkanioran HKalangsapan Waktu Qutput
{Pancatst Sueat)
2 b | 4 5 &
|Parsizpan Regisirasi Neskeh Dinas Masuk 1 ' g Maskah Dinas elekimonik 1elah dsapkan
ja. Memasiikan Naskah [inas autenis dengan membuka fn cekironkma dan meshal serifikat
ki lalah sesum serla mengsosk sdanya walermark spabila (e becmsnl dor hasil alih 1 Menil  |Mosksh Dnas telsh dipestikan keautentikannya
F:'j"' Flle Maskah Dinas elekianik, Lampiran Maskah
Dinas
Il}. Memastikan file Mashoh Dines sesunl dengon kel uan ukurmn unluk daped dilssukan uplosad 2 Mesit Uk uran fim Maskah Dinas alakirond belah sasual
e Srimendl alErsUER
F Extartsion file Maskah Dinay elekirondk leleh sesus

. Memasiikan exiengion file Naskah Dinas sesual dengen ketenuan jenis file {pdf ), 1 hdenit dengan wan jeis fle  { paf )

d. Mamasiikxan lamgpiran Maskah Dinas 1 Mani  |Lampiran Naskah Dines iele lersedia
Membluka Bphiaal SRIKANDI dan login mengpunakan username dan password Khusus Aplasi SRIKANDE, akun SRICAND! (csemams dan 1 Mgy |PP1ES1 dan akun SRIKANDY

Pencatal Sural | | pEsEwe) khosus pencetsl sural [weah sarbuka

]

Wenskan tormbol menu Daftar Maskah Maguk, mengatik nomor sure? unfuk mamastkan Naskah .

Dinas belum dregisias) & Menil  JHaskah Dirks yang bedum dinsgisires] depal dksiabul
Mulﬁ::kaﬂ Regisirasl Nackah Cines g dalam aplikas! SRIEFEAND] dangan tehapan sahagai 8 Monit - [Preaes regisirasi Maskah Cinas

. Mensian tombal menu Regisirasl Maskah Mazuk Apbhasl SRUCANDE, akun SRIKANDE (uscmame dan | 4 Menit s el mi

= pessward), file Maskah Diras eekirsaik [Masub lelah lerbuka

b. MalEngkapi metadela Meskah Dings Mesuk dianisranya; Tanopa lerme, Tengges regisirasi

Tanpgal Waskah. Janis Naskah, Nomor Maskah, Nomar Agenda MNaskah, Hal, Narma Penglnm 3 Manit Iatadata Maskah Cinas

Maskah kestmns Panginim, Jabatan PInWrn Maskah, slamat Penginm Maskan, Sifal Naskab, ; Wazyuk telah dlengkapi

Tirgks! Urpensi, TujLen Maskah, Tembusen, lsl Ringkas

c Menskan lambol ehoosa filsa | pdt ) uriuk mengunggah Maskah Dinas. 1 Mienit  |Fis elekranik telan berhasil diunggath

Menekan iombol chaass files lampiren (Pdak lerbalas jers enys dapat bervpa pdi, word,
Irm_ mersl, 0% apabila terdzsat mpiran 1 Klanil  |Fhe lampiren Neskah Dings beriasd ddampirksn
3 Aplibas) SRIKAND, akun SRIKANDI (usemams dan

= Memasikan samua meladals yang l=lsh dengkapi sudan sesual, ismesis e dan lampiran [Mezedata registras: Neskah Dinas Masuk felah
1Naﬂ=ah [nas yang diunpgah. rasywand), fla Naskah Dines stekireni V Menil 8 pactikan koseumanmys

[. Menakan tombol Smpan sehalah kolom dilkengkagi : ' t Merdt  [Meskah Dines behesl dsimpan den diregisires:




2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20089 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Maskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam MNegen Nomor 135 Tahun 2017 tentang Parubahan Atas
Peraturan Meanteri Dalam MNegeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Megen dan Pemenntah Dasrah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl
Republik Indonesia Nemor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupatl Belitung Timur Nemor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penerapan Tala Naskah Dinas

Momor SOP: 000.8.3 3/06/SOP/DPMPTSP/2026
Tangpgal Pembuatan: |28 Januari 2026
Tanggal Revisi. =
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 ;
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan cleh: . Kepala DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYAMNAN TERPADU SATU PINTU {::“"'_"" :
KABUPATEN BELITUNG TIMUR ——i
HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 18750821 200212 1 005
SEKRETARIAT Nama S0P PEMBERKASAN SURAT MELALUI SRIKANDI
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan kemputer
3, Memiliki kemampuan dalam pembuatan tata naskah dinas

4. Memiiiki kemampuan menggunakan Aplikasi Srikandi

5. Memiliki sikap ketelitian

[KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGHKAPAN

1. SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui Srikandi
2 S0P Penerimaan Maskah Dinas Masuk Melalui Caraka/Jasa Pengiiman

1. Konsep Naskah Dinas Keluar
2. Komputer

3. Jaringan Internet

4. Printer

5. Scanner

6. Buku Agenda Surat Keluar
7. Aplikasi Srikandi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan registrasi naskah dinas masuk
tidak dikelola dengan optimal.

1. Surat Masuk disimpan dalam benfuk elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PEMBERKASAN SURAT MELALUI SRIKANDI

Liraian Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku ! Capaian Kinerja

Peangadministras!
Perkantoran
{Pencatat Surat)

Kelengkapan

Walktu

Dutput

Ket

2

3

Login Aplikasi SRIKANDI pada halaman legin menggunakan Usemame
dan Password

yang diberikan obeh Admin SRIKANDI

a. Masukxan Usernams

b. Masukkan Password

-

likasi SRIKANDI, akun SRIKANDI
i Jsemame dan Password)

2 Menil

Login pada aplikasi SRIKANDI

Klik menu "Berkas” dan pilih sub menu "Deftar Berkas Akt uniuk
membuka menu pemberkasan arsip

Agiikasi SRIKANDI, akun SRIKANDI
(Lsermame dan Password)

1 Menil

Menu daftar barkas aktif telahterbuka

B .Jika berkas sudah tersadia bisa lengsung diproses pada tahap
salanjuinysa

b. Jika barkas belum larsedia

Buat berkas untuk melakukan pemberkasan, dengan mengisi informasi
berupa:

Mama Berkas - Bersl Indeks Berkas

Klasifikasl : Barisi Klasifikasi Arsip

Uraian : Berisi Uraian/ lsi Informas) Berkas

Lokasi Fisik : Berisi Lokasi Fisik Arsip jika ada

Katagor Berkas : Dapat Berupa Kategor Arsip Pelayanan Perizinan
Selain itu Untuk Kategarl Arsip Vital, Tarjags dan Arsip Memori Kolektif
Bangsa (MKB) dapat dipilih sesusl jenls arsip nya. Klik tombel "Simpan”

Aplikasi SRIKANDI, akun SRIKANDI
{Username dan FPassword), berkas,
naskah dinas yang akan diberkaskan

7 Menil

Folder tarbuat dalam aplixasi
SRIKANDI

untuk menyimpan folder
ElBRukan pEMbDE Rasan ernagap Maska

a, Metakukan pamberkasan Naskah Masuk:

- Masuk pada menu Naskah Masuk

- Tekan gambar Barkas pada kolom aksi

- Satetah muncul pop up Form Pemberkasan pilih Berkas yang sudah kita

bual, laku lekan tombol "Simpan’

b. Melakukan pemberkasan Maskah Keluar:

- Masuk pada menu MNaskah Keluar

- Tekan gambar Berkas peda kolom sksi

- Setelah muncul pep up Form Pemberkasan pllin Berkas yang sudah kita

bual, lalu tekan tombol “Simpan”

Aplikasi SRIKANDI, akun SRIKANDI
(Usemame dan Password), berkas,
neskah dinas yang skan diberkaskan

3 Menit

Maskah dinas masuk dan keluar telah
lerbarkaskan

Melakukan tulup berkas apebila kegiatan sudah selesai dengan meneskan
gambar "Gembok™ pada sub menu Daftar Barcas Aklif pada menu
Berkas.

Apliasi SRIKANDI, skun SRIKANDI
(Usarnamea dan Password), berkas

1 Menit

Berkas sudah terfulup




Momor SOP: 0C0.8.3.3/07/SOP/DPMPTSPI2026
Tangagal Pembuatan: |28 Januari 2026
anggal Rewvisi: -
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 T
Disahkan oleh: ; ala DPMPTEP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR & =
\ k""u-:,;:- ,-Q 1
WEN Oppnt2/ 5/
“HARLLAGLSTA ST
NIP. 19750821 EEIIHH 005
SEKRETARIAT Mama SOP PENGARSIPAN o

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1,
2,

3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah

. Peraturan Menterd Dalam Megeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kearsipan di
Lingkungan Kementerian Dalam Neger dan Pemerintah Dasrah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi Republik
Indonesia Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemeriniahan

. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memaham| tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan daiam pembuatan tata naskah dinas

4. Memiliki kermampuan menggunakan Aplikasi Srikandi

5 Memiliki sikap ketelitian

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomaor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan
Tata Naskah Dinas
KETERKAITAN PE-I-i.hL.ﬁ.TANIFEHLEHGKAF.AH
1. SOP Penarmaan Naskah Dinas Masuk Meilalui Srikandi 1. Konsep Naskah Dinas Keluar 6. Buku Agenda Surat Keluar
2. SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui Caraka/Jasa Penginman 2 Komputer 7. Aplikasi Srikandi
3 Jaringan Internet
4 Printer
5. Scannar

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan registrasi naskah dinas masuk tidak
|dikelola dengan optimal.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapat dipedomani oleh seluruh
pagawal
2. Surat Masuk disimpan dalam bentuk elekironik dan manual




SOP : PENGARSIPAN

Pelaksana Mutu Baku ! Capaian Kinerja
Mo, Uralan Keglatan Kot
Arsiparis Kelengkapan Wakitu Dutput
1 Z 3 4 5 6 T
h ( ) ATE, keras dan . |Maskah Dinas/dokumen talah dipastikan
1. |Memerksa kelengkapan fisik dorumen berkas areip 15 Menit |keautentikannya
2 Mangelompokkan Arzip Berdazarkan Jeniz Kegiaten, masalah pokok ATK, keras dan 15 Menit Maskah Dinas/dokumen yang sudah di
atau Kesamaan Informasi barkas arsip kelompokkan
Peraturan Bupatli Tentang Kode . IMaskah Dirasfdokumen yang sudsh di
3. |Paviauan Kode Kislhkes) Kiasifikasi 2 Menit K e ntukan kode kiasifikas|
1
4 [|Pembuatan Label ATHE, Printer, Kompuier & Menll |Map arsip yang sudah di label
Y
5 Memasukkan berkas ke dalam map dokumen arsip/map falder dan Berkas, Filling Cakinat, Map Falder, 5 Menit Map Arsip yang sudah berisi dokumen
" |disimpan dalam Filing Cabins! sesual dengan jadwal relensi arsip. Map Ganrtung, Guide/Sekat yang tersimpan di felling Cabinet
]
¥
Membuat daftar pemindanan arsip aktf untuk dokumen yang telah i . ;
rmelawati masa akif arsip Kartas, Printer, Laptop 15 Menit |Daftar Penindanan Arsip Inaktif
IM dahkan berk ke bo Me bel pada : B dah berisi Berkas d
emindahkan as arsip ke box arsip dan Memasang Label pada box oX Braip yang suda Fisd as dn
7 arsin Berkas, |abel, Box Arsip, ATK, kertas 2 Menit eudah di bet isbal
B. 1Mambl.rat Berita Acsra Pemindahan Arsip Inaktif t 1 Kertas. Printer, Laptop 5Menit |Berite Acars yang sudsh di tandatangan
|
5 Menyerahkan Berita Acara Daftar Pemindahan Arsip Inaktil dan box ( ) Beikas Bok Arsi & Menit |Barkas Pemindahan Arsip Inaktif

arsip ke Unit Kersipan ke Ruang Record Canter




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000 .8 3.3/08/SOPDPMPTSP2028

_anlggal Pembuatan: |28 Januari 2028

anggal Revist B
Tangaal Efekif 28 Januari 2026
Disahkan oleh: Kepala DPMPTSF

HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama S0P PEMINDAHAN ARSIPINAKTIF

[DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA,

1. Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Nasksh Dinas
di Lingkungan Pemerintah Dasrah

4. Peraturan Menten Dalam Negeri Nemor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negerl dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman

1 Mermahami tugas dan fungsi unit kerja

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan dalam pembuatan taia naskah dinas

4. Memilik: kemampuan menggunakan Aplikasi Srikandi

5. Memiliki sikap ketelitian

Penerapan Tata Naskah Dinas
KETERE:EI#H_

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui Srkandi
2. SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui CarakalJasa Pengiriman

1 Konsep Maskah Dinas Keluar 6. Buku Agenda Surat Keluar
2. Komputer 7. Aplikasi Srikandi

3 Jaringan Inlermet

4 Frinter

5 Scanner

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Ini idak dilaksanakan, maka pelaksanaan registrasi naskah dinas mastik
tidak dikelola dengan optimal,

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapat dipedomani cleh seluruh

pegawal
2. Surat Masuk disimpan dalam bentuk elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Palaksana Mutu Baku f Capaian Kinerja
Ho. Uralan Kegiatan Penanggung Penanggung Toriaga Kel
Jawaty Unit Jdawab Unit Pengeiola Arsi Halanghkapan Wakiu Output
Kearsipan Pengeiola P
1 2 3 4 5 & 7
Arsip Inaktf yang
1. |Melakukan Peryeleksian Arsip insktf yang aksn dipindahkan ' :l I:BT:L;:E;::“" 30 Menit [belab disebks
3
2 |Metakukan pangtaan fsik amsip inaktd dengan mengurutkan sesuai | ATE, kerlas dan 30 Menit Arsip makfil yang
 |kode klasifkast kemudian dimasukkan ke dalam bok arsip |berkas arsip fiziah diata
5
4 |Memberikan label pads bok srsip [ i ::if:; :‘:Tio:‘::ﬁ 15 Menit |Paisbelan bok arsip
Dalar arsp inskhf
8. Mambual daftar arsip inaklif yang dipindehian | L—l Komputer 15 Manit dan daftar arsig
inaktif yang
dipindehken
6, [Membuoai benis acera pemindahan arsp muekbl ’I | Kamputer, Prirder Tinta, Kerlas 10 Mhanif |Berits Acara pamendahan Arsip inakdif
T, |Memverifkasi dan menandatangani berite acara pemindanan srsiE inaktf .<>:'.. Harkas Keras ATK 15 Manit ;I:FHH::IUBIP Inakiif yarg sudah di
B, [Memverfikas dan menandatangani benta acara pemindahan arsip inaktil \: Berkes, Keries, ATK 15 Manit Bu;rlkasr 'l."’!in Inaitl S sk @
8. |Menenma barita acara pemindahan arsip makhi a:) (b Barkas, Tinta, Kerlas & Manit Berita acara pemindshan areip inaktil

yamg sudah ditangdutangan)




Normor SOP. 000.8.3.3/09/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan. |28 Januarl 2026
Tanggal Revisi: -
Tanggal Efektif: 28 Januarn 2026 -
Disahkan oleh: Kepala DPMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR : "\
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU \
KABUPATEN BELITUNG TIMUR . |
HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT Nama SOP PENEMPATAN PERTAMA PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Momer 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daesrah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomaor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasicnal Prosedur Administrasi
Pemerintahan

§. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Momor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Megara

Peraturan Bupati Belitung Timur Momaor 3 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pagawai Negen
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

1. Mampu memahami peraturan kepegawaian
2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Mampu mengoperasikan komputer

4, Memiliki sikap ketelitian dan ketegasan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOF Penilaian Pegawai 1. ATK
2. SOF Peningkatan Kompetensi Pegawal 2. Komputer

3, Janngan Intermet

4, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila S0P ini tdak dilaksanakan, maka prosedur penempatan pegawal tidak berjalan dengan
baik, sehingga kebutuhan pegawal dalam arganisasi tidak dapat terpenuhi.

1, Usulan CPNS
2. Surat Keputusan Penempatan




S0P : PEMEMPATAN PERTAMA PEGAWA!

Pelaksana Mutu Baku / Capalan Kinerfa
o Uralan Keplatan Kanubbag Lmum "
K Wakiu Qutput
Hepals Dinas Sekradaris Dinas St slan Pegirwsi Bandshnm wengkapan utp

1 2 3 4 & ] 7 ) ] 10
1, [Mendisposisikan Surm Keputisan dar BKPIEN mrkai { } |Burat Kiepulusan dan BEPS0M 10 Menir |55 Penempatan

pengangkatan part@ms g

IMiemieriksa surel den mendisposisiken e Hesubbag l K dari BEPSOM
2. i erwsdiian Lriluik maEual SPMT | Sural Kapulusen dan BEFS0M 10 henit  |Sural Kepidusarn dan
- Suret Kapubusar can BEPSOM
3 |Membuet diall SPMT Lembar Ciaposisi NN | WROR-EI
e
o [Wemverikasi draft SPIT "--.,_:} - Dt SEMT 15 4ena |Crat SEMT yang islah divoriSaasi
| Deaff SPMT tedahy

4 [mMenandatangani SPMT I [ralt SPMT yaryg 1lah dearilieasi 5 Manit HIMHWY'T“

Meiyeratikan SPMT kegada pegawal yang - 1
6. |eorsanghidon dan bendanada aana manimpan ansip | Drall SPMT yang tetah ditandatangani 15 Wenit | SFRT

kapagawaian

*

7 |Mm‘lnnmu SPMT ‘ i 1 ' SPMT 10 Wenit | SFMT




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Momaor S0P 000.8 3. 3M0/S0OP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2026

Tan@al Revisi L
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[F =

HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENINGEATAN
Nama SOP KOMPETENS! PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2

6.

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2025
tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Karja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil

Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas| Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Megara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

1. Mampu memahami peraturan kepagawaian
2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki sikap ketelitian dan ketegasan

7 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 fentang Pengembangan
Kompetensi Bagl Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Penilalan Kinerja Pegawal 1 ATK 4. Printer
2. Komputer

3. Jaringan Intemeat

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka peningkatan kompetensi pegawai tidak akan
meningkat dalam menunjang kinerja organisasi.

1. Usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi

2. Rekapitulasi Kebutuhan Peningkatan Kompetensi
3 Surat Perintah Tugas

4. Laporan Kegiatan

5. Evaluasi Peningkatan Kompetensi




S0P : PEREMCANAAN DAN PELAKSAMAAN PENINGKATAN KOMPETEMS! PEGAWAI

Palaksanaan Muiu Baku | Capalan Kinerja
Uralan Kegkatan asubieg Limum Pangadministas Ket
dan m:, Sekrefaris Dinas| Heopala Dinas lem::rm Kelonghkapan Waklu Dutput
Kepagawalan
2 ) 4 5 & 7 8 10 11 11

Menyampaikan Nota Dwnas pendataan kebotuhan Iatruhead 1" S Usulan Kebtauhan PPI‘III‘!{,‘IEL‘EU‘I
|Peningkatan Kompetens) Tahunan Kompetans| Pagawai
Menyempatkan keouluhan peningkatan [ Lisulan Kabutuhan Penngkatan i Jam Usulan Kebutuhan Peninghatan
kompetens! pagawal 1 Kompatens! Pegawai Kompetans| Pegawal

Menganafisa kebutuksn den tngkat priartes derl )

Peningkatan Kompetens) yang akan dilkull, sets ] Usulan Ketwutuhan Peningkstan § dnim Rekapitulasi Kabuluhan
membuad rekapilulesi Kobutuhan Peningicatan o ) Kompetens! Pegewal Faningkatan Kompebsnsi Pagasal
Kompetansi dan mergajukan kepada Seknstars

Tidah
N Fhiki Rekapitulas: Kebutuhan
Mameriksa reksptulasl kebutuhan Peningkatan \/ :Etﬂ:llluln!:I Ka-hutl.:hl-aﬂ Paningkatan 1dam |Peningkatan Kompstensi Pegawsl
|Knmpe1an.ul ampetensi Pegewa yang telsh dipenksa
Vi ar " Daflar Narms Pegawal yang
Marmarlksa dan menandatangani rekapitulas| al ﬁ”lﬂn K::”gjwaa::fﬂ'nﬂﬂi i Jarm | mEngikutl kegiatan Peningkatan
kebuluhan Peninghatan Kampetans ‘\ | Kompeians yang ieiah ditsnda
diperikesa ia
Te ngani

Manyameaikan Nota Dinas usJlan keikutsanaan N Usulan Nama Pegiwai dalam

pegewai dalam Kegiatan Peninglatan Kompetensi | S— Keglatan Peningkatan Hompetenst | 15 Menit [Nots Dines

Pegawai Fagawal

r_ it Dias = Manit Moie Dinas yeng tolah o

|Mendspossi Nota Dinas

digposisikan

Merrrenfikas kesesusian perseiujuan Mote Dinas
dengan relcapitulasi kebuluhan peningkatan
(kompotens pogawal

Mola Dwnas dan Oefar Name

|Pegawai yang mengikul kegislan

Paningkatan Kompetersl

Mols Dinas dan Deftar Mama

10 Ment |Pegawal yang mengikull kegletan

Peningkatan Kompatensi




Mota Dhnes can Deftar Nama

8 |Membual Sural TugasSural Perjalanan Dinas Pegawsal yang mengkuti kegisian 15 Merit |Sural Perintah Tugas
Peningkaien Kormpelena
Mangikuli Peningkatan Kompetens baik vang : : Disesuaikan
n dilakeanaken secara Intermal maupun Ekstarnal Surat Batintah Tugas Mondision | :_ﬂm“a:tkm‘l;:hﬂ:l;'unm:himmhl dengan har
* |xemudian melakukan shsrmg maten pelatihen 2 at . i mlﬂ pelaksanaan
yang latah dikull kepeds pegawai terkail kegiatan
- Matan Peningkatan Kompetensi
[ empuhiit Il DRAARRARRAN PRMMA Y - Leporen Kegiatan Peningkatan Hasil Evaluasi Peningkatan
11, |Kompetans: dan menyampaikan hasil svaluasl 1 Jam F
I8 Dinas Kompedens Kompetansi
Kepada epe = Evalyas Peningkatan Kompsiensi
- Materi Peningkatan Kompedens)
- Laporal i k
13 Menerima dan mengevaluss: palaksanaan Hasil Evaluasi Panirgkatan 300 Mt “L " Kiwlahh FenngInan
" |Penringkatan Kompetenal Kompelansi

- Evalugai Peningkatan Kompatensi
- Rekaman Peletihan




MNomor S0P, 000.8.3 31 1/SOP/DPMPTSP2026
Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2026
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Tanggal Efektif: 28 Januarj 2026
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR : '
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KABUPATEN BELITUNG TIMUR "
HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 D05
SEKRETARIAT Mama SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diucah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nemar 6 Tahun 2025 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Pemenntah Momor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemenntah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
FPemerintahan

&. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetens: Jabatan Aparatur Sipil Negara

6. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawal Aparatur Sipil Negara

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri
Sipel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

1, Mampu memahami peraturan kepagawaian
2. Mampu menjaga rahasia jabalan

3. Mampu mengoparasikan komputer

4. Marniliki sikap ketelitian dan ketegasan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SCP Rotas| Pegawal 1, ATK
2. S0P Peningkatan Kompetensi Pegawal 2. Komputer

3. Jaringan Internet

4, Printer

5, Aplikasi Kepegawaian

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan monitering kehadiran pegawal tidak
dilaksanakan dengan baik, sehingga laporan kehadiran pegawai tidak dapat dibual.

1, Sasaran Kinerja Pegawai

1. Sasaran Kinerja Pegawal

2. Rekapitulasi Kebutuhan Peningkatan Kompetensi
3. Laporan Kegiatan




SOP : PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Kinarja Pagawai untuk diarsipkan

te;ah diarsipkan

Pelaksana Mutu Baku / Capalan Kinerja
No. Uraian Kegiatan Atasan Kasubbag Umum Ket
Pegawai Lsngaung dan Kepegawalan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 § & 7 8 ]
Mengajukan Rencana Hasll Kera (RHK) kepada ) i )
1 at eruslaliil Aol Kinerja Pegawoi f Draf Rencana Hasil Kera 15 Menit Draf Rancana Hasil Kena
L 3
Z rlﬁemueﬁﬁkasi wsian RHK {> Draf Rencans Hasil Kars 10 Menit Rencana Hasil Kera
Pernaikan
Lisatujul
{Membuat Rencana Aksi (Renaksi) per Triwulan Perbaikan - . erCaAna i
% dan Tahunan/Final serla Menginput Buktl Dukung PaER Sha A " e
4 |Memverifikasi Rencana Aksi dan Bukt Dukung ..,"::> Rancana Aksi oan Bukti Dukung 1 Jam Rencana Aksi dan Bukfi Dukung
Dusehujui
5 |Melakukan panilaian kinerja pagawsai per Triwulan Rencana Akgi dan Bukli Dukung 30 Menit Sasaran Kinerja Pegawal yang telah
dan Tahunan'Final sebelah penilaian dinilai
k
Mencetek den menandatangan Sasaran Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai yang telah - |Sasaran Kinera Pegawai yang teleh
& 5 15 Menit S
Pegawal dinilal. ditandatangani
7 Menerima dan menandaizngeni Sasaran Kinaerna Sasaran Kinerja Pegawal yang telah 15 Manit Sasaran Kinera Pegawal yang telah
Pegawa ditandatangani ditendatangani
| ( )
8 Meanerima dan mendokumaniasikan Sasaran Sasaran Kinerja Pegawal 10 Menit Sasaran Kinena Pegawai yang




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Naomaor SOP: 000.8.3.3/12/S0OP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2028

Tanggal Revisi: e

Ta nggal Efektif: 28 Januari 2026

Disahkan oleh:

~Kepaia ng_w

HARLI AGUSTA; S.T.
NIP. 18750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

MNama SOP ROTASI PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang MNomor
€ Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pamerintah Nomaor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomaor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Adminisirasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras|
Momor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Peraturan Bupati Belitung Timur Memar 3 Tahun 2022 tentang Pola Karier
Pegawai Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

B.

1. Mampu memahami peraturan kepegawaian
2. Mampu menjaga rahasia jabatan

3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki sikap ketelitian dan ketegasan

|[KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Penilaian Kinerja Pegawai 1. ATK
2. 80P Peningkatan Kompetansi Pegawai 2. Komputer

3. Janngan Internet

4, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka prosedur penempatan pegawai tidak berjalan
dengan balk, sehingga kebutuhan pegawai dalam organisasi tidak dapat terpenuhi.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapat dipedomani oleh seluruh
pegawal
2. Surat Keputusan Penempatan




S0P : ROTAS| PEGAWAI

Pelaksana Mutu Baku ! Capaian Kiner|a
No. Uraian Heglatan Kasubbag Kot
Sekretaris Dinas Ui dlan Kepala Dinas Pegawal Kolenghapan Wakitu Dutpurd
Wepegawalan
1 F] 3 4 [5 [ T [] [ 10
Melsksanakan inventarisasi Kebutuhan pegawsi le Hasil investarsas: kebutuhan
1 :- Jab 2 Ja
% herdasarkan kesesusan peta jabatan R I i pagawal
7 rMamhuat daftar rericana kebuluhan pegawal Hagil Invamarisasi kebutuhan pegawai | 2 Jam Iwﬁ:ﬂ“' rarrane atiuhm
Rekapitulasi rancana sebutuhan - |Rekapiulas rmncana kabuluhan
3 |Menerima daftar rancana kebutlnan pegswal phgawai 5 Menit :
|II IlI . Rekapitulas] rencany Kebutunen . Rekzpitulasi rancana kabutuhan
4 tan PN PO ' pegawai dan undangan rapat Z2-lam pegawai dan notulen rapat
_ | |
Rakapitulasi rancana kebutnan
5, [Menyusun drafl Keputusan penatasn pegawsi pegowai dan notuien Fapat 1 Jam |Drafl keputusan panatsan pegawal
N
Tidak |Draf keputusan panataan pagawal
g, [Memverifikasi draft Kepulusan < ,.-"’ Diraf kepuiusan penataan pegawa 18 Menit Vg Sl civerifiasi
| ' Draf k
epuiusan penatean pegawel [Draf keputusan penataan pegewval
7. |Menendatangant Heputusan Ya | yang sudah diverfkasi 10 Memt vang sudah didandatangani
( ) Dral kepulusan penataan pegawai ’
B |Menerima Keputusan yang eurah ditandatangani B Menit |Meputusan panaaan pegswal




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
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HARLI'AGUSTA, S.T.
NIP. 16750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENGAJUAN CUTI MELALUI APLIKASI KEPEGAWAIAN

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA,

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

3, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pagawail Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

5 Peraturan Badan Kepegawaian Megara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Afas Feraturan Badan Kepegawaian Megara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negen Sipil

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan terkait cuti pegawai
2. Mamiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi kepegawaian
3. Memiliki kedisipfinan dan intagritas

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Melaksanakan Absensi Terintegrasi Berbasis Face Recognition 1. Aplikasi Kepegawaian
2. 50P Monitoring Kehadiran Pegawal 2. Komputer

3, Jaringan Internet
4. Bukti Dukung Pengajuan Cuti (Apabila diperlukan)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengajuan cuti pegawai tidak dapat
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapat dipedomani oleh seluruh

pegawai.
2. Data Cuti Pegawai Tercatat Dalam Aplikasi Kepegawaian




S0P : PENGAJUAN CUTI MELALUI APLIKASI KEPEGAWAIAN

Pelaksana Mutu Baku | Capaian Kinerja
No. Uraian Kegiatan Kasubbag Atasan Ketl
Pagawai Umum dan Langsung Kepala Dinas Kelengkapan Wkt Output
Hepegawaian Pegawai
1 2 3 4 5 [ 7 ] ] 10
1 Peqgawal login ke ApEkasi Kepegawalan dan Anlikasi Kepepawaien, Akun 1 Meri Apiikasi Kepegawaian, Akun
Memilin Menu Cull, Kepegawaian Pegowal |Kepegawaian Pegawal
Mengajukan parmohonan cuti makalui Aplikasi E
2 Kepegawsian dengan mengisi jenis cuti, jengka Aplikasi Kapagawaian, Bukti 5 Menit Apikasl Kepegawalan
waikhu, dan alasan cull serta mengungpah berkas Pandukung Cufi (SIKECE)
pendukung (apabda diperiukan). []
/\ A
Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesusian = Aplikasi Kepegawaian
3 data uswian culi pada Aplikas! Kepegawaian, Tidak \/ Aplikasl Kepegawalan {SIKECE) 3 Menit (SIKECE)
Ya ’ .
4 mmberikan parsatujuan atau penolakan uswlan e G Aslikasi Kepegawaian (SIKECE) 2 Meriit m;;l;:megawunn
¢
Memberikan persatujuan akhir atau penslapan . h
5 |jocuti dan menandatangar cuti pegawal melalui 1 :l Aplikas Kepegawaan [SIKECE) 1 Menil Apliasl Kapegavitin

Aphikasl Kepegawalan,

(SIKECE)




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

MNomor SOF: 000.8.3.3M4/SOP/DPMPTSF/2026

Tanggal Pembuatan: |12 Movember 2018

Tanggal Rewvisi: 28 Januari 2026

Tanggal Efektif: 28 Januari2026 - " =

Disahkan oleh;

HARLI AGUSTA, §.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP BERBASIS FACE RECOGNITION

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Undang-undang Momaor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemaerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Bupalti Belitung Timur MNomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Merupakan pegawai DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi SILAGAK
3. Memiliki kedisiplinan dan integritas

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Monitoring Kehadiran Pegawal

1. Aplikasi SILAGAK

2. Mesin Absensi Face Recognition
3. Jaringan Internet

4. Komputer/Laptop

PERINGATAN

PEMCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka data kehadiran pegawai tidak terdata dengan
tepat,

1. Data Perekaman Wajah Pegawai pada Sistem Absensi Face Recognition
2. Data Absensi Pegawai Dari Daftar Hadir Melalui Face Recognition

MELAKSANAKAN PRESENSI KEHADIRAN TERINTEGRASI




S0P : MELAKSANAKAN PRESENSI KEHADIRAN TERINTEGRAS! BERBASIS FACE RECOGNITION

Pulaksana Mutu Baku ! Capalan Kinorga
Nou Uraken Kegtiston Hasubba Kat
Pagawal Umm’ Sakretarts Dines| Kepala Dines Bandahara Kelengkapan Waktu Quipaut
1 2 ] 4 5 1] 7 & ] 10 11
Dubs Wajah Pegewal belah |Pemdsfsmsn dan perekamen deta
g [Melekukan pendafiaran dan perekaman cata Vsl Braari & Mani |'Brakam daam sistem wiljah pegawai dégkukan oieh
" |wajah pada sisterm presensl face ecogniion R ’ presens Face Recognilian Mnitiriin) v BEPSOM Balitung
dan Mesin presansi Thrmur
|Melakuen perakaman presens mesuk kera 1 Seding :
R |ssis siwtuim e necooniion, Whssiny prasari| Har Ko | esin presensi
Metaiukan verifkasi wajah unduk mencatat wakio Sariep
N mulal etirahat malalul sstam faoe recogaifion. Wiessin presans| Hari K,gf]g'““'" Premam
Matakukan vorfikasi wajah untuk mencatat wakbu 3 Sarisg :
sesasai mliranal melnlui sslem fos recogrtion MAgdin PR i m.'m" presanal
Meiakukan verificas| wajah urmuk mencatat wakiu . Seriag
|prutang keda medalul sistem faca racogrition. |Mezin peesensl Hari k,aqa'“'“m presers|
Penarkan dala presansl pagawal oi Anlikasi . Data Hehedran Pegawal di
& lsiacak Aplikast Sliagak Bermals | e Apikosi Slagnk
i
Melnkusrn moniloricg date kehadvan pegawal d|
B 1ﬁ.p||kam SILACAK. den membust rekagpiilasi plikasi Siagak Butanan |CHE fehadian Pegawal di
dadflar kehadican pegawal aniam Aphiusl Sagal
1
Momeni 7 mermibatuh u
T lrasiie m‘;’;“ir e b el ek chafie ey <> - Rehap Daflar Hadir Pegawal 10 Manit |Rekap Daflar Hads Fegawal
Tk
B :‘:;:T;ul;;:lla?m Meaidaiangrc e dntar / Rakap Daflar Hedir Pageswal 10 Manit |Rekap Caflar Hade Pegame
Mannima miagibulasi kehadiran pegawai uniuk ¥a Rekapitulas kehadi
= T ——— Rekaptulzsi kehadiran pegawal Bulanan p::g:sal ran




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor S0OP:

000.8.3.3/15/S0P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan

28 Januar 2028

_gﬂg_gal Hevisi:

Tanggal Efektif:

28 Januari 2026

Cisahkan oleh:

~Kepala DPMPTSP

HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Namaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Mampu menjalankan tugas sebagal Petugas Kebersinan
2. Mengetahui lingkungan kerja instansi
3. Memiliki sikap disiplin, ulet, dan teliti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat dan Perlengkapan Kebersihan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan kebersihan di lingkungan
dinas lidak akan berjalan dengan baik yang menyebabkan lingkungan menjadi
tidak bersih, tidak sehat, dan tidak nyaman.

1. Checklist kebersihan




S0P : PENGELOLAAN KEBERSIHAN

uriluk evaluss) kinerja persulan

Pelaksana Mutu Baku | Capalan Kinera
M. Uraian Kegiatan Kas Ui Patu Het
ubbiag i ka Wakiu Outpui
dan Kepegawalan Kebersihan Sekretaris Dinas Kedongapm 3
1 F 3 3 4 B B T [} ]
, |Marigmakancan mngoorisasim pembagen Knetrak Kt 5 Menit |Checklist Kebarsihan
pakariaan panataan kebarsinan
r
Malaksanakan lugss kebarsitan, mengial form cheskis] , e ! ]
- t Wb K I|Checklist Kebarsihan dan Laparan
2 kabersihan dan melagorkannya sacara harian Tidak hacs fran s Caal apa
Memenkse serena yang lelah dibersinkan den \ Checklist Kabarsikan yang swdah
3 |memberikar lsporan hasil pekerjann petugas o Chacklst Kebersinan 0 Manit ﬂlparlh:lia : yang
kebersihan /
. ¥, T )
4 Menerima laporan hesil pekeraen petugss kebarsihan a { ) ‘-'d:il;l:c_kr*lg.‘: Kebersihan yang sudah 10 ment | i Hadll Wi Pl




Momaor SOP; 000.8.3.3/16/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2026
anggal Revisi. 8 J—
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 . 1o,
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahican clef: ':'_“"F“" ORMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ¢ _ i -
KABUPATEN BELITUNG TIMUR 1] 1} pes 1
HARLIAGUSTA, §.T.
NIP. 19760821-200212 1005
SEKRETARIAT Nama SOP PENGADAAN BARANG Diﬁ'.jnsn

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Megeri Noemor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 77 Tehun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Peraturan Bupati Belitung Timur Nemor 28 Tahun 2019 tentang Pedaman
Penyusunan Standar Operasional Progedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nemar 85 Tahun 2022 tenlang Kaode Etik
Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur

1. Mampu Memahami Peraturaan Pengadaan Barang dan Jasa

2 Mampu berkomunikasi secara efektif dengan pejabat unit terkait
3. Mampu melakukan negosiasi dan komunikasi yang baik

4. Mampu mengoperasikan komputer

5. Memiliki sikap teliti, jujur, dan berintegritas.

|KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputer

3. Jaringan Internet

4. Printer

5, Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
tidak berjalan secara optimal, sehingga hasil dari pengadaan tidak akan baik.

1. Berita Acara Pemeriksaan
2 Berita Acara Serah Terima
3. Daftar Barang




S0P ; PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paaksana Mutu Baku | Capalan Kinanga
Mo Urakain Kegistan Kapala Dinas Unit Layanan Kat
PPTH PPH (Pergguna Pangadaan! Pamywedia Holenphapan Walktu Clutpat
Angoaran) Pojabat Pangadaan
1 2 3 4+ & L [ B o 10 11
bdenyusun [adwal Rencana Umum Pengadaan (RUP) E

1. |pengedasn barangjasa dan meryesahkanmyn kepatis Dokumen Perencangan, D08 HEA | 4 Jam  |Crefl Jadwal U
rajabat pembuat karmitmen (PPE)

Meniatapkan dan mengumumkan encans umum .

2 | aBn untuk paket balanja barang dan asa | | Dirafl Jadiwal RLIP, DP& REA A0 Marit [RUP yang lekah diumumka
Menyusun Harga Perkiraan Sangi [HPS), [adwal —

RUF, Spesifikass Tekns, KAK, Data Diokuman HPS, Jadwal
3 |pelaksanaan kegialan, dan rancengan konirak | a4 dam
Satar | Himga Pasar Palaksarzan. Draft Komras

4 |Memventkes Harga Feridraan Sandin (HFS), j2dwal Pulih T4 Dokumen HPS, Jodwil a0 M [HFS dan Draft Konirak yang tekah
palaksanaan kegialan, dan Ancangan konfrak keglatan o S i Falakeanzan, Craf Kontrak ' clivarifikasi

5 |Merenima dakumen pengedasn bavang den jass | I ::‘fnsfanﬂmﬁa;:,‘“mmm" 30 Merill |Dokuimen Pengadaan Langkap

Tiilse
B |Mangevaiuas dokuman pengadesn Darang can jasa & Dokumen Pengwiran Pengadasn 3 Jam mmﬂﬁemﬁq
Yi
> Dokurmen Pemgadasn Hasd Kpndision | Panyedia TerpilinBerta Acara

i [Meleksanakan parmilihan peryedia barmng den jesa Evinkiexs) & Lizzl Pernilibian
Membuea! dedumen Renliak den sural pessnan s=ra —

A ditanda langan ketua balah pihak. Kemudian PPE | [ BA Has| Femnihan, Dokuman Faondision | SPKMontrak yang bakah
menyerahkan 1 (saly) dokumen kepada perpeda agsr Panawzan, HPS al ditandatangani dan Sural Peeanan
pekenaan diaksanakan sesuai jadwal yang ditetaphkan.

Menyerabikan barang sesl dangan kontrak/SPE dan — Sazual

g [surat pessnan serla jadwal vang distapian membust 1 | jﬂm' Sural Pesenan, Swal | (o) |Barang diterima dan Suest Jatan
sural jaton uniuk disermbkan képada PFK Tarkake -, Eonbak
unrnms T;ﬁrlmﬂ?ﬂkmﬂlrﬁmﬁu:r <:>,, Harang, Haeil PFakarjaan, Barita Acara Pamenkssan Barang

1 Iwmaﬂ membuat dan menandatangani BAPRBAFP T _Elf:nﬂ"-ﬂnbak. Surat Pesanan, Swrat | 2 Jam Liﬁz;ag;;:-m Pemetksasn

dan diserehban kegada PPE.




BAPBBAPP. SPIKMontra. Suret

11, Membus BASTRB/EASTP e 30 Menil |BASTR/RASTP
- Menarims BASTE/BASTP ded PPTH dan Fakiur BASTRBASTP, Fakiurineaice BASTE/BASTE yang Ieah
* |Barang dan penyedia untul ditandatangani aleh PPE, SR Montrak el disahkan FPK
— Sural Permphanan Pembeyaman
TN (Trem vl b dani B invoiceF akkr, BASTRBASTP, Bedcas Permohonan Femoayaran
Re: nan pembayaran dar Peryedia J SPKMontTak, MFWR, Rekaning 15 Menil 1) i
Peryedia

|u dok am ——— Berkas Permohonan Pembayaran Berkas Fembayeran yang

14 t;m‘:”;:?ﬂ ; urnl an P S PR Lergkap, BASTE, InvoeseFakbur, 2.Jam  |digerahkan kepads Bendshara
Pangeluaran

IF-PK-'KmIm!t Dakurmen Pendukung




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Momar S0P 000.8.3. 31 TISOP/DPMPTSP2028

Tanggs! Pembuatan |28 Januari 2028

Tanggal Hevizi 5

Tanggal Efektif 28 Januari 2028

Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

B

HARLI-AGUSTA, S.T.
NIP. 18750621 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

|[DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

2
3.
4

8

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

. Undang-Undang Momaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 fentang Pengelolaan Barang Milik Megara/Daarah

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momaor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Peraturan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomar 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Momor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang

Milik Diaerah
Peraturan Bupati Belitung Timur Momar 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

1. Mampu memahami peraturan-peraturan lerkail

2. Mampu berkoardinasi dan berkamunikasi dengan pejabat pada unit terkail
3. Mampu mengoperasikan kompuler

4. Memiliki sikap ketaliian dan ketegasan

10. Peraturan Bupall Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengamanan,
Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1. Komputer 6. Aplikasi Pencatatan Barang Milik
2. Printer Casrah
3. ATE

4. Jaringan Irfernes
5, Mesin Scan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilasksanakan, maka barang milik daerah tidak akan lercalat sebagai azet dinas

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pegawai agar dapat
dipahami mengenai alur pencatatan barang milik dasrah.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

yang suclah cabul

BMD yang sudah dilabsl

Pelaksana Mutu Baku | Capaian Kinerja
Mo, Liralan Kegiatan Varifikator Asst Kapala Dinas P Kat
P;:E.u“':' {Bidang Kekayaan [Pengguna Jawab r:uT:::,Hm Kelengkapan Waktu Cutpert
Dugrah BPEPD)} Barang)
1 2 3 4 8 -] & 9 10 11
Aplikasi Pancatatan Barang Milik Dasrsh :
1 |Login ke Apikass Pencatatan Barang Milik Dasrah ': ] den Akun Pencatatan Barang Milik 3 Mesil Igpllharsl Pencataian Bararg Mikk
Daerah DPMPTSP e
50
" . Aplikasl Pencatatan Barang Milik Daerah Aglikasi Pencatatan Barang Mk PENERIMAAN
2 ;ﬁr':;‘xu Lot e chitn rosinginpul Daftar Ej dan Dokumen Pengadaan Barang Milik 5 Menn Dperah dien Dokumen Pangadaan | NASKAH DINAS
|Daasak |Barang Milik Daarah MASLIK MELALLIL
SRIKAMNDI
(- P " d t Aplikasl Pencatalan Barang Mk Daerah Aplinasl Pancatatan Barang Milk
3 dm:‘:uﬁr:::u me o W j dan Dokuman Pengadaan Barang Millk 1 Menit Ciagrah dan Dokumen Pengadaan
iDua;ah Barzang Millk Dasrah
NMamillh manu Pangadaan Barang, kemudian plikas: Pencatetan Barang Misk Deerah Aplicasi Pencatatan Barang Millk
4, |memilih-sub reene BAST Pengadaan (APBED) dan dan Dokurnan Pengadaan Sarang Milik S Manit  |Daerah dan Dokumen Pengadasn
manginpid BAST Pengadaan (APBD) Daarah Barang Millk Desrah
= ' Aplikas: Pencataten Bareng Mililk
5 |Memiih sub menu BAST Perlenan Lainnya dan EL_'L ?ﬁtﬁhmﬁn Pata"' B“'_"?BE'I': DI,‘::':” {5 Menyt |Derah dan Dokumen Pangadaan
FARDIR KRR RO —! Tidak Daoran serta Usulon SKPSP Barang Milk Daersh se-w Usulan
) SKPEP
P Aplixasl Pencatatar Barang Milik Doeerah Eﬂkﬂ::‘ Pmﬁtﬂn Ba!;i:u Miik
8 |Memverifikes: Usulan SKPSP "‘\\ dan Dokumen Pengadaan Barang Milik 5 Menit o “.n ART caah
Gaarah Usulan SKESP Barang Milk Daerah sarta Usulan
SHEZP
Y
Marmilif mene Penggunesn dan mengingut dats | | —— Aplikasi Pencatalan Barang Milik
T IF"enarnpamn Aset = | Aplikasi Pencatatar Barang Millk Dasrah & Mendl lrsarsn s
|Mamilin menu Catak dan memilih sub menu
Penempatan Asel. Kemuodian memilih Kanu I_J )
a iventaris Ruangan (KIR) atau Label yang akan Aplikasl Pencalatan Barang Miik Dasreh & Meni KiIR dan Label
ducaiak.
L 1
5 |Menandatzngani KIR j-— — —-Itl- e ﬁ |ir dan Label & Wenit ﬂm""g o diiencatangar] oan
IManyerahkan KIR dan manampelian label pada I_] KIR yang sudah dilendatangani dan
U \asrang Mitlk Deersh | f KIR yang sucah diandatangani dan Label | 5 Menit | "0 *
i1, |rdeneremas Kar inventaris Ruangan { ' KIR yang sucsh ditandatangam dan BMD & Fdcnit KIR yang sudah drandatangan dan




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Mamor SOP: 000.8.3.3MBISOR/DPMPTSP2026
Ta | Pembuatan; |28 Januan 2026

| Tanggal Rewvisi: f

Tenggal Efekfif: 28 Januar 2026

Disahkan oleh:

HARL! AGUSTA, 5T

SEKRETARIAT

Mama SOP

NIP: 19750821-200212 1 005
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara

2. Undang-Undang Momaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan Negara

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pamariniah

4. Peraturan Pemerintah Momar 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Momor T Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mentesi Calam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 24/PRT/MZ008 tentang Pedoman Pemelinaraan dan
Perawatan Bagunan Gedung

7. Peraturan Menteri Dialam Meger Republik Indenesia Momor 47 Tahun 2021 lentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventansasi, dan Pelaporan Barang Milik Caerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Republik Indonesia
Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prossdur Administrasi
Pemerintahan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang
Milik Dagrah

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran Barang Milik Dasrah

11. Peraturan Bupati Belilung Timur Momar 58 Tahun 20192 tentang Tata Cara Pengamanan,
Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

1. Mampu memahami peraturan-peraturan terkait
2 Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit terkait
3. Mampu mengoperasikan komputar
4. Memiliki sikap ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana 1. Komputer 4. Jaringan Internet
2. Printer 5. Masin Scan
3 ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan dengan
baik, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada barang milik daerah,

memahami SOF ini.

1. Didokurnentasikan dan diinformasikan kepada seliap pegawai agar dapat




S0P : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
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Momor SOP

000.8.3.3/19/SOPICPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan (28 Januar 2026
Tanggal Revis| = -
Tanggal Efektif 28 Januar 2028 i
Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR ~— 2 4

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | w —
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
HARLI AGUISTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT Nama SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1.

2
3
4

8

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara

. Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Namer 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millk Negara/Daerah

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barangf/Jasa

Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Eirokrasi Republik Indonesia
Momaor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prozedur Administrasi
Peraturan Mentari Dalam Megen Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksansan Fembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Namer 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Millk Daerah.

1. Mampu memahami peraturan-paraturan terkait

2. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat pada unit terkait
3. Mampu mengoperasikan komputer

4 Memiliki sikap keteltian dan ketegasan

10, Peraturan Bupatl Belitung Timur Nemar 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengamanan,
Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGHKAPAN
1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet
5, Mesin Scan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan dengan
baik, sahingga dapat menyebabkan kerusakan pada barang milik daerah

1. Berita Acara Pinjam Pakal Barang Milik Dagrah
2. Berita Acara Pengembalian Barang Milik Daerah




S0P : PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG MILIK DAERAH
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MNomor SOP 0008 3. 320WSOP/DPMPTS /2026

Tanggal Pembuatan |28 Januari 2026

|Tanggal Hevisi -

Tanggal Efektif 28 Januari 2026
Cisahkan oleh Kepala OPMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR T
HARLI AGUSTA, 5.T.
MIP. 197560821 200212 1 D06
SEKRETARIAT Mama SOP MUTASI INTERMAL BARANG MILIK DAERAH

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

2
3
4

8,

10

Undang-Undang NMomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Feraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolzan Barang Milik Megara/Daerah

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemearintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Peraluran Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 fentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Peraturan Daerah Kabupatan Belitung Timur Nemar 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daarah

Peraturan Bupati Balitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Balitung Timur Nomor 58 Tanhun 2019 tentang Tata Cara Pengamanan,
FPemeliharaan dan Pemindahtanganan Bamgg Pulilike Dgefah

1. Mampu memahami peraturan-peraturan terkail

2. Mampu berkoordinasi dan berkamunikasi dengan pejabat pada unit terkait
3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki sikap ketelitian dan kelegasan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pencatatan Barang Milik Dagrah 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Intemest
5. Aplikasi Pencatatan Barang Milik Daerah

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabita SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan dengan
baik, sehingga dapal menyebabkan kerusakan pada barang milik daerah.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar dapat dipedomani oleh selurun
pegawal

2. Berita Acara Pengembalian Barang Milik Daerah

3. Berita Acara Pinjam Fakal Barang Millk Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP 000.68 3.3/ 21/SCP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan; 12 November 2018

Tanggal Revis!: 28 Januari 2026 -
Tanggal Efektif 28 Januari 2026 7 " S, N
Disahkan oleh:

‘HARLVAGUSTA, ST,
NIP. 19750824-200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENANGAMAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Namaor 22 Tahun 2002 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

3. Peraturan Menter Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Momor ¢ 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

4, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pangaduan di
Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Manteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer & Tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasicnal

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Mamor 79 Tahun 2022 tentang Pengaduan Petayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Tirmur

1. Memahamni dasar hukurn dan persyaratan penzinan

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mempunyal komitmen dan integritas tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
pengelolaan pengaduan secara tepat wakiu

3. S0P Surat Pengiriman Maskah Dinas Korespondensi Melalul Srikand

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengarsipan 1. Komputer
2. S0P Peanerimaan Maskah Dinas Masuk Melalul Srikandi 2 ATK

3. Jaringan Internet
4. Perangkat Kamera

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka permasalahan yang ada tidak dapat
diselesaikan dengan baik.

1. Buku register pengaduan
2 Didekumertasikan dan dipublikasikan agar dapat dipahami oleh selurub pegawal.




S0P : PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomar SOP: 000.8.3 3/22/SOP/IDPMFTSPI2026

Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2026

Tangjal Revisi; s

Tanggal Efektif; 28 Januar 2026

Disahkan oleh:

HARLI AGUSTA, §.T,
NIP. 197560821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PEMANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA
MNama SOP KORUPSI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomar 29 Tahun 20089 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemernntahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas| Birokrasi

Momaor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Belitung Timur

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengendalian
Kecurangan

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan

2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mempunyai komitmen dan integritas tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
pengelolaan pengaduan secara tepat waktu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Penarimaan Maskah Dinas Masuk Melalui Srikandi

3. SOP Surat Pengiriman Naskah Dinas Korespondensi Melalui Srikandi

1. Komputer |4. Perangkat Kamera
2. ATK

3. Jaringan Intermnet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka permasalahan yang ada
tidak dapat diselesaikan dengan baik,

1. Buku register pengaduan
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP

000.8.3.3/23/SOP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan |28 Januan 20286

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif 28 Januan 2028

Disahkan cleh

/. Kopala DPMPTSP

. HARLI AGUSTA, §.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Mama SOP

PENGAJUAN ANGGARAN KAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomaor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomar
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prasedur Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

3. Mampu mengoperasikan komputer

1. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Memahami proses penatausahaan keuangan daerah

2. S0P Pengarsipan.

[KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaperan keuangan 1. ATK

2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah
4. Printer




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penatausahaan keuangan akan
lerhambat,

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
pagawal




PROSEDUR: PENGAJUAN ANGGARAN KAS

Pelaksana Mutu Baku
BFKFD
No. Kegiatan Sekretaris Pengguna (Bidang Keterangan
Dinas e Anggaran | Perbendahar helnghapen Wakhy Output
aan)
1 ﬂznugaskan FPTK menginput anggaran t } Chitrieed 5 menil .
Menginput anggaran kas berdasarkan Pengajuan SPD dan
2 rencana kegiatan BPKFD Kandisional e
t SPP-LS, UP, TU, SPP-LS. UP, TU,
3 |Mefakukan validasi anggaran kas, GU. LS Gaji dan 5 jam GU, LS Gaji dan
Tunjangan Lainnya Tunjangan Lainnya
; £ SPP-LS, UP, TU, SPP- LS, UP, TU,
4 | |Meneciian Sinat remadiaan Dade ( ) | Su.LsGajidan | 3jam | GU, LS Gajiden

(SPD).

Tunjangan Lainnya

Tunjangan Lainnya




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP 000.8.3.3/24/SOP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan |12 November 2018

bagi seluruh

anggal Revisi 28 Januari 2026
Tanggal Efektif 28 Januari 2026
Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

—

HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENGAJUAN SPP - SPM LS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomer 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomeor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Memahami proses penatausahaan keuangan daerah
3. Mampu mengoperasikan komputer

2. SOP Pengarsipan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaporan Keuangan 1. ATK

2. Komputer, Printer dan Janngan Internet

3 Aplikasi pengelolaan keuangan daerah




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP inl tidak dilaksanakan, maka penatausahaan keuangan akan
terhambat.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
pegawai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAJUAN SPP - SPM LS

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiata Pengguna Keteranga
o e i t Output
PPTK PPHK SKPD | Bendahara Anggaran BUD Kelengkapan Waktu utp n
_ oo . Berkas bealanja LS Barang .
1 Mengajukan berkas untuk diverifikasi dan jasa serta LS belanja | konditional Cokumen belanja
oleh verifikator. ( __J Gail LS
Tieiake Y Diok LS -Barjas dan : SPP-LS Barjas
2. |Memverifikasi berkas. G . umEanvGaji ] 2 jam KB ﬂin
Mengajukan dan mempersiapkan } ) SPP - L5, LS Gaji
3. |berkas SPP - L5 sebagal lampiran il gaa?as denls 5jam dan yang sudah
berkas SPM. disiapkan
; SPP - LS, LS Gaji
Memverifikasi berkas dan SPP - SPM S SPP - L5, LS Gaji dan 1i dan Tunlan anj
* ~ Tunjangan Lainnya Ll bl
b Lainnya
. SPM - LS Barjas
: SPM - L5 B dan LS ;
5 |Memvalidasi SPM LS, e - G:Eas h 3jam | dan LS Gaji yang
sudah diverivikasi
. i SPM - LS Barjas dan LS ;
5 Menenma pengajuan berkas ,-1': ’ Gajf yang sudah 1 jam SP2D - LS Barjas

pencairan LS.

ditandatangani PA

dan LS Gaji




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP 000.8.3.3/25/50P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan |28 Januari 2026
Tangaal Revisi

Tang_gal Efektif 28 Januari 2026

Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

KABUPATEN BELITUNG TIMUR w
HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT Nama SOP PENGAJUAN SPP - SPM GU

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momar & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nemor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomer 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Bupati Balitung Timur Nomaor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daarah
2. Memahami proses penatausahaan keuangan daerah
3. Mampu mengoperasikan kamputer

2, SOP Pengarsipan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaporan Keuangan 1. ATK

2. Komputer dan Jaringan Internet
3. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah

4 Printer




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penatausahaan keuangan akan
terhambat,

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
pegawal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAJUAN SPP - 5PM GU

Gu

Vearvikasi dan di Validasi

Pelaksana Mutu Baku
He: Fngiatan PPTK | PPKSKPD | "on98Una | g idahara | BUD Kelengkapan Waktu Output Hetorangan
Anggaran
1 2 3 4 5 & [ B g 10 11
1 Mengaiukan berkas uniuk diverifikasl | ) Berkas 5PJ yang digjukan a0 manit befkas yang sudsh
oleh verifikator “--‘" oleh PPTK ' Diverivikasi PPK SKPD
E
. Tidsk P Berkas SP.J GU yang Berkas SPJ GU yang
2 |Memverifikasi berkas \> disjukan PPTK Vimenit diverivikasi PPTK
NPD yang sudah dinput oleh
3 Mengajukan Mota Pencairan Dana = PPTKE disistem 15 NPD yang sudah
(NPD). Ve Keuangan(SIFD Divalidasi olah PPTK
pEnAtEUsaNaEN!
. " NPD suda
4. |Memvalidasi NPD Pengajuan NPD olsh PPTK | 10 oo ;Ad"
Penginputan d sistem
5 Membuat Tanda Bukil Pembayaran J Barkas SPJ l}‘-LI yang sudah ag SIPD Penatausakaan UP
(TBP) divarivikasi dan dibayer van aideh o bayar
Mengajukan dan mempersiapkan berkas - T SPP- LS UP, TU, GU,
H I - UP, TU. GU, LS : i
& |SPP - GU sebagai lampiran berkas : ' 5 j@m LS Gajl dan Tunjangan
SPM. ' Gaji dan Tunjangan Lainnya Lainnya
\ Tigwi
7 Memverifinasi berkas dan SPP - SPM Penginputan SPP - UP, 3 jam SFP - UP, TUP, dan GU
Gu / TUP, dan GU yang sudah di Verivikasl
il
? SPM yang sudah Di
" I :
8 |Memvaiidasi SPM GU. - SPP yang sudah O e ISl 15 | Vaidasi oleh Pengguna
Anggaran
Pengajuan SPM - UP, TUP, oz
. . - Yerivikasl dan Validasi
5 Menerma pengajuan berkas pencairan { ) dan GU yang sudah di 1jam SPM serta Penstbitan

oleh PA SKPD

BF2D




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Momor SOP

000.8.3,3/26/SOP/DPMFTSP/2026

Tanggal Pembuatan

28 Januan 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

28 Januari 2026

Disahkan oleh

"Kepalz DPMPTSP

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 DOS
SEKRETARIAT Mama SOP PENGAJUAN SPP - SPM UANG PERSEDIAAN (UP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasl Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Dalam Magerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang FPedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Memahami proses penatausahaan keuangan daerah
3. Mampu mengoperasikan kompuler

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAFAN

1. SOP Pelaporan Keuangan
2. S0P Pengarsipan

1. ATK

4. Printer

2. Komputer dan Jaringan Interned
3. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penatausahaan keuangan akan
terhambat.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
pegawai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAJUAN SPP - SPM UANG PERSEDIAAN (UP)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pengguna BPKPD Keterangan
Bendahara PPK SKPD Anggaran (BUD) Kelengkapan Waktu Output
Rincian Perhitungan SPP UP yang
Mempersiapkan dan membuat berkas ( \. ; : e
1 : p . LIP dan pengajuan 1 harn sudah di gjukan ks
SPP - UP sebagai lampiran barkas SPM /) SPR.UP PPK SKPD
Tidak
P verii e SPP-UP yang
2 |Memverifikasi SPP UP . > Sy a0 jam | sudah Diverivikasi
e divalidasi oleh PPK pie
dan Validasi PA
SKFPD
Ya Penandatanganan
Memvalidasi dan menandatangani SPM & SPM UP dan Rincian ; S - UERInem
3 |p i Perhitungan nilai UP | ' 2™ WIF sertd Sure
J tanggungjawaban
Mutiak
- Pengajuan SPP-EPM S;:ﬂﬂiininpkuﬂan
4  |Menerima pengajuan SPM UP UP SPTJM lembar 1 jam yang

Werivikasi PPE SKD

sudah di verivikasi
dan Validasi PA




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Momor SOP 000.8.3.3/27/SOP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan |28 Januari 2026

Tanggal Revisi =

Tanggal Efektif 28 Januari 2026

Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

&

HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PENGAJUAN SPP - SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
MNama SOP (TUP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Memor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomar
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Momor 72 Tahun 2022 tenlang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daarah

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Momor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

1. Memahami peraturan tentang pengeloiaan keuangan daerah
2. Memahami proses penatausahaan keuangan daerah
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAFPAN

1. SOP Pelaporan Keuangan
2. S0P Pengarsipan.

1. ATK
2. Komputer dan Jaringan Internat
3. Aplikasl pengelolaan keuangan daerah

4. Printer




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penatausahaan keuangan akan
terhambal

1. Didekumentasikan dan dipublikasikan gebagai pedoman bagi seluruh
pegawai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAJLUAN SPP - SPM TAMBAHAN LANG PERSEDIAAN (TUP)

Pelaksana Mutu Baku
. K a
Na Heglaian PPTK Bendahara | | orgguna BUD PPK SKPD Kelengkapan Waktu Output e i
Anggaran
berkas Rincian
Mengajukan rincian kebutuhan Tambahan Rincian kebutuhan '
1. : 1 hari kebutuhan Tambahan
Usng Persedigan (TUF). I_j Tambahan uang uang
§ L berkas TUP yang
rerifi Tidak
2 E‘l:m Pe;::;:;nﬁmﬂ_r”;ﬂwtuhan TR A Verivikas! Rincian TUP| 2 jam sudah ditandatangani
g AL N Bendahara
Menerima dan menandatangai nncian berkas TUP yang sudah berkas TUP yang
3. |kebutuhan Tambahan Uang Persediaan ditandatangani 1 hari sudsh ditandatangani
(TUF} Bendahara Berdahara dan P4
Menerima usulan dan menerbitkan - Berkas Persetujuan
4. |persetujuan Tambahan Uang Parsediaan Persatujuan Nilai TUP 1 hari Milal TUP yang sudah
{TUP). ditandatang BUD
S5PP -TUP yang sudah
Mempersiapkan dan membual berkas SPP - . ) ; S
5 ; Pengajuan SPP - TUP 1 jam Divarivikasi PPK
TUP sabagal lampiran barkas SPM. Tidsk SKPD
. / SPP -TUP yang sudah ; SPP -TUP yang sudah
& |Memveniien BPFTLR \> Diverivikasi PPKSKPD | 1™ | Dyalidasi PPK SKPD
¥a Y
Penandatanganan
7 |Memvalidas| dan menandatangani SPM SPM -TUP yang sudah L b SPM -TUP yang sudah
TUP di Verivikasi PA SKPD iz di Venvikasi PA
¥a ¥ SKFPD
Pengajuan SPM -TUP
A  |Menerima pengsjuan SPM TUP 1 , yang sudah di Validas: 1 hari 5P20

¥a

PA SKPD




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOFP 000.8.3.3/28/50P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan |28 Januari 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 28 Januarn 2026

Disahkan oleh Kepala DPMPTSP

e,

HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PELAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
Nama SOP BELANJA FUNGSIONAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang
MNomor 6 Tahun 2023 tentang Panetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang NMomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad| Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daarah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 lentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Momor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Alas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomaor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Momar 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomaor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Mermahami proses penatausahaan keuangan daerah
3. Mampu mengoperasikan kemputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOF Pelaporan Keuangan
2. S0P Pengelolaan Kearsipan

1. ATK

2. Komputer

3. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah
4. Printer




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila palaporan keuangan tidak bedalan dengan baik akan dapat
menghambal kegiatan kantor dan bahkan menjadi catatan / temuan pihak

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
pegawai




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PELAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA FUNGSIONAL

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
s rigratan Bendahara | PPK SKPD ::f:;sa“ﬁ: Kelengkapan Waktu Output ga
Laporan Buku kas
Membuat register penutupan kas dan Berita Laporan Buku Kag U ﬁm kas Tunal
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. 2 e e Laporan SPJ  herl SPJ Fungsional
2 | [Meevenias! g V Fungsional Bulanan yang sudah
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. Draft | Dokumen laparan
3 Menandatangani laporan pertanggungjawaban raft laporan ¥iias Keuangan yang

belanja fungsional

keuangan Bulanan

sudah terverivikasi




Nomaor SOP 000.8.3 329/ 50PDPMPTSR/2026
Tanggal Pembuatan |28 Januari 2026
Tanggal Revisi i ——
Tanggal Efektif 28 Januar 2026 -~ . Kan,, -
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan oleh epala |
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP PELAPORAN KEUANGAN-——
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknls Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Namer 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serla Tata Kerja Dinas Daerah

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

2. Memahami proses pelaporan keuangan
3. Mampu mengoperasikan komputer

1. Memahami peraturan lentang pengelolaan kevangan daerah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. BOP Pengarsipan

1. ATK
2. Komputer dan Jaringan Internel
3. Printer




PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaporan keuangan tidak berjalan dengan baik akan dapat 1. Didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai pedoman bagi seluruh
menghambat kegiatan kantor dan bahkan menjadi catatan / temuan pihak pegawai.
pengawas,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PELAPORAN KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku
! i Kate
" ragiean Pengguna | ooy gypp | Sekretaris | poypp Kelengkapan Waktu Output il
Anggaran Dinas
Mendisposistkan sural instruksi Bupati : N
1 ferkait penyusunan laporan keuangan. Surat Instruksl Bupati 2 harn Disposisi Surat
] Dala persedigarn,
2 Menyusun draft [aporan keuangan (LRA, E::::;:”;Tﬂlg ' 8 hari draft laporan
LG, LPE, Calk dan Meraca), pengambalian keuangan
belania
Tidak 1
5 |Meneliti dan memeriksa draft laporan ~ > Draft laporan —_— draft laporan
keuangan. T kevangan keuangan
4 Menandatangari dan manyampalikan . Craft laporan 2 hari Buku sporan S0P
laporan keuangan. ¥ keuangan keuangan Pengarsipan
{ ) Buku laporan Buku laporan
5 ! - |
Meanerima Eporan keuangan | keuangan 2 han KeiRngan

| |




MNomor SOP; 000.8.3.3/30SOP/DPMFPTSP2026
Tanggal Pembuatan: 12 November 2018
Tanggal Revisi: 28 Januari 2026
Tangj:a] Efelktif 28 Januari 2026
Disahkan oleh: Kepala DPMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU A L 4
KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
HARLI AGUSTA, 5.T.
NIP, 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT Nama SOP PENVUNINAN DEAERENCANA

STRATEGIS (RENSTRA)

|DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2,

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 Sistern  Perencanaan

Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

tentang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tenlang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait;
2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan




10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomer 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomar 8
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempal Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1, SOP Surat Keluar.

2. S0P Pengarsipan.

3. S0P Pengumpulan Data Kinerja
4. 50P Pengukuran Data Kinerja

1. ATK

2. Komputer dan Jarnngan Internet

3. RPIMD, RKT, IKK, IKU, DPA/DPPA, Renstra dan Renja (periode
sebelumnya)

4 Dokumen Monev

5. Laporan Keuangan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kerja tahunan

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pagawai dinas
memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUNAN DRAF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Falaksana Muty Baku
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomaor SOP:

000.8.3.3/31/S0P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan:

12 November 2018

Tanggal Revisi:

28 Januari 2026

Tanggal Efaktif

28 Januari 2028 |

Disahkan oleh:

"« Kepala DPMPTSP

(vary”

o |
HARLI AGUSTA; 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

PENYUSUNAN DRAF RENCANA

SEKRETARIAT Nama SOP KERJA (RENJA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (1. Memahami peraturan perundangan terkait
Pembangunan Nasional 2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah |Pelaporan :
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang |3- Memahami proses penyusunan dokumen Renja
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
4, Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SFIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah




10. Peraluran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nemor 8
Tahun 2024 tentang FPerubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Momor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daarah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar 1. ATK

2. SOP Pengarsipan 2. Komputer dan Jaringan Internet

3. SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Data Kinerja 3. RPJMD, RKT, IKK, IKU, DPA/DPPA, Renstra dan Renja (periode
4, SOP Pengukuran Data Kinerja sebelumnya)

4, Dokumen Monev
5. Laporan Keuangan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kera tahunan |1, Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas
memahami




Prosedur : PENYUSUNAN DRAF RENCANA KERJA (RENJA)
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Il |PELAKEANAAN FORUM PERANGKAT
DAERAHILINTAS PERANGKAT DAERAH
Mamyusun Rancargan Henia den Rancangan Awal |
1 |Feria yang tsiah disempunahan bardasarkan Sunt Cikumen rancangan mwal Shari | Dokumen rEncangan Ranja




Palaksans Mirtu Bk
No Keginian Tim Penyusun Pemangku Kepala bl Het.
K i B
afindn Dinas | Behrataris Dinas | JF Parencana Renjn Kopentingan BAPPERIDA wﬂ-ujlm Kelenghapan Waktu Quitpiit
Mohulon rapal! Laporan
Melakukan pambabasan rencarsa pelaksanzan Farm 1 kighutin, dan rencans Mater
2 |Pemngkat Dagrah/ Lintis Perangkat Dasrah dengan "{_ | [IOkUmEn rANCARgRN Aana, 1 hari Form PO dan kebubhen
berwooidinas dengan SAPPERIDA dukLngan rancangan Renii
DPMPTER
Menyslanggarasn Forum Perenghal Dasrahy Lintas
Perangksl Dasrsh untuk melakikan pembahasan I' Maindd T PO dan Pﬁnamznm paling
3 |Rancangen Renia Perangkat Duerah bersama I |-—-.| |.__.| | Kebuuhor! diburan thad | MollenmpelLugoran: fembat Lo
pemangky kipenfingan yong kst dangan fugas dan tancangon Rerda DPMPTEP g Ee: .
furgsi Peangkal Dasrnn a
Mermyusun Berila Acara Hesapakatan Forum
4 |Perangkal Desarah ditandsisngen oieh unaur yang Nolulen rapat Laparan Banta Adara Farum
mewaEkill pamongks kepetingan yang hadic di Forum kegeatan 1 harl Perangkal Daeah! Lolas
Parangkal Diaarahd Linkas Paranphal Dasrah Perangkal Dasrmh
Msryempurniikan Rancangsn Renja Parsngat Berila Ataca Fonim Petbogeal
5 |Dawrah bardasarkan Barta Acara Forum Paran ; dkurman [ncangan Renjs
h]ﬂl'lh e Ll m:'m' L i yang taiah desampurnakan
Padirs lambaal 10 hari
Dekumen rancangan Renja [satolah Fomm POV
B 1Mur'rﬂrnpu|m Rancangan Fams Perangkal Deerat Diokurmen rancangan Hens ” o | vena talah dsampurnakan |Linias PO
RN beimh diMenpuntakan yang fsish disanpumakan e dan tanda terine
paryamipaian dokumen
. dokumen rancangan Ranig
+ |Metakukan varificass rancangan Rana Parangkat -~ Dokumen mncangan Renia |, |yang teiah dverihasi, Bertn
Emeran Ta \-\ vang tefah disempiamakan acan, respmendas)
perbakan
s | il wetilihanl
o disampak I
Menerimn rekomendmsi dan saran hasd wonifikasi E | Deikumean rancanpen Rerjs dokumen rancangan Rena mi I'I:::;.IIW
8 |rmncangan Renja Peranghkat Deorah oieh Tim yan bmiah dimrifikas) Benta 2 . it
o SCaTE, rEkOMENCaE 1hari | yang talah diverifkas, Borila | setalah ponyempaan
venticesd BAPFERIDA ' arars, dispasisi Rancangan Ferga
b an
Marpampurmakan rancangan Henga berdasarkan DOokuman rancangan Ranj
10 |rekomennasl dan saran hasil Tim verifkasi yang telah diverifikasl, Berta | | dokumnen rencangan Renja

BAPPERIDA

AcArm, rekomantan
parbatkan

yENg sudeh disempumaan




Polaksann Mutu Baku
Thm Vrifikasi
i i i Kapals Dinas | Sekroturis Dinas | JF Porsncana| |7 Looyusun | Pemangku Wephin [ Kelsnghapan Wakiy Dutput et
Ranja Hapentingen HAPPERIDA
BAPPER|IDA
N |PERUMUSAN RANCANGAN ARHIR
1 |Memusun Rancangan Akhir Renja Perengkal Deerah J 1 DlekLimen macangan Hanja & ha dokaman rancangan aihic
dari Rancangan Fenjs yang sedah disermpurnakan. L I yang scah diceournakan ¥ Renjs
K ria Randsngin Akhic e Paringkal Danmah Ciokuman pres dokusmen rancargan mkhie
LBl Prpeistin it i gt | Yot 30 menil | ey siop dibehes can
B = egenda pembahasan
Wolskikan pembahassn — Dipkimen rancargen aknir
4 Alhir Renja Persingiod nw“m o i 1 I Ranga siap dibahas dan 1 han Rotulen, caatan perbalkan
sgenna pembahasan
dakumen rancangan akhir
Meryempurnkan Rncangan Aour Borga 1 Reanja sulih udal
4 |verdesarkan hesil pomishassn dan waniliies bm ._I Metuler, cotatan peibaikan 3 han disampurgxan sesusl hasil
panypisun Raris inkeemat. pEmiEhssgn S veriikas
infornal
Ckeampaikan paling
Mararima Surat Kepala Ferangkal Daerah 1enlsng DCipkwsman rancargan ki Tanta tefimi pesyampalan ,Ihrnh-lt 1 minggu
§ |Rancangan Akhic Renia Pemngesl Desrah yang R yang lelab 30 manit | THUTEN rancangan akhir ruuim Parda
sudah ésempumakan Perangkat Casrah disampurnakan dan anda Rienja yaryg belah APIMD dilslegskan
’ 1Enima penyampaan dokuman dismmpumakan
Hasil varifikasi
/’> disEmpaiken paing
Rancangsa Fenja ook ETEn rancangan akhir dokumen rancangan sk (lmmbal 2 mnggu
& ﬁmanﬁrm b WA \\‘ Renja yang belak Jhan Fiania yang teiah divarfikasl, | catelan peryampaan
e : = dsampurmakan Bisriks soers Rancanzan Akhir
E Fanja
doiurnén fncangen akhin dodiamien FEncangan akhir
Menesima hash verifikas Tim Yerfkas BAPPERICH, : i
! . Rarga yang telah dveriflasi | 1 har | Rania yang elih dveriikas,
lerhadap rancangan akha Rera Perengiat Deersh, i e riiind st
Menyempurnann Ancangan skhin Reanje berdesanan [Ty r&m‘-ﬂnﬂsuhlr_ dosuman rancangan akhir
8 Fasil varifikasi Tirm Vornfikass BAPPERIDA Farga yang talah diverilikasi 7 hawt Renja pang sutah
Beriim poars. disposisd dsampurmakan




Pelaksana Mulu Baku
Tim Vorifikasi
No HKeglatan Tim Panyusun Famanghku Ml Kl
Kopala Dines | Sekretaris Dines | JF Perencana Renja Kepantingan BAPPERICA BHH:EJF;BA Helangkapan Wahkiu Quitput
i dokumsn rancangan akbs
o |Menandatangari Rancangan Aksir Renia Ferangat ““Hm*;ﬂ":’ﬁ:“" AR Raria yang sudah
Daemb yang talah disempumatkan. et disesrgrrmeaken den
ditaretatangan:
Dokuman Fanja
Dlilestdyan (b
Menerima Rencangan Akt Renjs Pemngkal Daerah o uarreEn rancangan akhin Kepaka Daeran
10 yang blah gisgmpurnakan PO uiriuk diakukon proses { ) Fania yang sudah 1 hat dokuman rencangan akhe  |Paling Lambal 1
panelesan Henja Paranghst Deeiah oiah Kapals dsermournakan dan Renja bulan sebeiph Peda
et ditandatargand RPJMD gitetapkan




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000.8.3.3/32/S0P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: 12 November 2026

Disahkan oleh:

Tﬁﬁal Fevisi: 28 Januari —
Tanggal Efektif: 28 Januafi 20267 ..
"._- ol e Fogy | \

\ GHARLI AGUSTA, S.T.
NIF: 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PENYU
Nama SOP PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA]

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1.

2

Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah {(SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri PAN-RE Nomaor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentany Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kera Pemenntah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait,

2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan dokumen Renja




10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung Timur

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Pemeriniah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor ... Tahun .... tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat keluar.

2. SOP Pengarsipan.

3, S0P Pengumpulan data kinerja
4. SOP Pengukuran data kinena

1. ATK

2, Komputer dan Jaringan Internet

3. RPIMD, RKT, IKK, IKU, DPA/DPPA, Renstra dan Renja (periode
sebelumnya)

4. Dokumen Monev

5. Laporan Keuangan

|PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kerja tahunan

1. Didockumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawal dinas
memaham|




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Palakeana Mty Bahu
Tim Verfikasi
No Kegiatan Kapala Sekrotaris Tim Pamyusun Hopata
JF Parancans Ranjn Kelengkapan Wakiu Ouiput
Dinas Dinas Ruonja BAPPERIDA BAPPERIDA
| |Rancengan Perubshan Ranja
Sural Edaran Kepala Daerah
Mangkoardinasikan pamyusunan Rancangan ( } tenlang Pemusunan ’
! Pershahan Renja Rancangan Peubahen Rans e p
D
2 [Menyusun agerds Pondiahen Rerja | _Il Caiponsi A menit] Agende Kega Disposial
Farmat data matriks
Memyusun mattiks Perubaban Renja, data dan r—i perubshan Renjs. data dan
3 |informasl peryusunan Fancangen Ferubehan | I Agends Karja. Disposisi A hari Irfarmas pergisun
Frenjs dan Mola Dinas Permintaan Data. Rencangan Parubahan
Renja, nota dinas
4 Mengis: matiks Data Rancangan Perubabsi | Fonmil data matriks - Format cate matiks
Heng pandanan Renja siap diis |perubnhan Resja sudah diia
i Mangaolah dals dan meryesin REncandgan I | Fourniat dala matriks 15 B [iraf Rancangan

Perubahan Hanja

perubahan Renja sudab disl

Perubatan Henjs

Manerima draf Rarcangan Perubehan Renja Dral Rancangan
6 |dan menjedwolien pemnbahasan bersama Tim E Draf Rancangan Perubaban | ol pensanan Rema sap
Pamyusun Renja inlernal Renje dibahas
Draf Rancangan
2 !.lelulm:m szemhuhmn Rancangin [ | w;iuawm}p;_gzm;man tharl | Perubanan Renja. Nolun
il - Rm-kinp o dan catalan pertsaikan
Medpkuban peryampurnaan Rancingan — Drel Rancangsan Perutansn Cwaf Rancangan
& |Perubahan Renjs berdasarkan haeil l | Foonja, Wotulen dan catatan | 3 har Penbahan Renjs yang
parmbahasan e bkikan sudsh disempumakan
; Ciraf RBncangan
i henarima Rancangan Perubghan Henja yamg _D Hrnt e an FT;::”"'” - Peiubiabian Renjd yang
telah dismmpurmakan den memeedlias. B8 r:rr::m " wudan disampurnaksn dan

oi werifilasi




Palaksana Mty Baku
Tim Yorilikasé
Mo Kigiatan Kopala Sekrotaris Tim Fonyusun Kopala Kot
Dinas Dinas oF P Ranja HAPPERIDA Renja Nolengaphn it Ournk
BAPPERIDA
Caf Rancangan Pesubahan Ranc
; an Penstahan
to |Yewniisnegis Rusourden Psisins ety | [ ], Renia yar susah |y ooy et yang sudan
yENg 1eleh dEsampuimskan disampamakan dan di
[ G
| i) P Runcangat Pendbanan  [Paling (ambat avd
11 |Meserims Rancangan Parubansn Rera. Renja yong sudah B0 menlt| el Rana " mr:;ml i
ditardatangani
|Metakukan varnifikasl Rancangan Ferubahan / Rancangan Perubafian f Kok caiatary s
L3 B o D ) \ Henja harl eiuian, " pe an
Ttk wa -
Melakuman peiyampurnaan Ransamgarn Rancangan Perubahan
13 Ferubanan Fanja Maotulen, celelan perbasan | & han Reenja yang disernpurnakin
Menerima Rancangan Parubahan Renjs yang ¥a /\\ R i 180 Rancengsn Perubahan
Lo :::Pmm hasl| vanfitas) N Renja yang dsemputnakan | menil | Renia yeng disempurmakan
|Merandatangani Rancangan Perubahan Reng P Rancangan Pesubahan
: | m3an Pendahan
15 |yeng ielen desompumakan hasil verfikas &0 meni Renja yang sudah
BAPPERIDA, | Ranja yang dsempurmaan diveriNicasi
I diterma BAPPERIDA
Faing lembat 5 han
) et gt { Rercangan Peniahan e |sateiah variikasi
6 jiolsh i B wistifs) Reris yong sudah dverfikssi B0 manil Renja yang cRakukan ol
LAPPERIDA, Ty dilardatangani i
|BAPPERIDA
Il |Rancangan Akhir Perubahan Renja.
Rancangan Perubahan Cvaf Rancangan Akhir
1 |Menyusun Rancangan Akhir Penbahan Ranja, . Henje yang suan dwerifiksat 8 harn Penibahan Renja
i
Drat Fancangam Akhir
Menerima dral Rancangan Akhlr Perubahan /\\ Drraf Hancangan Akhir .
‘ L . Periahan Renja B0 menit|  Perubahan Renja yang




Nomor SOP: 000.8.3.3/33/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan: 12 November 2018
Tanggal Revisi: 28 Januarl 2026
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026
Disahkan oleh: - Kepala DPMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR “
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / G
KABUPATEN BELITUNG TIMUR ' L s
HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005
PELAPORAN MONITORING DAN
SEKRETARIAT NRITE SE: EVALUAS| RENCANA KERJA/ IKU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1,

2.

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kall terskhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 lentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Peraturan Menteri PAN-RE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOF
Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daegrah, Dan Rencana Kera Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait;

2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan pelaporan evaluasi Montoring dan
Evaluasi Rencana Kerja / IKU




10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Momor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belilung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor B Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Momor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten
Belitung Timur

11 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

12 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2028

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat keluar.

2. SOP Pengarsipan.

3. SOP Pengumpulan data kinerja
4, SOP Pengukuran data kinerja

1. ATK

2. Komputer dan Jaringan Intermnet

3. RPJMD, Renstra, Renja, RKT, IKK, IKU, DPA/DPPA
4. Dokumen Monev

5. Laporan Keuangan

[PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kerja tahunan,

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan untuk dipedomani aleh seluruh
pegawai.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PELAPORAN MONITORING DAN EVALUAS| RENCANA KERIAINDIKATOR KINERIA LITAMA (BL)

Pelaksana Wity Baku
Mo Keghatan Kepals Sakretars JF Tim Panyusun Kepala Tim Veriflkas! Money Oiipat
Dinas Dinas Pafenczana il i Laporan Kinerjz | BAPPERIDA BAPPERIDA Hangnismn Loiiin
Mendisposisikan suerad pelaperan Morfiorag dan { = -
1
Evaluasi Renja 7 KL Triwulan Desar hukum, sural 15 mmnd s posisi
Menugaskan JF Permencana unfuk manynapian 1
2 | Lapoign Maistoning dan Evaluas Rena /KL | | Diagar hukum. Disposisl 15 mamil Deyposist
Irnulan
Memyiaphan formal pengumpulan dets r—l
; Ciasar huum, Dispossi, Faomal pengumpulen dals
3 |penyesunan Laporan Monsoring dan Eveluasi 1 har
[ Renjat IKU Triwutan I:_l DPA Ranje mingy lriwuian
Laporan Aaalisas Arggaman
Menyediskan Laporan Realisasl Anggaran dan :
' Pt STy ran Par & e} Diasar husum Dispossi 120 mand Lapmp::l;:::;:?:rm
Fosmal pengumpalan data
5 |Menylapkan dan mengisi format data Marsoring + menew irmwulan yang sip 4 nan :Emmwhlm
dan Evaluasi Ranjal KL Trivalan gesl, DPA. Realisasi umyﬂnﬂ
anggaran
Menguiah dats Targel Capalan Kingrja dan
Featisag: Ainggaran, menginpud data Targsl Behen Karja rekapitulasi :ﬁnﬁmiﬂﬁ:&
g |Capainn Kinerja dan Realisas| Arggaran pada & Target Capaian Kinera dan |, B rtew(l ! ndlikatar
Money Hasil Reaa, sests menyuson disl Realsas: Anggaran, DPA, Kineria Litsma (KL, draf -
dokumen Evaluas: Monitaring dan Evalugsl Ranja, Renstra 1= ol
Rencena Kera! Indikator dinerja Ulame (K1) Ll
draf dokumen Evalussl
Mesrisrirmas draf dokumen Evaluns: Mandcsing dan :g;“:ﬂ';”;’;g‘mﬂ Monitaring dan Evalussé
3 Evaluasi Rercana Kera! Inddator Kirarje Ltema Fancia ¢ Indl 30 meni Raencans Kedqal Indikaior

(IFLF) sedaku Ketua Tim Penyusun Laporan
Kinere dan menjacwalkan pembahasan

Kinerja Litarna (KL, draf e
Monel

Kinars Uinma (KU}, draf e
monsy, y&ng skap untuk
dibanas




Pelaksana Mulu Baku
M Kaglatan Kapaka Sakretaris JF Tirm Penyusun Hepals Tir Verifikasl Monsy Hat.
Dinas Dinas Peranicana | T ARPD || ooren Kinerja | BAPPERIDA | BAPPERIDA Ralangiapen rah St
draf dokwmion Evaiuas
Monitoning dan Evaluass
Melskukan evaluasipembahasan Laporan I Rencana Kera/ Indlkaiar Notuled rapal calatan
8 |Capaian Monlloring dan Evalsasl Rancana % " u Kinefja Uitama {IKKL), draf e- 1 han Pl
Kerjal Indikator Kinens Ulama {IKU) Irrmw mp.unu-c .
dibahaz
dral e-Money, sorta drad
Monyempumakan Laparan Cagaian Manitorng [ I doxumen Evaluas Mondoring
% |den Evaluas Rencars Kerjad Indicator Kinena 1 muia:!r;ﬂ?:;malan 2han  |dan Evaluasi Rencana Hetal
Litarma (IKL) berdasarian hasll pembahasen Tidnt Indicator Knarga Ltama {IKLU)
yang sudah disampurnakan
; dral &-Money, sertn dref draf e-Maney, serta draf
Mol " t;.:r:}r-éemalm D;‘" P Ya /\ dekumen Evalugs: Mongoring dokurman Evalias Monionng
L [y r?: I:IGIHMI IHLT;:!LHd-ﬁ Ert ksl \/" den Evaluasi Rencana Heqa!| 30 menit | dan Evalussi Rencana Kena
o L Dm e amkan nas Ingiator Kinarja Litama {IKL) indikatar Kinera Utama (IKL)
sl A yang sudah disempurnakan yang sudah dgempurnakan
aref e-Money, dat dokumen
Menenma draf Legoran Casaian Monitering dan wd:::::;:ma-mffn Evahuasi Monitoang dan
Evaluasi Rencana Kanal Indikator Kinerjs Liema 1 dan Evaluas Rercana Mg Evaluasi Rencana Kegal
11 | (KLU} yang tatah disempurnakan dan indiator Kinarja Utama (IKL) 30 mend |Indikator Kinara Ltama (1KL)
maenandatangai pengandar penyampaian draf sariah A AT THRR yang sudah disempumakian,
laporan yang i i . surat panganiar yang sudah
SOn paRyRAr diéandatangi
draf e-Money, senin draf
dekuman Evaluaal Monitoring draf a-Money, sefa dral
| Menerima draf Laparan Cagaian Monitaring dan r_l dan Evauasi Rencana Kerjal dokuman Evaluasl Monforing
1z |Fvaluasi Rencana Keda Indikator Kinarja Litams | Ingikator Kanadgs Uiama (KL} 6 menit dan Evaluasi Rencana Kena/
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP:

000.8.3.3/34/SOP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan:

05 Januari 2024

Tanggal Revisi:

28 Januari 2026

Tanggal Efektif:

28 Januari 2026

Disahkan oleh:

Kepala DPMPTSP

e

HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP

PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait,
2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan pelaporan kinerja

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nemor 10
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat keluar 1. ATK

2. SOP Pengarsipan. 2. Komputer dan Jaringan Internet

3. RPJMD, Renstra, Renja,Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan,
Perjanjian Kinerja

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui,

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

hebuiuhan permusunEn [aporan

Mutu Baku
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000.8.3.3/35/50P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: |05 Januari 2024

Tanggal Revisi: 28 Januari 2026

Tanggal Efektif: 28 Januari 2026

Disahkan oleh:

“Kepala DPMPTSP

Y 4

HARLIAGUSTA, 5.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENGUKURAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait;

2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan pelaporan kinerja

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nemor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur




KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar.
2. SOP Pengarsipan,

1. ATK

2. Komputer dan Jaringan Internet

3. RPJMD, Renstra, Renja,Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan,
Perjanjian Kinerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan, maka capaian kinerja tidak dapat diketahui.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGUKURAN DATA KINERJA

Mutu Baku
Sekretaris Tim
Mo Kegiatan Sekretaris Tim
Dinas Pariyugan LK Penyusun Lap.| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kingerja
1 Mengkoordinir pengukuran data kinerja ( ) Agenda Kerja, Surat |15 menit Disposis
o r 4
Menyusun rencana kegiatan pengukuran * - ,_l | ; g X ;
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r l k
5 Melaksanaxan rapat pembahasan Pl I . . = data pengukuran 1 har draft data pengukuran
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hemvalicasi data dan informasi / ‘\ dﬁ.ﬂ data pmg“ku@" 180 drat data pEnQUEURRA
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Mutu Baku
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Dinas Penyusun LK
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L
&
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000.8.3.3/36/30P/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: (28 Januari 2026

Tanggal Revisi: i

Tar—:g_gEﬂ Efektif: 28 Januari 2026

Disahkan oleh: Kepala DPMPTSP

HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

PENYELENGGARAAN DAERAH URUSAN
PENANAMAN MODAL

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait;

2, Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan pelaporan kinerja

PENYUSUNAN DOKUMEN DATA CAPAIAN KINERJA




|6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat keluar. 1. ATK
2. SOP Pengarsipan. 2. Komputer

3. RPJMD, Renstra, Renja Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan,
Perjanjian Kinerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja
tidak dapat diketahui.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUNAN DOKUMEN DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH URUSAN PENANAMAN MODAL

Pelaksana Mutu Baku
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Urusan Penanaman Modsal
Mengisi matriks pengumpulan dan ] format pengumpuilan dan fonmeat pengumpulan dan
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Urusan Pananaman Modal siap diisi sudah diisi
Mermveritikas, mengklasifikasikan dan Tulk / data -data kinena yang telah
mengevaluast kesesuaian data kinerja , - 180 diverifikasi kesesuaiannya
8 |dan capaiannya yang tetah diisi dari “ data kinerja yang sudah diisi | o, dengan kebuluhan
anggota tim panyusun LK = penyusunan laporan kinerja
1 Drraft Dokumen Data Capalan
[Memyusun .dmﬁ Dosumen Lird data -data kinerja yang siap Kinera Penyelenggaraan
7 [Capaian Kinera Penyelenggaraan digunakan 5 Dasrah Urusan Penanaman
Dasrah Urusan Penanaman Modal
Modal
Menerima draft dan manjadwalkan Draft Dokumnen Data Capalan Draft Dokumen Data Capaian
8 pembahasan Dokumen Data Capalan * Kinena Penyelenggaraan 20 menit Kinerja Penyelenggaraan
Kinerja Penyelenggarsan Daserah Dagrah Urusan Penanaman Daarah Urusan Penanaman
Urusan Penanaman Modal Modal Meodal yang siap dibahas
1 1 Draft Dokumen Ciata Capaian
| _I._ Kinerja Penyzlenggaraan 240 Notulen, catatan hasil
il _.I I.-—'! I Daerah Urisan Penanaman | menit pembahasan
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Menyempurnakan drafl Dokumen Data
Capaian Kinerna Penyelenggaraan

Notulen, catatan hasil

Draft Dokumen Data Capaian
Kinena Penyelenggaraan

Daerah Urusan Penanaman Modal pembahasan @ had Daerah Urusan Penanaman
berdasarkan hasil pembahasan Modal yang disempurnakan
ey Drafl Dokuman Data ;
= " ta C
Memverifikasi draft Dokumen Data \ Capsian Kinerja Dr?étrnq:u; :I:eﬁ'n ag B;F;m
11 |[Capaian Kinara Penyelengparaan Penyeienggaraan Daerah |60 menit Daa;?r]\ Urisan Penanaran
Daerah Urusan Penanaman Modal Urusen Penanaman Modal Modsl
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M rifikasi draft Dokumen Data ‘ Crraft Dokwmen Data Capaian | Draft Dokumen Data Capalan
12 |Capalan Kinerja Penyelenggaraan Kineda Penyelenggaraan | 5. | Kinetja Penyeienggaraan |, ...,
Dawrah Urusan Pananaman Model Daerah Urusan Penanaman Daerah Urusan Penanaman
Muodal yang siap ol verfikasi Modal yang sudah di verifikasi
V&
Menandatangani Dokumen Data * Drafl Dokumen Data Dokumen Data Capaian
i i Capalan Kinerja Kinarja Panyelenggaraan
132 |Capaian Kinerja Penyelenggaraan 15 menit
Daerah Urusan Penanaman Modal Penyaisnggaraan Daerah Daerah Urusan Penanaman
Urusen Penanaman Modal Modal
Menginput Dokurmen Data Capaian Dokumen Data Capaian Dokumen Data Capaian
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomar SOP: 000.8.3.3/37/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan: 28 Januarn 2026
Tanggal Revisi:

Tanggal Efektif.

26 Januan 2026

Disahkan oleh:

] Fe
o

+ DAWPTSP

NIP. 18750821-200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SCOP

PENYUSUNAN BOKUMEN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1

10.

12.

Undang-Undang MNomor 25  Tahun 2004  tentang  Sistem Perencanaan

Pembangunan Masional

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomeor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuniabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Menteri PAN-REB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Momor 8
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Alas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dap Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

1. Memahami peraturan perundangan terkail,
2. Memahami tugas dan fungsi DFMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran




KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. S0P Pembuatan surat keluar
2. SOP Pengarsipan
3, B0P Penyusunan Renja

1. ATK
2, Kompuler
3. RKPD, Renja, KUA PPAS

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kerja

Anggaran

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas
memaharmi




STANDAR DPERASIONAL FROSEDUR: PENTUSUNAN DORUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FHAL
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Nomor SOP: 000.8.3.3/38/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan: |12 November 2018
Tanggal Revisi. 28 Januari 2026
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 ;

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan oleh: Kepala DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR - —
HARLIAGUSTA, S.T.
NIP. 19750821.200212 1 005
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
SEKRETARIAT Nama SOP PEMERINTAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

. Peraturan Pemerintah Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaparan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait;

2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

3. Memahami proses penyusunan pelaporan kinerja




6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor & Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat keluar. 1. ATK
2. SOP Pengarsipan. 2. Komputer

3. RPJMD, Renstra, Renja,Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Kegiatan,
Perjanjian Kinerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Laporan Akuntabilitas dan Kinerja tidak selesai, maka capaian kinerja
tidak dapat diketahui.

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai dinas memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris Tim
Mo Kegiatan Sekretaris Tim Kepala Kat.
Kepala Dinas Dinas Penyusun LK Penyusun Lap. Daseabi Kelengkapan Walkiu Output
Kinerja
Mendisposisikan suratl insiruksi Bupat) Agenda Kerja, Sural,
1, |terkait penyusunan Laporan Kinerja ( } SK Tim Penyusun |15 menit Disposis|
Instasi Pemerintah (LEjIF) LAKIF
Melaksanakan rapat pendahuiuan
2. |penyusunan Laperan Kinerja Instasi —t—r Dmp':'f:!" 398N93 |15 menit| Rencana kegiatan
Pemerintah (LKjIP) T era
Menyusun format pengumpulan dan Rencana Kegiatan,
pengukuran capsian data Kinerja PK. Rencan Aksi. 3 ;‘"'mat F‘e""?'-’m F’:‘r"a"‘
. RPIMD, Renstra, | 271 | dan pergukuran data
Ranja OPA ”
format pengumpulan farmat pangumpulan
4. Manglsl ot FEI’ g”dmp":flﬂ ol dan penguikuran data | 5 harl | dan pengukuran data
PATEISULIN SHpaIEN dets hipes kinefja yang siap diisi kinerja yang sudah diisi
- formet pengumpuian
mﬂ”gmﬂ?"ﬁkﬁm(‘ dan mengevaluasi h > dan pengukuran data 180 data kinerja yang
S JRERESHERRY OO NIl BR0A BNgos kinerja yang sudah | menit sudah diisi
data kinefja diisi
data -data kinera yang
telah diverifikasi
1 3
6. |Memverifikas: data kinena i ~ dat:;;;u;:jang m::rt kesesuaiannya dengan
" katituhan panyusunan|
laporan kinerja
' 5
7 Menyusun draf Laporan Kinerja Instasi data -data kinerja yang 8 hani dl':;t,:imamn:;:lgf
Pemerintah (LKJIP) siap digunakan (LKJIP)
Menerima dral Laporan Kinerja instasi draf Laporan Kinerja 1?;;:?3:;;::;13
8. |Pemaerintsh (LKJIP) dan menjadwalkan Instasi Pemerintah | 30 menit i
(LKJIF) yvang sigp
pembahasan [LEJIP) di




* — orat Luparan Anena 240 Notuben, catalan hasll
9. |Melakukan pembahasan . '”EET'F_PE'“E”“"“ menit pembahasan
T T T L | ¥ana siap
" . . draf Laporan Kinefa
Menyampumaken draf Laparan Kinera Notulen, catatan hasit | 5. | Instasi Pemerintah
10 |Instasi Pemerintah berdasarkan hasil . pembahasan (LKJIP) yang
pembahasan 2 digempurnakan
draf Laporan Kinena T
Memvarifikas dral Laporan Kinera / thstael Peineriatt draf Laporan Kinerja
11 |Instasi Pemerintzh (LKJIP) yang sudah (LKJIP) yang &0 menit| Instasl Pemerintah
disempurnakan i disampumakan (LR
Menandatangani dan menyampaikan dral Laporan Kinerja Laparan I{naqa
12 |Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Instasi Pemerintah | 15 menit| Instas) Pemerintan
(LKJIP) (LEJIF) (LEJIP)
Diterima
N Laporan Kinens Laporan Kinerja Ei:nﬁltgﬂ""g
13 SAenatima Lanore Rnai | st D Instasi Pemerintah | G0 menit| Instasi Pemerintah ulan sotolel
Pamerintah (LKJIP) (LKJIP) (LKJIP) g
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Momor SOP: 000.8.3.3/38/SOP/OPMPTSF/2026

Tanggal Pembuatan; 12 November 2018

Tanggal Revisi: 28 Januari 2026

Tanggal Efektif: 28 Januan 2026

Disahkan oleh: " ‘Kepala DPMPTSP

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR .
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU : o —y
KABUPATEN BELITUNG TIMUR ;
| HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005
SEKRETARIAT — PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI

FISIK DAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

L

I5-

10.

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemarintah

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemenntahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan perundangan terkait,

2. Memahami tugas dan fungsi DPMPTSP dan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

3, Memahami proses penyusunan pelaporan evaluasi Montoring dan
Evaluasi Rencana Kerja / IKU




11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Momor 10 Tahun 2016 lertang Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar.
2. SOP Pengarsipan.
3. SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja

1. ATK

2 Komputer dan Jaringan Internet

3 RPJMD, Renstra, Renja, RKT, IKK, IKU, DPA/DPPA
4. Dokumen Money

5. Laporan Keuangan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan rencana kerja tahunan

1. Didokumentasikan dan dipublikasikan untuk dipedomani oleh seluruh
pegawai.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUMNAN LAPDRAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Pelaksana Mutu Baku
Pelabat Pembuat
- . - u Bagian Ekonoml
Hz Kegiatan Kepala Sokrotaris JE Admin LRFK Komitman! Pajabat
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; dan SD& SETDA
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Manerima format Laparan Realisas Fisik dan FI.Za: hsaa! -lFu ik d 120 R::hm Pk g
7 |Keuangan yang sap disl beserts date Laporan i G RUBREEN YAng
Realisast Anggaran Keugngen yang sigp | menll |  si@&p unhik diisi,
urduk gliis Laporan resisasi
KEUBNGEN
Formal Laporan
B Mengoleh dral Laporen Realisas) Fislk dan Reassasi Fisik dan et m:::asl & :f'd
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diisl dan siap doleh i e
TIraT LEgTT
nenerima dral Laporan Raalisasl Fislk dan Realieasi Fisik dan
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pernbahasan. uAngR apenda
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! | 1 _3 3 draf Lepaoran
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bersama




Muiu Baku

Piglasbesarsa
Pajabat Pembuat
Bagian Ekanomi
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12 Mamwerifikasi draf Laparan Realisasi Fislk dan - Fisik den Ksuangan 180 Realisasi Fisik dan
Kausngan Va yang sudah it Karangan yang
dissmpurnakan suidan drerndias |
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000.8.3.3/M40/50P/DPMPTSP2026
|Tanggal Pembuatan: |19 Mei 2025

Tanggal Revisi: 28 Januari 2026

Tanggal Efektif: 28 Januan 2026
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NIP. 19750821 200212 1 005

SEKRETARIAT

Nama SOP PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah,

1. Memahami peraturan terkait pengelolaan manajemen risiko,
2. Memahami peraturan terkait tugas dan fungsi DPMPTSP.

3. Mampu mengoperasikan komputer.

4 Memiliki sikap ketelitian.

KETER

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputer

3. Jaringan Internet
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengelolaan manajemen
risiko lidak terlaksana dengan baik.

1. Dokumen RKA
2. Dokumen Rencana Strategis
3. Dokumen Pendukung Lainnya




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

FPelaksana Mutu Baku / Capaian Kinarja
Ho. Uraian Kegiatan Tim Unit Kt
Kepala Dinas | Sekretarls Dinas|  Persncana Manajemen Helengkapan Waktu Output
Risikg
1 2 3 4 5 8 T ] ] 10
Wandisposisikan surat larkasil arshan penyusuman
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PENYUSUNEN Manaj@mean Msiko enyusunan Manajemsn Risike anajamen Riskn
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rigike terkalt penetapan kontekstguan, identifikas] Deduirmian Pendukung Peryusunan J
4 |. ] f 1 Hari niotuten dan daftar Radin)
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" o \ Parbalki Perbgik) J
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& Helakukan werfikpsl draf dokwemen manaj@men \.‘ Dakurmen telah direviu dan sesuai 45 Nasnit Diokuman MR Terverifikasi
risike / |pedaman
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Py




Menatausahakan dokumen manajemen risiko Dokumean Nansamen Risko 10 Mendt  [Dokumen Mangjemen Risiko
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=1 3 ; td4 Han terinput di Apikas: Manajamen
Manajgmen Risiko Dokurmen Manaemen Risko Risika
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Manitoring dan evaluasi hasil realsas tndak Laparan Palaksangan isakisss: Monitoring dan svaluasi reslisasi
1 ; . Per Triwilen
pergendalian tindas pengendalian tincek pengendalien
Leporan Pelaksanaan RTF dan hasil
12 |Melaporkan hasit pengelalaan manajemsn ngiko

Monilcnng dan evaluasi realsas:
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Per Trwulan
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PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP: 000 8.3 3/41/SOP/DPMPTSP/2026
Tanggal Pembuatan: |28 Januarl 2026
Tanggal Revisi.

Tanggal Efektif: 28 Januari 2026

Disahkan oleh, Kepala DPMPTSP

HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

PENANAMAN MODAL

Nama SOP PENGAWASAN RUTIN BERUSAHA PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

[DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomaor 5 Tahun 2025
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Rislko dan Fasilitas Penanaman ModalMelalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang
pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

1. Memiliki kemampuan berkemunikasi yang baik

2. Memiliki pemahaman tentang peraturan perizinan dan mekanisme pengawasan

3. Memiliki kemampuan pengolahan data yang sederhana

4, Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitasi, transparan dan
akuntabel

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

- S0P Pengawasan Insidental Berusaha Perizinan dan Non Perizinan 1. Komputer 4, Dokumen Perizinan
2. Printer 5. Peraturan Perundang-undangan
3. Jaringan Internet 6. Kendaraan Operasional

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- S0P ini harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dan
MIB yang terbit yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAWASAN RUTIN BERUSAHA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pelaksana Mutu Baku / Capalan Kinerja
e walen S JF PKPM Ket
Tim
{Koordinator) Fepala Dinas Bupati Bangswaaae Pelaku Usaha Kelenghapan Wakiu Curtput
1 H 3 4 5 & T B 8 10 11
Menyusun persiapan eeministratil gan Rancangan 1 NIB Dirafl 5K,
1 |repaksi Lepangan Berdesarkan Palaku Usaha 2 MIB + 53 . Jodwai
Dalam Tahap Persiapan, Operasional dan 3 MIB « 55 Tervarifas tJum Felaksaraan
Komersil 4 MIB = lzin Renja
5 Menandatangani surat penganiar Dvall SK Tim S0P
Pangawasan T Han Penerbitan
keputiisan
3 |Menandatangani SK Tim Pengawasan ]I | 1 Har
a |Membual sural undangan rapal anslisa palasu [_|
usEha 1 Han
5 |Malaksanakan rapat analisa palaku usahs II l 1 Hari
Manyusun rancangan Rencans Inspeksl, Surat )
& |Tuges, Surat Pemberitahuan, Data Profil dan | Datiar Pelaku Usahs dan Informasi |
Informasi Pelaky Usahe berdnzarkan hasil rapat Pelsku Usaha
L S0F
- Menyusun aural tuges dun sura? permberitahuan I I Peneritan ST
Inspedksi lapangan T dan Surst
Kaluas
Menerima sural lugas dan surat pembeniahusn T
B linspessi lapangan 1 h ! I ¥ Har
|MEJuksar!akan Inspeksl Lapangan, maliput
i may Kngmlurn.oumma I:‘:l Surel Tugas, Sural Pemberitahuan
a 2 Kewsjiban yang diatur dalam 8. siandar i ) I:f:a.n icerrsa) Fratgi , 1 Hai
prosedur dan kriteria Lizati
3. Kewasjlban alas penyampaian laporan daniatau
pemantaatan fasilitas pananaman modal
10 |Menyusun BA Hasil Pamedksaan Lapangan I I Eﬂ'ﬂﬂ Acara Pengavwasan (BAP) 1 e
apangan
Menerbilkan rekomendas: hasil pemenikzaan
laprangan berups
19 |1 Pembinaan / Perbaikan Pelaku Usaha [ I 1 Harl
£, Banksi Administrasi
3. Pembekuan / Pencabldan lzm
12 |Membual Laporan | I Lapoaan 1Han |[Laporan




Nomor SOP; 000.5.3. /4 2/SOPIDPNP T 5P/2026
Tanggal Pembuatan: |26 Januar 2026
Tanggal Revisi - —
Tanggal Efektif: 28 Januari 2026 |
Disahkan aleh: la DPMPTSP
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Ci“} (TN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ™ 1 ——p
KABUPATEN BELITUNG TIMUR HARLI AGUSTA, 5.1,
MNIP, 19750821 200212 1 005
PENGAWASAN INSIDENTAL BERUSAHA PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL Mama S0P NON PERIZINAN
DASAR HUKLIM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2007 teniang Pananaman Madal 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan perizinan dan mekanisme pengawasen
Perizinan Berusaha Berbasls Risiko 3. Meamiliki kemampuan pengolahan dala yang sederhana
3. Peraturan Menter Investasi dan HilinsasiBKPM Nomaor 5 Tahun 2025 4. Memiliki komitmen untuk mawujudkan pelayanan yang berkualitasi, transparan dan
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha akuntabel
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman MeodalMetalul Sistern Perizinan
Berusaha Terintegrasl Secara Elektronik (Online Single Submission)
4. Paraturan Bupeti Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang
pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non penzinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur
[KETERKAITAN PERALATANIPERLENGKAPAN
- 80P Pengawasen Rutin Berusaha Perizinan dan Mon Perizinan 1. Komputer 4. Diokumen Perizinan
2. Printer 5. Peraturan Perundang-undangan
3. Jaringan Internet 6. Kendaraan Operasional

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- S0P ini harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dan
MIB yana terbit yang berkaitan dengan panyelenggaraan perizinan dan non
pEnZinan.

- Disimpan sebagal data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAWASBAN INSIDENTAL BERUSAHL PERITINAN DAN HON PERIZINAN

Podnkaanaan Mt Boku ! Copaian Kinoga
Mo Urmian Haglatan Pelugs el
Masywrakat P nEn IF PEFM Tim Fengawansn elangkapan Wnkdy
Eenaagiiyn
1 F E] & [ ] _I- E 1]
Meryampsian  laporen  pengaduar kel sahs ke [ ]
1 CIPMPT 5SS Formal Pengaduan 1. dam
S0P panangann
2 Mencatalimeregnelasi tan mamben iembe daposisi ‘J.-! I 7.Jam e TR LT ]
pedayBnan punhi
5 _'Mernuuﬂl'lht\- can  retgroordeesikss  Hasl | Laposan I ]-——-[ | 1 Hari
Pangacdusn ke wusan ferkail
4 [Membuat Aencana napakei Ej Mlmrinp:'x:u”umm‘“:“" 1 Hari
Surk: Tugss, Sus Pemberiahusn
2 |Melaksanghan PEngIwasan Lapangan II I Daka Proél gan imermas Palaku 1 Han
Lisara
& [Momusun BA Hasil Pengasasan Lagargan | 1 Bap 1 Hari
Fapel Pemzanisan Jntuk penarbilan ekomencas) nesd
PEmENEEAEN [Spangan Denina I ] __{__"'"I
7 1Y Penbriasn | Porbsean Peladu Usaha Iaben | Har
2. Sanksi Administ o
3 Pgenbekiusn | Pecalutan L
B I Laporen 1 Harl

Ilﬁzl‘wu:l.n lapevan Tindae Lenjut Ml pengasass




Nomor SOP: 000.8.3.3/43/SOP/DPMPTSP/2026

Tanggal Pembuatan: |28 Januari 2026

Tanggal Revist. -

Tanggal Efektif 28 Januari 2026 i

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan oleh: P -{*:H&aia, DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | &= N
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TSR =
| ¢ HARLIAGUSTA, S.T.
NIP; 19750821 200212 1 005

PENANAMAN MODAL

TG
Nama SOP PEMBERIAN INSENTIF-DAN-KEMUDAHAN BERINVESTASI

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1 Peraturan Bupati Belifung Timur No. 45 Tahun 2025 lentang Peraturan
* Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021,

2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM No. 5 tahun 2025 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistern Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 5 Tahun 2025 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

1. Menguasai aturan mengenai Penanaman Modal

2. Menguasai komputer
3. Mampu menganalisa kebijakan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAFPAN
1. Komputer/Printer
2. Internet
3, ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi ini tidak
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dapat
mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian insentif,
menurunnya tingkat kepercayaan investor, terhambatnya realisasi investasi di
daerah, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Palaksana Mutu Baku
Mo Kaglatan HKaeterangan
PEPM Anll PEPM Ahli
Pemohon
Padtaine Madya Bupati Kelengkapan Waktu Cutput
JM!F\QBJIJEBI‘I permohanan insantit dan '[
1 C :
TR P e ) Surat Permohonan 1 Hani Berkas Permahonan
.E'-‘j
2 [Meranma dokumen parmonanan | I Beskas Parmohonan 1 Han Tanda Terima Berkas
L ]
| Mzl akesa 2
3 gmmr:;:‘an varifikasi dokurmen P > — i e
Pesbalkan! \\
[HMealak
|Membuat Tanda Tenma Sural | le enma
4 |Sementara satelah Dinyatrkan By Surat F‘_ﬂrrnﬂn&nar! ' 16 Manit Tanda Tenma Surat
Checklist Berkas Semantara
Lenghap
5 [Menjacwalkan Verfikas Barkas lenghkep 1 han Jadwal Verfikas:
[Memeriksa kelangkapan dokumen data Sural Permohonan +
5 [eknis dan Adminietratif permohenar \ Chackist Berkas Tt rinscl Pemacikassn
: fi
Laparan Verifikasi
7 fikagi | n I I H
[Venifikasi lapanga ‘ | Dosumen Teknis ar Eaant
|Melakukan parlsan pemmohonan :~]r
B [insentl dan Kamudahan bennvestas: I Hasll Werlflkas: # han Berﬂi.iﬁara p""::'““
yang dituangkan daiam bentd acara =
& |Menerima rekomendas: hasd penilsian Benta Acara Pendlacan 1\ Far Rekomendas hasi
Permahonan penilalan
Menstapkan pananam modal yang ¥ Sural Penolakan atau
1p |mempesalen insentif dan kemudahan I Rekomendas hasl A hari Kaputusan Bupall tentang
berimvestasi berdasarkan nekomendas) penilaian Pembenan Insentd dan
tim penilal kermudatan berinvestan
Sural Panolakan atsu
Menyerahken Surat Bupat tentang Keputusan Bupat
pemiberian atau penclakan insentf dan tantang Pembarian
11 :
kamudahan berinvastasl kepada iresaritlé dan 1 har Konseg Tanda Terma Surat
pasmeahan kamiudahan
berinvestasi




Nomor SOP

000.8.3.3/44/SOP/DPMPTSP/2026

28 Januari 2026

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

28 Januari 2026-—-

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan oleh “Kepala DPMPTSP
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU /A5y AN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR e/ Tl
| HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 19750821 200212 1 005

PENANAMAN MODAL

Mama SOP

PROMOSI| PENANAMAN MODAL
(PAMERAN INVESTASI)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Promosi Penanaman Modal

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 tahun 2019
tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Penanaman
Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No...Tahun... Tentang Strategi

1. Menguasai aturan mengenai Penanarman Modal

2. Menguasai kamputer

3. Mampu menganalisa kebijakan

[KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pembuatan Surat Keluar

2. SOP Pengiriman Naskah Dinas Korespondensi Melalui SRIKANDI
3. SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui SRIKANDI

1. Komputer/Printer

2. Internet
3.ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

akan berjalan dengan baik.

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan promosi penanaman modal tidak

Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai

dinas memahami.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROMOSI PENANAMAN MODAL (PAMERAN INVESTASI)

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Tim Pelaksana Keterangan
Kepala Dinas | JF PKPM Stakeholder | Promos| Penanaman |  Kelengkapan Wakiu Output
Modal
] Mendisposisikan surat/proposal penawaran keglatan Surat Penawaran 5 Harl Tanda Tanma Susat
pameran imestasi Penyelenggra Semeniara
7 Membuat surat undangan rapal persiapan dengan 1 han
malibatkan sfakaholder
Melaksanakan rapat penetapan tema promosl dan 3 I
s materi yang akan dipamerkan I r‘_-)[ I‘- I 1 Harl
Membuat notulen rapat yang berisi penetapan tema
4 : 1 Han
promost dan maten yang akan dipamerkan
5 Mambuat draft SK Tim Palaksana Promos) 1 Han
Penanaman Modal (Pameran Invesiasi)
5 Menandatangani SK Tim Feolaksana Promosi 1 Har
Penanaman Modal (Pameran Invesiasi)
Matern promos:
; ; {profil peiuang -
7 |Mengumpulkan materi pamearan ’:’1——4:' et i 3 Hari Paket maler pameran
banmer, video)
2 Pelaksanaan pen_ryelangg:araan pramosi penaraman > St
modal (pameran inveslasi)
9 |Membuzt Laporan Pelaksanaan Kegistan '|:|<’ 2 Han
10 |Menarima Laporan Pelaksaraan Kogiatan 2 Han




Nomor SOP 000.8 3.3/45/SOP/OPMPTSP/2026 |
Tanggal Pembuatan 28 Januari 2026
Tanggal Revis| -
Tanggal Efektif 28 Januari Zﬂaﬂ
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR Disahkan oleh / whnruwsp
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUFATEN BELITUNG TIMUR
L B
He..m.l AGUE‘IA, 5. T
NIP. 19750821 200212 1 005
P S e

MM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Fenanaman Modal

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Penanaman
Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No . Tahun... Tentang Strategi
Fromosi Penanaman Modal

1, Menguasai aturan mengenai Penanaman Modal
2. Menguasal komputer
3. Mampu menganalisa kebijakan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. S0P Pembuatan Surat Keluar 1. Komputer/Printar

2. S0P Pengiriman Maskah Dinas Korespondensi Melalui SRIKANDI 2. Internet

3. S0P Penerimaan Naskah Dinas Masuk Melalui SRIKANDI 3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan promosi penanaman modal tidak
akan berjalan dengan baik.

Didokumentasikan dan dipublikasikan agar seluruh pegawai
dinas memahami




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROMOS| PENANAMAN MODAL UNTUK BERBAGAI MEDIA

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
JF PEKPM Kepala Dinas | Sekretaris Stakeholder | Kelengkapan Walktu Output
1 Menyusun rencana kerja promosi Penanaman Mada! Surat Penawaran 5 Harl Tanda Terima Surat
Untuk Berbagai Media Penyelenggra Sementara
2
2 |Menyusun Draft undangan rapal kerja 2 Han
i |Menandatangani undangan rapat kerja 1 Hari
4 |Rapat persagan Elj(_—)l J't——hl I‘i-'—): 1 Han
¥
5 |Membusat notulen repst 1 Hari
& |Menyampaikan data atau bahan promasi 8 1 Hari
7 [Membual maberi promosi 3 Hari Mater pramasl
g |Mereview mater promosi dan membenkan masukan el > & Hari
& |Finalizasi mater| promos| 2 Hari
)
— . Surat Undangan
10 |Publikasi promosi Penanarnan Modal Rapat PD Teknis 5 Hari Surat
h
l Dokumeniasi .
iy i
11 |Penyusunan laporan Kt 5 Harni Laporan kegiatan
12 |Penyampaian laporan (j 2 Hari




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor SOP. 000.8.3.3/46/SOP/DPMPTSF/2026

Tanggal Fembuatan: [28 Januari 2026

Tanggal Efektif:

Tanggal Revisi; .

28 Januari 2026

Disahkan oleh: Kepala DPMPTSP

HARLI AGUSTA, S.T.
NIP. 18750821 200212 1 005

T

PENANAMAN MODAL

Nama SOP KLINIK LKPM

w

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor § Tahun 2025
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Rigiko dan Faslilitas Penanaman ModalMelalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang
pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan naon perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Meodal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
£. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 2. Meiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme pengawasan

3. Memiliki kemampuan pengolahan data yang sederhana
4. Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitasi,
transparan dan akuntabel

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP ini harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan pendampingan
pengisian LKFM kepada pelaku usaha

- SOP Pengawasan Rutin Berusaha Perizinan dan Non Perizinan 1. Komputer 4. Dokumen Perizinan

- SOP Pelayanan Perizinan 2. Printer 5.  Peraturan Perundang-undangan
3. Jaringan Internet 8. ATK

[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: KLINIK LEPM

Il'u'larr.annatang_:eml laporan resligas ryastas:

Ilam-’an LKPM yang leteh diperbeik

Pelaksana Mutu Baku | Capalan Kinera
No. Uraian Magistan Ket
JF PHPM Pelaku Usaha Kepala Dinas Kalengkapan Wakiu Oulput
1 2 3 4 5 B T ] g
- Suret Himbawan masa palaparan
LEPM
1 Maryampaikan informasi padode peisporan LEKPM [ I - Leafiet digital & furi
matalul media komunikasl pubik
Palaku usaha detang langsung %e Kanior DPMPTEP Daflar Pelaku Usaha dan Infoemasi
2 2 lam
umtuk meninta layaman Pelaku Liaaha
Palaky Usaha mangakses akun OS5 dan mangisi data — Pengisian data realisas modal, tenaga
3 JLEPM secars lengken den akural didamg@ingi oéeh - ~'=-| I seqa, kendala, dan lain-lain di Sestem 1 Had
patugas 055
4 InMemaniau LKPM yang sudah masukidisubmil Pelaku Laporan LEPM yang telan dsubmi 1 Harl
Usaha malalul daghboard Sistem 055 aleh pelaku ussha
Ivemanksa kesesualan data realisas dengsn penzinan S, Tida 3
5 |dan date pensde ssbalumnya. saria kelengkapan <,-" I;EIT_IWET;ET:HE"G frierili
dokumen pendubing ¥a e
& Manberkan perseluuan terhadep LKPM yang Laporan LKPM yang talah dhverifikasi 1 i
l[disampaikan alsh pelaku usaha oleh petugas
J Laparan LEPM yarg dissrtsl sengan
7 [Membuat laporan realisasi investas| berdasarkan LKPM| stitan o 1 Hari
B t: I 1 Harl  |Laporan LKPM




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan .
Jalan Raya Manggar — Gantung, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
Kode Pos 33511 Pos-el setda@belitungtimurkab.go id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.04/ 7& /SK/DPMPTSP/2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan  perizinan perlu ditetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Perizinan Non Berusaha pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Dacrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4263);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887)




Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lemmbaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4.3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
137);

7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 28});

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam
Lampiren yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU terdiri dari:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Rendah melalui Aplikasi
Online Single Submission (OSS); '




10.

11.

12:

13.

14.

15.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah melalui
Aplikasi Online Single Submission (0OSS);

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Online Single Submission (0S5) Sektor
Kelautan dan Perikanan;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Online Single Submission (0SS) Scktor
Pertanian;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Online Single Submission (0SS) Sektor
Perindustrian;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tingei melalui
Aplikasi Online Single Submission (0OSS) Sektor
Perdagangan;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melaiui
Aplikasi Online Single Submission {OSS] Sekior
Pekerjaan Umum dan Perumnahan Rakyat;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalai
Aplikasi Omnline Single Submission (0SS) Sektor
Transportasi;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Online Single Submission (0OSS) Sektor
Kesehatan;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Omline Single Submission (0S8) Sektor
Ketenagekerjaan;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi melalui
Aplikasi Online Single Submission (0SS) Sektor
Lingkungan Hidup;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission [OSS) Sektor Pertanian;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission {O8S) Sekior Kehutanan;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission (OSS) Sektor Perindustrian;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission (OSS) Sektor Transportasi;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

16. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission (0SS) Sektor Kesehatan;

17. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission (OSS) Sektor Perkoperasian;

18. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi Online
Single Submission (0SS) Sektor Lingkungan Hidup.

19. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi
Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional.

20. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan
Bangunan Gedung melalui Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung.

21. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
melalui Aplikasi siCantik.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam
pelayanan perizinan secara efektil dan efisien.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Belitung Timur Nomor 188.45-90 tahun 2022 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan selain Perizinan Berusaha pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdagangan Kabupaten Belitung Timur dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Desember 2025

a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR

NIP 19?‘ 109221997032002



Lampran |
Keputusan Sekretaris Daerah Balitung Timur

2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyslenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3 Peraturan Menter Investasl dan Hilirisasi/Kepala Badan Koomdinas! Penanaman Modal Nomar 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasllitas Penanaman Modal Melalul Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik {Online Singte Submission)

Nomeot | HIC00.04 FIR/Sn/ DM PSP /o2
Tanggal : 8l Desember 2025
| Nama SOP Patayanan Perizinan Berusahn Berbasis Risiko Rendah melalul
Aplikasi Online Single Submission (0S5)
_ Tanggal Pembuatan 2| Janyari 2032
Tan Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 0l Desember 2025
Disahkan oleh *Sek{ it
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR i
a
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA "
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
| Dime Hulaun [ Kualifikasl Pelaksana ————
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah 1. SDM yang memaham| peraturan perundang-undangan yang berdakt

|2 Mampu mengoperasikan komputar dan aplikasi 055
3. Memiiiki integritas tinggi

Hoterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Barbasis Risiko Secara TenntegrasiNomor 188.45-685 | 1. Komputer
Tahun 2022 2 ATK
3. Prinler
4, Jaringan Intemet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.  Apabila data yang dimput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
2 Apablla lerjadi gangguan jaringan internel akan mengakibatkan keterambatan proses perizinan
3. Apabliaterjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterambatan proses perizinan

1. Mencatal permahonan dalam buku register perizinan
2. Sistem Informasi Parizinan
3.  SOP diarsipkan melalui file digital dan fisik




HKulengkapan

Mendaftar akun melaiul portal www oss.go.id

Momar Induk Kependuduien/Paspor. Nomoe Telepon,
armasl aktd, |enms pelaky usaha, alamat seda Akla
Prendirinn Badan Hukum jikas Berbadmn Huksm

10 menit

Honfemas alkun

Memproses  pendaftaran  akun  dan  menarbitkan|
username dan pessword

MWomar Induld Kepandudukan/FPaspor, Akts Pendidan
Bagan Hukum, Dessr Holem pembentukan badan ussha

10 menit

Ermvad dun Lembaga O53 berupa
username dan pessword

Irpul datm rencana investasi baik pada sistem OS5
maupun pada sistem Amdainet

U T dan pastword dar Lembagae 055, data
pErusshean bak perseorsngan maugpin non
pOTROOTENGEN, pamagang sahem, Kepemilian modal,
sl ireitael, rencans penggunean tenago ker|a,
termanuk tonaga Kena asing, KBL] bidang usahe, uraisn
|bldang usahas

|Data Usaha tefekam o Sieem OS5

Menerbithan Momar Induk Berusaha

Perakaman dets perusabtumn baik parsorangan maupun
non parsearangan, pemegang saham, kepemilikken
modal, rdal investosd, rancana penggunaan ienags Kena,
tormasuk terage kera peng, KBLI bidang usaha, wrakan
bicdang usaha

5 manit

MNomar Induk Berusahs

Mancetak Nomor Induk Benmaha

-

Berkas/dolumen pemanuhan Komimen sasus tangan
peTsyalmtan

S menit

Momor Induk Berusaha

Keterangan

Teminator (StarEnd)

Prosss (Progess)




Lampiran i
Kaputusan Sekretaric Daerah Balitung Timur

Nomar LM 0004/ T8/5k [ DPMPIS RS LoLs
Tanggal | @ Desermber 2025

Nama SOP Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah

melalui Aplicasi Online Single Submission (O5S5)

Tanggal Pembuatan 21 Jamyan 207

T. | Revisi 12 November 2026

Tanggal Efektif 01 Desember 2025

Disahkan oleh erah Belitung Timur

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

L Y

“Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Fas
i

1 Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. SDM yang memahami peraluran perundang-undangan yang berlaku

3 Apablla terjadi gangguan pada sisiem OSS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

2. Peraturan Pemerinlah Nomor 28 Tahun 2025 tantang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
Berbasis Risiko 3. Memiliki integritas tinggi
3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/epala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 ‘
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusasha Berbasis |
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Meialui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission)
Kelerkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188.45-605 |1,  Komputer
T ARe 2. ATK
i Prinler
4. Janngan Internat
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinpul belum lengkap, maka proses tidak bisa dianjutkan 1,  Mencatat permohonan dalam buku regisier perizinan
2 Apabila terjadl gangguan jaringan internat akan mengakibatkan keterlambatan proses pefizinan |2, Sistem Informasi Perizinan

3. SOP diarsipkan melalui fila digital dan fisik




Keglatan

Pelaksana

Kelengkapsn

__'

Nessai Iisdub Hagansudken/Pespar. Momoe Telepon, el akdd jenes

Mendafiar akun melaha poral wew oss.god Owlohif it st 90 et | Waondinmes| skn
Memproses pendaftaran skun dan mensrbiken usemame Memar isdub HaoentudukenPasper, Akl Pendinen Baden Hewuni, Daser 56 mant Esal gani Lémbaga D55 barups ukbimams dan
dan password Hukum pembeniuken baden usiha | password
|
|
unevrIarme din passwend dar Lembage OB5 date perusanasn talk m&ﬁ' m“'."" fopt e
pETBACIEngAN MELUDLS NOA DETREOranGas, pEmegany saharm, kepamilhen s Lt g 1
inpui data yang dipedukan HERHUNEP it i s SUNGEENaA IAADS NOTIAL o 80 memt | kepamdikan modst ni|:1 invesiasi, rencana *
kedfa asing. KBL bidang uaahn, orafan bidsng uesha “.’":Euu INCHN KA, D “["";“ i
Pemkaman data perusshasn bak perssorangan maspun nan
) pRIsBOrESgEN. Bamagany sanham. kepsmilien modal, nésl meastasi
Menerhitkan Nomar induk Berusaha dan Sartiffeat Standar A fENGOUASIW IHgR e, sl larings havia WL Smenit |Nomor ncduk Bercssts dar Sentifft Sleedar
Didmng wiaha, uraisn ideng Jssha
Mencetgk Namer induk Berusaha dan Sertifilkat Stardar Berhasidokuman pemenufmn KomIlmen M Sengan parsyhralemn S it | Momoe indisk Berusahs den Senifiket Standar




Larmpargn 1l
Koputusan Sekielaris Daerah Bettung Timur

Nomar COHR-00 0y S 38/ sk OeMitS #2015
Tanggal 1 i Desember 2015
| Nama SOP Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui Aplikasi Online Single Submission (055) untuk Sekior Kelautan
dan Perikanan
. Tanggal Pembuatan 11 damuan 1002
| Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efaktif 01 Desember 2025
Disahkan oleh R h Belitung Timur
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR !49" A
a
-]
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA & o4
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU & - 0. 191
Danar Hukum Kualifikasi Pelaksana S7TunG 1] U

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.  Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3 Peraturan Menter Investasi dan HilirisasifKepala Badan Koordinas: Penanaman Modal Momor &
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis
Risika dan Fasilitas Penanaman Modal Meialul Sistern Perizinan Berusaha Terinlegrasi Secara
Elekironik (Cnline Single Submission)

1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang beriaku
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikesi 055
3, Memilikl integritas tinggl

Keterkaitan Peralatan [Perlengkapan ;
1. S0P Pengawasan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terntegras: Nomor 188 45 - G895 1 Komputer
Tahun 2022
2 ATK
3, Printar
4 Jaringan Intemat
| Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan

2  Apabila terjadi gangguan jaringan internat akan mangakibatkan keterlambatan proses perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem OS5 akan mengakibatikan ketedambatan proses penzinan

| Mencatat parmohonan dalam buku register perizinan
2 Sistem |nformasi Perizinan
3. S0P diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

-

Proses (Process)

Terminator (Start/End)

Decision (Keputusan)

L
e

POl T
LK

-
[
a

i
£l

- " Jumiah Hari: Pada Tlap OPD:

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Kiasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

tor NG A “ Nomor KBLI™ "~ "= ! Jangha W?i:taun;: enerbr[an -Dinas Kelautan-dan - DPMPTSP h nj
e e o - o a3 e b et TR N . - Perikanan. (hari). " ( -

1 10298 3 2 1
Sumber :




Lamp|ran VY
Kepatutan Sekretaris Daerah Belitung Timur

Hewmear HK O0-08 1 8/ 5%/ Dprapysi/2ne
Tanggal ¢ (M Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nama SOP

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggl
melalui Aplikasi Online Single Submission (0SS) untuk Sekior
Pertanian

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Pembuatan 31 Januar) 202z

| Tanggal Revisl 12 November 2025
Tanggal Efektif 0l Desember 2025
Disahkan oleh

p Wh Belitung Timur

b

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

A CULI ¢ |

1. Undang-Undang Republik Indonesia Noemaor 23 tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemenntah Momor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3. Peraturan Menter Investasi dan HilinsasiMepala Badan Koordinas: Penanaman Maodal Nomor S
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Rigika dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistem Parzinan Barusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Onfine Single Submission)

1 SDOM yang memahami peraturan perundang-undangan yaﬁ;buﬁk_u
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 055
3. Memiliki integritas tingal

Keterkaitan ‘Peralatan H‘tﬂlﬂn kapan :
1. S0P Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188 45 - 685 1. Komputer
Tahun 2022
2 ATK
3. Printer
4. Jaringan Infernet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apablla data yang diinput belum lengkap, maka proses lidak bisa dilanjutkan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan
3. Apabila terfadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

1 Mencatal permohonan dalam buku register perizinan
2 Sistem Informasi Penzinan
3 SOP diarsipkan melaiul file digital dan fisik
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Keterangan

- Terminator (Start/End)

Proses (Process)

‘ Decision (Keputusan)
: Jumlah Hari Pada Tiap OPD
Jangka Waktu Penerbitan . ,

No. Nomor KBLI (Hari) Dinas Perta?;a;:i ;dan Pangan DPMPTSP (hari)
1 01118 3 2 1
2 01137 3 2 1
3 01140 3 2 1
4 01150 3 2 1
5 01160 3 2 1
6 01220 7 4 3
7 01220 3 2 1
8 01252 3 2 1
g 01261 3 2 1
10 01269 3 2 1
11 01270 3 2 1
12 01281 5 3 2
13 01282 5 3 2
14 01283 3 2 1
15 01285 5 3 2
16 01285 7 4 3
17 01286 7 4 3
18 01286 3 2 1




19 01289 5 3 2
20 01291 5 3 2
21 01299 3 2 1
22 01630 7 4 3
23 01111 7 4 3
24 01112 7 4 3
25 01113 7 4 3
26 01114 7 4 3
27 01115 7 4 3
28 01119 7 4 3
29 01121 7 4 3
30 01122 7 4 3
31 01135 7 4 3
32 01611 7 4 3
33 01612 7 4 3
34 01613 7 4 3
35 01614 7 4 3
36 01619 7 4 3
37 01640 7 4 3
38 10631 7 4 3
39 10632 7 4 3
40 01411 7 4 3
41 01412 7 4 3
42 01413 7 4 3
43 01414 7 4 3
44 01420 7 4 3
45 01430 7 4 3
46 01441 7 4 3
47 01442 7 4 a3
48 01443 7 4 3




49 01444 4 4 3
50 01445 7 4 3
51 01450 7 4 3
52 01461 7 4 3
53 01462 7 4 3
54 01464 7 4 3
55 01465 7 4 3
56 01466 7 4 3
57 01467 7 4 3
58 01469 T 4 3
59 01491 7 4 3
60 01493 7 4 3
61 01494 7 4 3
62 01495 7 4 3
83 01496 7 4 3
64 01497 7 4 3
65 01499 7 4 3
66 01621 7 4 3
67 01629 7 4 3
68 10110 15 10 5
69 10120 15 10 5
70 47726 20 15 5
71 47729 20 15 5
72 765000 7 4 3
73 011186 7 4 3
74 01131 7 < 3
75 01132 T 4 3
76 01132 7 4 3
77 01133 7 < 3
78 01134 7 4 3




79 01136 7 4 3
80 01139 7 4 3
81 01193 7 4 3
82 01194 7 4 3
83 01210 7 4 3
84 01230 7 4 3
85 01240 7 4 3
86 01251 7 4 |
87 01253 7 4 3
88 01259 7 4 3
89 01283 [ 4 4 3
20 01301 7 4 3
91 01302 7 4 3
Sumber:

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lamplran v
Keputusen Sekretars Daerah Belitung Timur

Nomar * Ww00 0 118/ SKT pPMPSE f015
Tanggel ol Desamber 2025
Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk Sektor
Perindustrian
Tanggal Pembuatan 2] Jamnuary 2022
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 0l Desember 2025
Disahkan oleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang
2 Peragluran Pemerntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | 2. Mampu mengoperasikan komputer dan apiikasi OS5
Berbasis Risiko 3. Memiliki integritas tinggl
3. Persturan Menter Investasl dan Hilirsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor §
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasllitas Penanaman Modal Melaly| Sistem Perizinan Berusaha Terinlegrasi Secara
Elekironik (Online Single Submission)
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Tenintegrasi Nomor 188.45-685 | 1. Komputer
Tahun 2022
2. ATK
3. Printer
4. Jaringan Intemet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1. Mencatat permohonan dalam buku register perizinan
2 Apabila terjadi gangguan jaringan intemet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan |2 Sistem Informasi Perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perzinan |3.  SOP diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

e

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jumiah Hari Pada Tiap OPD

No. Nomor KBLI Jangks W?:tauﬂfenerbllan Dinas Perindustrian dan DPMPTSP (hari)
Perdagangan (hari)
1 10221 7 4 3
2 10222 7 4 3
3 10431 7 4 3
4 10433 7 4 3
5 10510 7 4 3
6 10520 7 4 3
7 10723 7 4 )
8 11052 7 4 )
9 13991 7 4 3
10 13993 7 4 3
11 13994 7 4 3
12 22111 7 4 3
13 22210 ¥ 4 4 3
14 22230 7 4 3
15 22291 7 4 3
16 22291 7 4 3
17 23111 7 4 3
18 23112 7 4 3




19 23119 7 4 3
20 23955 7 4 3
21 23956 7 4 3
22 24103 7 4 3
23 25113 7 4 3
24 25095 7 4 3
25 26110 7 4 3
26 26310 7 4 3
27 26320 7 4 4
28 26420 7 4 3
29 26602 7 4 3
30 26710 7 4 3
31 26791 7 4 3
32 26792 7 4 3
33 27310 7 4 3
34 27510 7 4 3
35 27520 7 4 3
36 28172 7 4 3
37 28173 7 4 3
38 28174 r) 4 3
39 29102 7 4 3
40 30911 7 4 3
41 32501 . 4 3
42 32502 7 4 3
43 35301 7 4 3
44 62021 7 4 3
45 62029 7 4 3
46 63112 7 4 3
47 71102 7 4 3
A8 71206 7 4 3




»

49 71209 7 4 3

50 72104 7 4 3

51 74909 7 4 3
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampiram Vi
Eeputusan Sskretaris Daerah Belltung Timur

Moo bR 00 Q4 T8/ a7 DPMpPIY fa0es
Tanggal : @i Desember 2025
Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui Aplikasi Online Single Submission (O5S) untuk Sekfor
— Perdagangan
Tanggal Pembuatan 2) Jomupri 2032
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 01 Desember 2025
Disahkan oleh mhtung Timur
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR v "_T‘
£ -3 'ﬁ ]
1 |
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA ﬁ-ﬁ. v L m
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ' ] “ NDO. S.H
Dasar Hukum " Kuallfikas| Pelaksana SIUNYY

1.
2

Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Menten Investasi dan Hilinsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomaor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risikn dan Fasiitas Penanaman Modal Melalul Satem Perizinan Berusaha Ternnlegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission)

1
2.
&

SOM yang memahami peraturan perundang-undangan yang beriaku u
Mampu mengoperasikan komputer dan apiikasi 055
Memiliki integritas tingg

Keterkaltan Peralatan /(Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegras| Nomor 188.45-685 |1 Komputer
3 Printer
4 Jaringan |nternet
Pencatatan dan pendataan

Paring
i
2
3.

Apubllu data yang dlinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatken keterambatan proses perzinan
Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

2

3.

Mencatal parmohonan dalam buku registes parizinan
Sistem Informasi Perizinan
S0P diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

.

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jangka Waktu Penerbitan

Jumiah Hari Pada Tiap OPD

No. Nomor KBLI ; Dinas Perindustrian dan =
Csstt) Perdagangan (hari) DPMPTSP (han)
1 47221 5 3 2
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia _
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampdran Wil

Keputusan Sekretaris Daerah Belditung Timur
Nomar Hh.00 Ol / 18/ OPMPTSR/ 2O2E
Tanggs! - i Desemnber 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pelayanan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
melalui Apiikasi Online Single Submission (OSS) untuk Sektor
Pekenaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nama SOP

' Tanggal Pembuatan 2| danyari 202

. Tanggal Revisi 12 Novemnber 2025

| Tanggal Efektif o Desember 2025
Disahkan oleh

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum

Kualifikas| Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
2 Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Paenyslenggaraan Perizinan Berusaha

1. SDM yang memahami paraluran perundang-undangan ranﬁ
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS

Berbasis Risiko 3. Meamiliki integritas fingg
3. Peraturan Menten Investasi dan Hilinsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Momar 5
Tahun 2025 Tentang Pedeman dan Tata Cara Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Mslalul Sistem Parizinan Berusaha Terintegrasi Sacara
Elektronik (Online Single Submission)
Ketorkaitan Peralatan /(Perlengkapan :
1. S0P Pengawasan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Tenntegrasi Nomor 188 45 - 685 1 Komputer
L 2. ATK
3. Ponter
4, Jaringan Intermnet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
2. Apabila terjadi gengguan jaringan intermet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan
3 Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan heterlambatan proses perizinan

1. Mencatal permohonan dalam buku register perizinan
2. Sistem Informas| Parizinan
3. S0P diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

P

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

N BLI Jangka Waktu Penerbitan Jumlah Hari Pada Tiap OPD
No. ki (Hari) Dinas PUPR (hari) DPMPTSP (hari)
1 36001 30 26 4
2 41011 15 12 3
3 41012 15 12 3
4 41013 15 12 3
5 41014 15 12 3
& 41015 15 12 3
7 41016 15 12 3
8 41017 15 12 3
9 41018 15 12 3
10 41019 is 12 3
11 41020 15 12 3
12 42101 15 12 3
13 42102 15 12 3
14 42103 15 12 3
15 42104 15 12 3
16 42201 15 12 3
17 42202 15 12 3
18 42203 15 12 3
19 42204 15 12 3




20 42205 15 12 3
21 42206 15 12 3
22 42207 15 12 3
23 42209 15 12 3
24 42911 15 12 3
25 42012 15 12 3
26 42913 15 12 3
27 42914 15 12 3
28 42015 15 12 3
29 42916 15 12 3
30 42917 15 12 3
31 42018 15 12 3
32 42919 15 12 3
33 42921 15 12 3
34 42922 15 12 3
35 42023 15 12 3
36 42924 15 12 3
37 42930 15 12 3
38 43110 15 12 3
358 43120 15 12 3
40 43212 15 12 3
41 43213 15 12 3
42 43214 15 12 3
43 43215 15 12 3
44 43216 15 12 3
45 43221 15 12 3
46 43222 15 12 3
47 43223 15 12 3
48 43224 15 12 3
49 43291 15 12 3




50 43292 15 3
51 43299 15 12 3
52 43301 15 3
53 43302 15 12 3
54 43303 15 12 3
55 43304 15 12 3
56 43305 15 12 3
57 43309 15 12 3
58 43901 15 12 3
59 43902 15 12 3
60 43903 15 12 3
61 43904 15 12 3
b2 43005 15 12 3
63 43909 15 12 3
65 71101 15 12 3
66 71102 15 12 3
67 74120 15 12 3
Sumber .

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nemor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampdran Vil
Keputusan Sekretars Daerah Belitung Timur

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nemar | OD.oY / 18/ SH Y DPMPTSR/ 2008
Tanggal b Desember 2035
Nama SOP Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggl
malalul Aplikasl Online Single Submission (OS88) untuk Sektor
| Transportasi
Tanggal Pembuatan 2| Januar’ 022
 Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 01 Desember 2025 =t

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Disahkan oleh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 lentang Pemenntahan Daerah

2  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenpgaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

4 Peraturan Menter Investasi dan Hiliisasi/Kepala Badan Koordinasl Penanaman Modal Nomar 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risika dan Fasllitas Penanaman Madal Malalui Sistern Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission)

1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang berdaku U
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
3. Memiliki integritas tinggi

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 18845-695 |1, Komputer
Tahun 2022
2. ATK
3 Printar
4, Jarngan Intermnet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apablla data yang diinput belum lengkap, maka proses fidak bisa dilanjutkan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistam OSS akan mengakibatkan keterlambalan proses perizinan

1. Mencatat permohonan dalam buku register perizinan
2 Sistam Informasi Parizinan
3 SOP diarsipkan melalul file digital dan fisik
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Keterangan

@

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jangka Waktu Penerbitan

Jumlah Hari Pada Tiap OPD

No. NGO WEL! (Hari) Dinas Perhubungan (hari) DPMPTSP (har)
1 49212 5 3 2
2 40214 5 3 2
3 49219 5 3 2
4 49411 =] 3 2
5 49414 5 3 2
6 49415 5 3 2
7 49216 5 3 2
8 49229 5 3 2
g 49421 5 3 2
10 49429 5 3 2
11 37011 5 3 2
12 37012 5 3 2
13 52215 7 4 5
14 52214 7 4 3
15 52223 5 3 2
16 50211 7 4 3
17 50212 7 4 3
18 50213 7 4 3
19 50218 7 4 3




20 50228 7 4 3
21 50221 7 4 3
22 50222 7 4 3
23 50223 7 4 3
24 50111 3 2 4
25 . 50114 3 2 1
26 50131 3 2 1
27 50134 3 2 1
28 50135 3 2 p
29 50141 3 2 1
30 50133 3 2 1
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

=




Lampiran iX
Kepuiusen Sekretars Daerah Belltung Timur

Nomor P W00 £ PET SR Dpsiprse SLons
Tangal : ] Desember 2025
Mama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggl
melalui Aplikasi Online Single Submission (0SS) untuk Sektor
Kesehatan
Tanggal Pembuatan Z1 Januari 2002
Tanggal Rewvisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 0l Desember 2025
Disahkan cleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 lentang Femerintahan Daerah

2  Pematuran Pemerintah Nomor 28 Tehun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3.  Peraturan Menten Investasi dan Hilinsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secars
Elektronik (Online Single Submission)

1. SOM yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
3 Memiliki intagritas tinggl

Heterkaitan Peralatan /Perlengkapan !
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Rislko Secara Tennlegrasi Nomor 188.45-6885 |1, Komputer
Tahun 2022 2 ATK
3.  Printer
4, Jaringan intemet
Paringatan Pencatatan dan pendataan

1 Apahila data yang dinput belum lengkap. maka proses tidak bisa dilanjutkan
2 Apahila terjadi gangguan jaringan miemet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan
3.  Apabila terjadi gangguan pada sisterm 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

1.  Mencatat permohorian delam buku register perizinan
2. Sistem Informasi Perizinan

3. SOP diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

- Terminator (Start/End)

Proses (Process)

’ Decision (Keputusan)

No Nomor KBLI Jangka Waktu Penerbitan Jumlah Hari Pada Tiap OPD
' (Hari) Dinas Kesehatan_(hari) DPMPTSP (har)
1 47721 9 5 -
2 86104 25 2 -
3 86105 25 52 3
4 86901 10 s -
S 86902 10 5 4
6 86903 28 o5 =
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampiran X
Keputusan Sekretars Daerah Belitung Timur

Nomor R 0004 38/ $K/ OpMpSt/ 2005
Tangqal { DI Desernber 2025
Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggl
melalul Aplikasi Online Single Submission (0SS) unfuk Seklor
Ketenagakerjaan
Tanggal Pembuatan 1l danuari 1022
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 0i Desember 2025
Disahkan oleh > erah Belitung Timur
b
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR #{.:\WH
= 4
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA Ay
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU g &QN SH
Basar Hukum Kualifikasl Polaksana e |
1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. SOM yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
2 Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyefenggarsan Perizinan Berusaha | 2. Mampu mengoperasikan kompuler dan aplikasi 0SS
Berbasis Risiko 3. Memiliki integritas fingg)
3 Peraturan Menter Investasi dan HilirisesiKepals Badan Koordinasi Fenanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Rislko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistem Perizinan Berusaha Terniegrasl Secara
Elektronik (Online Single Submission)
Keterkaitan - Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Secare Tenntegrasi Nomor 18845-885 |1, Komputer
Tahun 2022
2 ATK
3. Printer
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinpul belum lengkap, maka proses tidak bisa dianjutkan 1. Mencatal permohonan dalam buku register perizinan
2 Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan | 2. Sistam Informasi Perizinan
3. Apabila lerjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perzinan |3,  SOP diarsipkan melaiul file digital dan fisik
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Keterangan

- Terminator (Start/End)

Proses (Process)

‘ Decision (Keputusan)

Jumlah Hari Pada Tiap OPD_
Jangka Waktu Penerbitan Dinas Tenaga Kerja
No. Nomor KBL (Hari) Koperasi, Usaha Kecil dan DPMPTSP (hari)
Menengah (hari)
1 78421 5 3 2
2 78422 5 3 2
3 78423 5 3 2
4 78424 5 3 2
5 78425 5 3 2
6 78426 5 3 2
7 78427 5 3 2
8 78429 5 3 2
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampiran Xi
Keputusan Sekretaris Daerah Belitung Timur

N | w0004/ $R1 K] ppMpTSp (2028
Tanggal i i Desamber 2075
Nama SOP Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tingg
melalui Aplikasi Oniine Single Submission (OSS) untuk Sekior
Lingkungan Hidup
Tanggal Pembuatan 21 Januar 2007
_Tanggal Revisi B 12 November 2025
Tanggal Efektif o Dessmber 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

—.-.i

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Disahkan oleh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2  Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggarean Periminan Berusaha
Berbasis Risiko

3. Peraluran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Mepala Badan Koordinasl Penanaman Modal Momor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistem Parizinan Berusaha Terinlegrasi Secara

Z
3

SOM yang memahami peraturan perundang-undangan yang hurfaitu
Mampu mengoperaskan kompuler dan aphkasi O3S
Memillki Integritas tingal

Elektronik (Online Single Submission)
Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188.45-885 |1 Komputer
(3. Printer
4 Jaringan (mermet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1. Mencatat permohonan dalam buku register perizinan
2 Apabila terjadi gangguan jaringan intermet akan mengakibatkan keterambatan proses perizinan 2 Sistem Informasi Perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterdambatan proses perizinan |3, SOP diarsipkan melalul file digital dan fisik
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Keterangan

&
@

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

: Jumiah Hari Pada Tiap OPD
Jangka Waktu Penerbitan . -
No. Nomor KBLI (Hari) Dinas Lin?:::;]gan Hidup DPMPTSP (hari)
1 38211 10 5 2
2 37021 5 3 2
3 37022 5 3 2
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampiran X1
Keputusan Sekretars Dasrah Balitung Timor

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor §
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Medal Melalul Sistem Perizinan Barusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission)

Nemar Wi 00 04 /981 Sxs DPMPTSE/ 2OLS
Tanggal 1 0 Desember 2025
Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risko Tinggi melalul Aplikasi
Online Single Submission (OSS) uniuk Sektor Pertanian
Tanggal Pembuatan 21 Januan 2002
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif 0y Desember 2025
Disahkan oleh o elitung Timur
A
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR ‘f' '-‘:}' W\
a - &
® |
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA & £ VMY
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NPl b g h[\ﬂ-
[ Dasar Hukum Kualifikas! Pelaksana e & = 7
1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Mampu mengoperasikan kompuler dan aplikasi 055
3. Memiliki integritas tinggi

Keterkaitan B Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secars Terintegrasi Nomor 188 45-885 |1 Komputer
Tahun 2022
2. ATK
3. Printer
4. Jaringan Intamet
| Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.  Apabila data yang diinput belum lengkap. meka proses idak bisa dilanjutkan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengak|batkan keterambalan proses perizinan
3. Apabila lerjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

1. Mencatat permohonan datam buku register perizinan
2. Sistem Informasi Pedizinan
3 SOP diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

@

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

. Jumlah Hari Pada Tiap OPD
Jangka Waktu Penerbitan - = -

No. Nomor KBLI (Hari) Dinas Perta;::jdan pangan DPMPTSP (hari)
1 01262 5 3 2
2 01270 3 2 1
3 12091 5 3 2
4 22121 5 3 2
5 01463 7 4 3
6 01465 7 4 3
7 01466 7 4 3
8 01468 7 4 3
9 01622 7 4 3
10 01628 7 4 3

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Larmgiran X1
Keputipsan Seiretaris Daerabh Belitung Timur

Nomor e 0004 / 987 Snf OPMpYSH 2028
Tanganl ! ) Desember 2025
MNama SOP Pelayanan Penzinan Berusaha Berbasis Risko Tinggi melalui Aplikasi
Online Single Submission (058) untuk Sekior Kehutanan
_Tanggal Pembuatan 2\ Januan 2012
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif ol Dasamber 2025
Disahkan oleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Iin:r Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daarah 1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang hurlaku
2  Peraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | 22 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OS5
Berbasis Risiko 3 Memiliki integritas tingal
4 Peraturan Menter Investasi dan Hilinsasi/Kepata Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor §
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tala Cara Penyslenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistem Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission)
Keterkaitan = Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terinlegrasi Nomor 1Ag45-885 |1 Komputer
Tahun 2022
2. ATK
3 Printar
4 Jaringan Internet
- Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1.  Mencatat permohonan dalam buku register penzinan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan intemnet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan |2 Sistem Informasi Penzinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan | 3. SOP diarsipkan meialul file digital dan fisik
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Keterangan

@

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

. Jumlah Hari Pada Tiap OPD
Jangka Waktu Penerbitan .
No. Nomor KBLI (Hari) Dinas Purta;;aar:i }dan Pangan DPMPTSP (hari)
1 02200 25 20 5
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampiran WV
Keputusan Sekretaris Daerah Balitung Timur

Namer MY 00 oY/ FR/SHADPMpTER/200E
Tanggal | it Desember 2025
Nama SOP ‘Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggl melalui Aplikasi
Online Single Submission (0OSS) untuk Sektor Parndustrian
Tanggal Pembuatan 21 Janyan 2002
Tanggal Revisi 12 Novernber 2025
Tanggal Efektif o Desember 2025
Disahkan oleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
i
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana SSTTUNE
1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang beriaku ¥ -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berussha | 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
Berbasis Risiko 3. Memiliki integritas tinggi

Peraturan Menter Investas dan Hilinsasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8
Tahun 2025 Tentapg Pedoman dan Tata Cara Penyalenggaraan Perizinan Barusaha Barbasis
Risiko dan Fasiltas Pananaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Ternlegrasi Secara
Elektronik {Online Single Submission)

|
1

Keterkaitan Peralatan /[Periengkapan ;
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188.45 - 685 |1 Kamputer
Tahun 2022
2. ATK
3.  Prines
4. Jaringan Intemeat
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
2  Apabila terfadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan
3. Apabila terjadi pangguan pada sistem 0S5 akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

1. Meancatal permohonan dalam buku register penzinan
2. Sistem Informasi Perizinan
3. S0P diarsipkan melalui file digital dan fisik
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Keterangan

¢

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jumlah Hari Pada Tiap OPD

No. Nomor KBLI Jangka Wakiu Penerbitan  —rre s serndustrian dan
(Hari) ; DPMPTSP (hari)
Perdagangan (hari)
1 10411 7 4 3
2 10412 7 d 3
3 10437 7 4 3
a4 10616 7 4 3
5 10623 7 4 3
6 10635 7 4 3
7 10721 7 4 3
8 10731 7 4 3
9 10791 7 4 3
10 11032 7 4 3
11 11051 7 4 3
12 12011 7 4 3
13 12012 7 4 3
14 12013 7 4 3
15 12019 7 4 3
16 12099 7 4 3
17 13992 7 4 3
18 17014 7 4 3




19 18112 7 4 q
20 20301 7 4 3
21 20302 7 4 3
22 21022 7 4 3
23 22194 7 4 3
24 23124 7 4 3
25 27320 7 4 3
26 32509 7 4 3
27 32907 7 4 3
28 71201 7 4 3
29 71205 7 4 3
Sumber ;

Peraturan BPS Nemor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Befusaha Berbasis Risiko




Lampiran XV
Kepltusan Seloetars Daerah Befitung Timur

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomer CHR 00 0y 198/ sk OpHPTSPS NS
Tanggal | Ot Desember 1025
Nama SOP Peiayanan Perizinan Berusaha Berbasts Risko Tinggl melalui Aplikasi
Daline Single Submission (DSS) untuk Sektor Transportasi
Tanggal Pembuatan 11 Jonuar 1031
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif o] Desamber 2025
Disahkan oleh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerirtahan Daerah

2 Peraturan Pemeriniah Momor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha
Berbasis Risiko

1 Peraturan Mentsr Investasi dan Hiliisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Barbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistem Parizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elaktronik (Online Single Submission)

1.

2

3

SDM yang memahami peraturan perundang-undangan ya;'!g hudﬁhb‘
Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OSS
Memiliki integritas tinggl

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1 SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Tenntegrasi Nomor 188.45- 665 11, Komputer
Tahun 2022 2. ATK
3.  Printer
4. Jaringan Inlamset
Pori Pencatatan dan pendataan
1 Apabils data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1.  Mancstat parmohonan dalam buku register perizinan
2. Apabila tefjadl gangguan jaringan internet akan mengakibatian keterlambatan proses perizinan 2. Sistem Informasi Perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan | 3 SOF diarsipkan metalul file digital dan fisik
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Keterangan

- Terminator (Start/End)

Proses (Process)

- Decision (Keputusan)

Jangka Waktu Penerbitan Jumiah Hari Pada Tiap OPD
No. NG N (Hari) Dinas Perhubungan (hari) DPMPTSP (hari)
1 49110 14 10 4
2 49110 30 25 5
3 40442 14 10 4
4 49442 30 25 5
5 49450 14 10 A
6 49450 30 25 5
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lampsran XVi
Eeputusan Sekretariy Dagrah Beltung Timur

Namar MK 00 .04 38/ SK7 DPMPISE 2020
Tanges| - @) Desrnber 2025
N Nama SOP Palayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggl melalul Aplikasi
Online Single Submission (05S5) untuk Seklor Kesshatan

Tanggal Pembuatan 21 Janmari 2L

Tanggal Revisi 12 November 2025

Tanggal Efektif 01 Dessmber 2025

Disahkan oleh

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR I
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU o [
Dasar Hukum “Kualifikasi Pelaksana (s bk

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang hmﬁm v

2. Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha | 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
Berbasis Risiko 3 Memilikl integritas tingal
3 Peraturan Menten Investasi dan Hilinsasi/Kepala Badan Koordinasl Penanaman Modal Nomor 5§
Tahun 2025 Tantang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasllites Penanaman Modal Metalui Sistem Perlzinan Berusaha Terintegras: Secara
Elektronik (Cnline Single Submission)
Heterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Rislko Secara Terinlegrasi Nomor 188 45- 885 |1 Kampuler
Yo 2082 2 ATK
3. Printer
L] Jaringan Intamet
|
Paringatan Pancatatan dan pendataan

1 Apabila data yang diinput balum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
2 Apabila lerjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan ketedambatan proses parizinan
32 Apabila terjadl gangguan pada sistem 0S8 akan mengakibatkan kelerdambatan proses perizinan

1 Meancatal parmohonan dalam buku register pedzinan
2 Sistem Informas| Perizinan
3.  BOP diarsipkan melalui file digital dan fisik




_ Polaksana Mty Baku
No. Hagiatan SRR . ; o
Dinms Mauehatan (Punguiomal | Hepsla DPMPTEP Flelaghanan Wk Outpt
Ponata Peririnan)
i Eapordud iican P unpor, Mcmer
| Wi Finibia e Tabapwn, il @il s pesbis unahe, s | EFErD ke R

| n—wrﬂumﬂmm"’ At Prmetuiaet Sodtun ok ji 1 vl ool sl i et i

B it it

Lt v cliny Pamseord D059, dete unahe

. BeTWegaNg

5 [wima sais s mvesingl beds pode st COGE g a7, Pt sl o], (il it A0 el | Dt Lisahin lerwtiam & lslem 085

ln—n-_m Incdus Barusaho molaie aaun 023

it Wi, b [lhasn rrodd, wits B ol

ldewiin bk Berusaha dan ion Ussta
g el i Lenda Baiuim

wasi, uralan badong unsns
fndman pamenhan  perepacalen  Feirmen | B b npmpan s sluran wng btk |Kalorghapan  pemasuhan  ssandar
: Iﬂl-lhl e TR | ginion saaiin
il varilThim Bsruipen ol
R e p——— ’ m""""""” B e ——
Tram v (A
. nobfikew peTseuhan poreyeraten s ek E:ﬂ-mh-m-uu- i) ol Pacatif st el Cee et ) Wty
InvsT e Ry ey iin e Vil (vt 1 peryasalan
* | e o e e lnpangan (T e liaan "——"": |Barkos pereyEwin 180 ot | Bariia Arsra Pesnjacsn Lapsngan
Hmgiaten o 0wl 10 paing
I SRS LN
et e bl SR
il vz gl mhan 55 Dinm e
L L I e T | Beriiin Bcmirm Poprsimjmusr L ngaimpgar 0 i Nmtan st
sl " vl | oMl sl i O Chira frrp— ﬂmmmmm
i il Valitlom poneseilimi o v wlar i i Lt walthsh i
- v il it iins e puestash barm s tigropenn) Bleeijas = =1 I jnecrusl Penuby Perizines 10 et -i““ W
|dhdwany £ clay Erin Uniaha png] saciah dl el ki rreens i Uil

A1 |l Ut Tmrteh s Aoy 55 Pralies Unasty

Nl gan e tw ook




Keterangan

&5
@

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

N N KBLI Jangka Waktu Penerbitan Jumlah Hari Pada Tiap OPD
% o (Hari) Dinas Kesehatan (hari) DPMPTSP (har)
1 86101 28 o ;
2 86103 28 >4 =
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lamplran XVl

Keputusan Sekretaris Daerah Belitung Timar

Nomaor Wk 00 04/ 875k prMpTSE/ 10T
Tanggal ! g Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nama SOP

Felayanan Ferizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggl melalul Aplikasi
Onling Single Submission (055) untuk Sektor Perkoperasian

Tanggal Pembuatan

2| Janvar Wit

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Revisi 12 Novemnber 2025
Tanggal Efektif o1 Desember 2025
Disahkan oleh

| Dasar Hukum

Kualifikas| Pelaksana

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah

SOM yang memahami peraturan parundang-undangan yang berlaku

2 Paraturan Pemerniash Momor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha | 2. Mampu mengoperasikan kompuler dan aplikasi 0SS
Barbasis Risiko 3. Memiliki integritas tinggl
3. Paraturan Menteri Investasi dan HilirisasiMepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalul Sistern Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektranik (Online Single Submission)
Keterkaitan ) Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Pefizinan Berusaha Berbasis Risko Secara Tenntegrasi Nomor 18845 -685 |1 Komputar
Tahum 2022 2 ATK
3. Prinler
4 Jaringan intermet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1
2.
3.

Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
Apabila terjadi gangguan jaringan intemnat akan mengakibatkan keterambatan prosas perizinan
Apablla terjadi gangguan pada sistem 0SS5 akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan

1.
2
3

Mencatat permohonan dalam buku register pedizinan
Sistam Informasi Penzinan
SOP diarsipkan melalul file digital dan fislk
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Keterangan

et

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jumlah Hari Pada Tiap OPD

Jangka Waktu Penerbitan Dinas Tenaga Kerja
No. Nomor KBL (Hari) Koperasi, Usaha Kecil dan DPMPTSP (hari)
Menengah (hari)
1 64141 3 2 1
2 64142 3 2 1
3 64143 3 2 1
4 64144 3 2 1
5 64145 3 2 1
6 64146 3 2 1
7 64147 3 2 1
8 64148 3 2 1
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Larmplran X1
Keputusan Sekietaris Daerah Balitung Timur

1. Undang-Undang Republik Indonesia Momaor 23 tshun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peratursn Pemerniah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Investasi dan Hilinsasi/Mepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasiltas Penanaman Modal Melalul Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasl Secara

Elektronik (Online Single Submission)

Nomor WK 00 DY/ MY Ekf ppMpce f2005
Tanggal : oy Desamber 2005
Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggl melaiui Aplikasi
Online Single Submission (OSS) untuk Sektor Lingkungan Hidup
Tanggal Pembuatan U Jopyan o
Tanggal Revisi 12 November 2025
Tanggal Efektif oi Desember 2025 .|
Disahkan oleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PP 7
Dasar Hukum “Kualifikasi Pelaksana SITUNG \q v

1. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan yang baeriaku
2.
al

Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi OS5
Memiliki integritas tingg)

Katerkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188.45-685 | 1.  Komputer
Tahun 2022 2. ATK
3. Printer
4 Jaringan Imtarmet
| Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1. Mancatal permohonan dalam buku register perizinan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mangakibatkan katerlambatan proses penzinan 2. Sigtem |nformasi Perizinan
3. Apabila lerjadi gangguan pada sistem D55 akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan |3, SOP diarsipkan meialui file digital dan fisik
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Keterangan

&
.t

Terminator (Start/End)
Proses (Process)

Decision (Keputusan)

Jangka Waktu Penerbitan Jumiah Hari Pada Tiap OPD
e HoraorREL (Hari) Dinas Lingkungan Hidup DPMPTSP (hari)
1 38120 10 E 4
Sumber :

Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




Lammpiran XIX
Eeputusan Sekretaris Daerah Befifung Timur

Nomer K 00- 0l / 78/ 5K/ DpAPTLR/ 2020
Tanggal ¢ (o Desember 202%
Nama SOP Pelayanan Perizinan Tenaga Kesahatan dan Tenaga Madis melalui
aplikasi Mal Petayanan Publik Digital (MPPD) Nasional
Tanggal Pembuatan 21 Januari 3022
| Tanggal Revisi 12 November 2025
_Tanggal Efeklif o Desamber 2025
Disahkan oleh Daerah Belitung Timur
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA M
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU = I
- N st s ONDQ /S H
Dasar Hukum Hualifikasi Pelaksana T
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. S5DM yang memahami peraturan perundang-undangan yang bertaku ¥

L

Apablla terjadi gangguan pada sistern 0S5 akan mengakibatkan keterlambatan proses parizinan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lentang Kesehalan | 2 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
3, Memiliki intagritas finggl

Kotorkaitan Pgralatan (Perlengkapan :

1 SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terniegrasi Nomor 188.45 - 685 1. Komputer

Tahun 2022 2. ATK

3 Printer
4, Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.  Apabila data yang diinput bejum lengkap, maka proses tidak bésa dilanjutkan 1. Mencatat permohonan dalam buku regisier perizinan

2 Apabila terjadi gangguan jaringan internat akan mengakibatkan keterlambatan proses perizinan | 2. Sistem Informasi Perizinan

3. SOP diarsipkan melalul file digiial dan fisik




Palaksana Mutu Baku
Urnia Katmrangan
LS FREHORTS g Verifikator Kepala DPMPTSP Persyaratan/Kelengkapan Wakty Output o
Pandamping
Input Data Pemohon q KTP, NO HPAWA, Email, SIP 2 menit Akun Pemohon
l Permohonan, STR, Sural Pemyalean
kecukupan SKP, Kecukupan SKP,
Parmohonan Baru/Perpanjangan SIP - Data Izin Lama, dan Kelerangan 15 Menlt Permohonan
Tempat Bakerja, HP android dan
Jaringan Intemel
5TR, Sural Pemyataan Kecukupan
SKP, Keoukupan SKP, Dats tzin BTGRP
Verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan > Lasna, dan Ketersngan Tempat 10 Meanit Parsyaratan
Berkerja
' Drafi Izin Te
rAaga
Permohonan dan Pamsyaralan,
MEMProSes PErmehonan Komputer den Jangen e 5 Menit Kﬂﬁﬂ-rﬂnm Tenaga
[zin Tonagn Kesahatan
Draft Sural Lzin, Komputer dan
i -
Penandatanganan |zin Jarl Inbart 3 .Jam mm::: 'I'I'Em
Pengisian Survey Kepussan Masyarakat (SKM) . Lembar islan SKM Online dan MPPDN| 3 Menft SKM
rin T Kesshatan
Mengunduh |zin secara Pribadi HP Android dan Jaringan Intermet | 2 Menit J“T“““Mmtm




Lampiran 00
Keputisan Sekretaris Daerah Belitung Timur

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADL SATU PINTU

Kamor WK B0.0Y FIRILURS PPMITSP /2008
Tanggal ¢ Desamber 2025

Nama SOP Pelayanan Perselujuan Bangunan Gedung (PBG) melals Apikas:

5IMBG

Tanggal Pembuatan 11 Hnwari Lo

Tanggal Revisi 12 November 2025

Tanggal Efektif o Desember 2025

Disahkan cleh Belitung Timur

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomar 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1. SDM yang memahami peraluran pesundang-undangan yang berlaku
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi 0SS
3 Memilikd fntegriias Unggl

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terntegrasi Nomor 18845-685 | 1. Komputer
Tahun 2022 2 ATK
3 Printer
4 Jaringan ntemet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila data yang diinput belum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan
2 Apabia terjadi gangguan jaringan intemel akan mengakibatkan keteriambatan proses perizinan
3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS5 akan mengakibatkan kelterambatan proses perizinan

1. Mencatat permohonan dalam buku register parizinan
2. Sistem Informasi Penzinan
3. S0P diarsipkan melaiul file digital dan fisik
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Pelaksana Mutu Baku
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Lampiran X
Kaputusan Sekietasis Deerah Balitung Timur

Nomuot MK 0004/ 26/ S/ OEMPISF (2017
Tanggal t gy Desember 2034
| Nama SOP Pelayanan Perizinan meialui Aplikas SiCantik
Tanggal Pembuatan | 21 Januan o021
_Tanggal Revis 12 November 2025
Tanggal Efekuf - o Desember 2025

Disahkan oleh
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
URUSAN BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah 1. SDM yang memaham| peraturan perundang-undangan yang beraku
2 Peraturan Bupatl Beftung Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan | 2. Mampu mengoperasikan kemputer dan aplikasi 0SS
Penyelenggaraan Perizinan dan Mon Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan | 3. Memiliki imtegritas tingg
Terpadu Satu Pintu
cocodicna “Peralatan /Periengkapan : o
1. SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Nomor 188 45-685 1. Komputer
Tahun 2022 '2 ATK
3. Printer
4 Jaringan Infamal
Peringatan - Pencatatan dan pendataan
1. Apabila data yang diinputl balum lengkap, maka proses tidak bisa dilanjutkan 1 Mencatat permohonan dalam buku register perizinan
2. Apabila terjadi gangguan jaringan internet akan mengakibatkan keterlambatan proses perzinan 2. Sistem Informasi Perizinan

3. Apabila terjadi gangguan pada sistem 0SS akan mengakibatkan keteriambatan proses perizinan |3 SOF diarsipkan melalui file digital dan figik




Petaksana Mutu Baku
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Menarima dan memenikss berkes serts h :
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